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KATA PENGANTAR 

 

 

 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018 

merupakan bentuk pertanggung jawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi 

yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran 

melalui program dan kegiatan dalam rangka pembangunan Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan.  

LAKIP memuat tentang informasi/uraian pertanggungjawaban 

berdasarkan perjanjian kinerja kepada pimpinan unit kerja yang disepakati 

dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategisnya serta pencapaian visi 

dan misi serta agenda pembangunan Kehutanan yang dijabarkan melalui 

program kegiatan pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

Penyusunan Laporan ini mengacu kepada Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Provinsi NTB meliputi Pendahuluan, Perencanaan Kinerja, 

Akuntabilitas Kinerja, Penutup dan Lampiran.  

Dengan tersusunnya LAKIP ini maka diharapkan dapat memberikan informasi 

yang nyata terhadap kinerja yang telah diwujudkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Provinsi NTB pada Tahun Anggaran 2018. 

Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja ini bermanfaat dan 

dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pengelolaan, penataan dan 

peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat dan 

pembangunan urusan lingkungan hidup dan kehutanan Provinsi NTB. Semoga ALLAH 

SWT meridhoi segala upaya kita. Aamiin YRA.. 

 

 

Mataram,    Januari 2019 

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Provinsi NTB 

 

 

 

Ir. MADANI MUKAROM, BSc.F, M. Si 

Pembina Utama Muda / IVc 

NIP. 19630405 198903 1 019 
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BAB I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam rangka 

pertanggungjawaban APBN/APBD, setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan 

menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja. Laporan ini dibuat untuk 

meningkatkan pelaksanaan tugas pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, 

bersih dan akuntabel telah terbit Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan pedoman 

penyusunannya berdasarkan Peraturan Menpan tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah. 

 Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas 

dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas 

penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Akuntabilitas ini merupakan 

kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan 

dan hambatan pelaksanaan tujuan organisasi yang telah ditetapkan sekaligus 

menjadi alat pertanggungjawaban secara periodik sebagai kontrol jalannya 

kinerja instansi pemerintah. 

 Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 50 Tahun 

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 

Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi NTB yang terakhir diubah dengan Peraturan 

Gubernur Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi NTB, Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB merupakan gabungan dari 2 unit OPD 

yaitu Dinas Kehutanan dan Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian. Unsur 

lingkungan hidupnya digabung dengan Dinas Kehutanan, kemudian unsur 

penelitiannya digabung ke Bappeda. Dengan demikian, ruang lingkup 

tanggungjawabnya menjadi semakin besar dari bagian hulu sampai dengan hilir. 

 Sebagai instansi yang melaksanakan urusan wajib pemerintah bidang 

Lingkungan Hidup dan urusan pilihan bidang Kehutanan di tingkat Provinsi, 

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB juga dituntut melakukan 

pembenahan kinerja secara terus menerus. Pembenahan tersebut diharapkan 

menjadi upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk 

meningkatkan kinerjanya. Diharapkan juga akan mewujudkan pemerintah yang 
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baik dan akuntabel melalui pengembangan dan penerapan sistem 

pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur.  

1.2. Maksud dan Tujuan  

 Laporan Kinerja dimaksudkan untuk menjamin adanya peningkatan dalam 

pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi 

output dan outcome yang akan dicapai untuk memudahkan terwujudnya 

organisasi yang akuntabel. 

 Adapun  tujuan penyusunan Laporan Kinerja  Instansi Pemerintah Tahun 

2018 ini adalah : 

1. Mengetahui capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Provinsi NTB Tahun 2018. 

2. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas 
kinerja yang telah dan seharusnya tercapai. 

3. Melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja untuk perbaikan di masa 
mendatang. 

1.3. Gambaran Umum Organisasi 

 Berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan merupakan Dinas Daerah tipe A yang menyelenggarakan 

Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan 

Pilihan Bidang Kehutanan. Dua Organisasi Perangkat Daerah ditautkan. OPD 

yang pertama menguasai sumberdaya alam pada hamparan lebih dari 50% dari 

luas Provinsi NTB, mulai dari pesisir hingga gunung. OPD kedua, yang 

kebijakannya menjadi penanda perikehidupan seluruh masyarakat NTB, 

sekaligus pengendalian terhadap keberlangsungan seluruh sektor pembangunan. 

 Tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

mengacu pada Peraturan Gubernur (PERGUB) Nusa Tenggara Barat Nomor 46 

Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta 

Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi NTB. 

 Dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Provinsi NTB menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 

1. Perumusan kebijakan strategis dibidang LHK; 

2. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang LHK; 

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang LHK; 

4. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang LHK;  

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang 

tugas. 
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 Untuk menjalankan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Provinsi NTB  dibantu oleh 13 (tiga belas) UPTD yaitu :  

1. Balai Laboratorium Lingkungan 

2. Balai Taman Hutan Raya Nuraksa 

3. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Rinjani Barat Pelangan Tastura 

4. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Rinjani Timur 

5. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Sejorong Mataiyang Brangrea 

6. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Pucak Ngengas Batulanteh 

7. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Orong Telu Brang Beh 

8. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Ropang 

9. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Ampang Plampang 

10. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Toffo Pajo Madapangga Rompu 
Waworada 

11. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Tambora 

12. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Maria Donggomasa 

13. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Ampang Riwo Soromandi 

UPTD tersebut menjalankan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan 

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor   53 Tahun 2016 Tentang 

Pembentukan, Kedudukan, Usunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata 

Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas-Dinas Daerah Dan Unit Pelaksana 

Teknis Badan Pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 

sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Gubernur NTB Nomor 29 Tahun 

2018. 

Jumlah  pegawai  Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB 

sampai dengan bulan Desember 2018 tercatat sebanyak 569 orang termasuk 

diantaranya adalah 77 orang Pejabat Struktural dari Eselon II sampai dengan 

Eselon IV. 

Adapun struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi  

NTB dapat dilihat pada Gambar 1. 
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1.4. Isu Strategis 

Pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan senantiasa dihadapkan pada 

permasalahan- permasalahan yang sangat dinamis. Dinamika tersebut terkait 

dengan adanya pengaruh dari tindakan manusia dan adanya gangguan alam.  

Beberapa isu strategis terkait dengan pembangunan lingkungan hidup dan 

kehutanan di NTB antara lain degradasi sumberdaya alam baik berupa 

kerusakan hutan maupun turunnya kualitas lingkungan hidup, masih tingginya 

tingkat kemiskinan masyarakat di sekitar kawasan hutan, belum optimalnya 

pemanfaatan potensi sumber daya hutan dan masih luasnya lahan kritis yang 

tersebar di dalam dan di luar kawasan hutan. 

Degradasi kualitas lingkungan secara umum dipengaruhi oleh aktifitas 

manusia yang sangat terkait dengan program pembangunan. Di sektor 

pertambangan, tekanan terhadap lingkungan lebih disebabkan karena maraknya 
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aksi penambangan liar atau lebih dikenal dengan istilah PETI. Di Pulau Lombok, 

kegiatan penambangan emas liar sudah meluas di beberapa desa yang ada di 

Kecamatan Sekotong. Kawasan terbuka akibat penambangan itu sudah 

mencapai sekitar 1.000 ha, di mana ada yang masuk kawasan hutan lindung, 

hutan kemasyarakatan dan ada juga di lahan milik warga. Di Pulau Sumbawa 

penambangan liar marak terjadi di Kab. Sumbawa Barat khususnya di wilayah 

hutan lindung di RTK 91 Pegunungan Lamusung dan Lamunga.. Aktivitas 

penambangan ilegal terjadi secara sporadis dan terpencar yang mencapai luas ± 

7.000 Ha.  

Terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup menjadi salah satu 

permasalahan utama . Dalam beberapa tahun terakhir, nilai indeks Kualitas 

lingkungan hidup (IKLH) yang dicapai  oleh Provinsi NTB berdasar oleh 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara umum belum memenuhi 

target yang telah ditetapkan. Potensi yang mempengaruhi capaian nilai  IKLH 

meliputi Industri makanan dan minuman, bahan bangunan, perhiasan, logam, 

perkebunan, permukiman, pertambangan, pertanian, peternakan, industri 

pariwisata, jumlah kendaraan, limbah padat sarana transportasi, beban limbah 

cair dan limbah B3 dari sarana penginapan serta rumah sakit, keterbatasan 

fasilitas buang air besar, serta timbulan sampah. Berikut rincian realisasi nilai 

IKLH tahun 2014 – 2018 disajikan pada tabel dibawah ini. 

Tabel 1. Target dan Capaian Nilai IKLH NTB Tahun 2014 - 2018 

Aspek 2014 2015 2016 2017 2018 

IKLH 
T R T R T R T R T R 

67,78 69,39 67,80 66,42 67,84 56,53 67,89 56,99 67,95 59,48* 

Catatan : T adalah Target dan R adalah Realisasi 

Salah satu indikator perhitungan IKLH adalah nilai indeks kualitas air 

(IKA). Kualitas ini juga seringkali menjadi ukuran standar terhadap kondisi 

kesehatan ekosistem air dan kesehatan manusia terhadap air minum. Berikut 

capaian nilai  IKA Provinsi NTB selama beberapa tahun terakhir. 

Tabel 2. Indeks Kualitas Air Tahun 2013 – 2018 

NILAI INDIKATOR 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Indeks Kualitas Air 54,13 53,5 42,46 33,13 20,25 35,42* 

Catatan * : adalah nilai proyeksi berdasarkan Laporan Tahunan Menteri LHK Tahun 2018 

Berdasakan trend capaian IKA selama 5 tahun terakhir, secara umum 

mengalami penurunan terhadap nilai capaiannya. Penurunan kualitas air 

disebabkan oleh aktivitas manusia yang memanfaatkan air sungai untuk usaha 
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pertanian, usaha peternakan/perikanan, industry, dan keperluan rumah tangga. 

Air sungai dapat menjadi tidak layak lagi untuk memenuhi kebutuhan manusia 

dan mendukung ekosistem sehingga diperlukan upaya pemulihan agar dapat 

layak digunakan. Guna mengetahui tingkat pencemaran yang telah terjadi maka 

perlu dilakukan pemantauan kualitas air sungai secara kontinyu sehingga dapat 

dilakukan tindakan yang diperlukan apabila telah terjadi penurunan kualitas air 

melebihi ambang batas yang telah ditetapkan.  

Tekanan lainnya terhadap lingkungan adalah masih tingginya gangguan 

keamanan hutan baik terhadap kawasan dan hasil hutannya. Hal ini berpotensi 

menyebabkan terjadinya kerusakan sumber daya hutan dan bencana alam 

berupa banjir dan tanah longsor. Permintaan atau kebutuhan kayu yang lebih 

besar dibandingkan dengan ketersediaannya menyebabkan terbukanya pasar 

untuk kayu yang berasal dari sumber yang tidak sah. Tindak pidananya berupa 

pengangkutan hasil hutan tanpa disertai dokumen legalitas kayu, penebangan 

liar, penggembalaan dan lain sebagainya. Akibatnya terjadi kerusakan hutan 

dan berpotensi merugikan negara dari nilai pajak dan bukan pajak serta 

hilangnya nilai intrinsic dari hutan itu sendiri. Gangguan keamanan hutan belum 

terpetakan dengan baik sehingga  lokasi dan intensitas gangguan tidak dapat 

diantisipasi dalam rangka pengendalian dan pengamanan hutan yang efektif dan 

efisien. 

Data hasil identifikasi pada Tahun 2018 menunjukkan bahwa luas 

perambahan di Provinsi NTB mencapai 96.238,24 hektar dengan perambahan 

terluas berada di BKPH Ampang Plampang Kabupaten Sumbawa  yaitu seluas 

17.140,20 hektar. Sebagian besar lahan perambahan saat ini telah berubah 

fungsi menjadi areal tanaman jagung. Di satu sisi mendorong pertumbuhan 

ekonomi namun di sisi lainnya mendorong degradasi hutan dan lahan yang 

berpotensi menimbulkan bencana banjir jika tidak ditangani dengan segera. 

Isu lain yang tidak kalah pentingnya adalah belum optimalnya pendapatan 

daerah dari berbagai potensi pemanfaatan sumber daya hutan yang ada. 

Jumlah PAD dari bidang lingkungan hidup dan kehutanan belum tergali secara 

optimal. Demikian juga dengan PNBP yang berasal dari sektor kehutanan 

,padahal terdapat begitu banyak potensi pendapatan yang berasal dari 

pemanfaatan jasa lingkungan, pariwisata alam, PNBP kehutanan yang berasal 

dari HHBK. Pengelolaan kawasan hutan di NTB masih terfokus pada upaya-

upaya pemanfaatan hasil hutan kayu sebagai kegiatan utamanya baik secara 

legal maupun illegal. Selain itu, upaya pemanfaatan HHBK masih dilakukan 

secara tradisional dengan melakukan pemungutan langsung dari kawasan hutan 

tanpa disertai dengan perijinan.  

Perlu adanya upaya yang sungguh-sungguh dalam mengoptimalkan 

berbagai potensi tersebut melalui monitoring dan evaluasi terhadap perijinan 
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yang sudah ada, mendorong masyarakat untuk mengurus perijinan HHBK, 

peningkatan akses masyarakat dalam turut serta mengelola hutan termasuk 

pengembangan potensi jasa lingkungan sumber daya hutan sebagai obyek dan 

daya tarik wisata. Namun demikian, eksploitasi sumberdaya kehutanan tersebut 

juga harus mengindahkan kemampuan dan daya dukung dari sumberdaya 

tersebut agar tidak menyebabkan terjadinya kerusakan dan merosotnya kualitas 

lingkungan hidup. 

Kemiskinan sekitar kawasan hutan juga menjadi isu penting pembangunan 

bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Pemberdayaan masyarakat sekitar 

hutan pada wilayah pemanfaatan hutan kemasyarakatan masih terkendala 

kurangnya keterampilan masyarakat dalam mengolah hasil panen dari areal 

kelola masyarakat baik di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Tingkat 

kemiskinan Provinsi NTB berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 

Tahun 2013 adalah sebesar 17, 25 %. Jumlah penduduk ini mengalami 

penurunan jika dibandingkan dengan periode Maret – September 2012 yaitu 

sebesar 828,330 orang atau 18,02 % dari jumlah penduduk. Dari sejumlah itu, 

penduduk miskin di daerah pedesaan berjumlah sekitar 412.940 orang atau 

sekitar 15,41 %.  

Memperhatikan bahwa banyak desa di masing-masing kabupaten yang 

letaknya berbatasan dengan kawasan hutan tentu akan turut memberikan 

tekanan sosial dan ekonomi terhadap kawasan hutan. Luas lahan rata-rata 

petani di NTB hanya mencapai 0,3 ha/KK dengan pola pengelolaan yang 

mengedepankan ekstensifikasi lahan pertanian menjadikan kawasan hutan 

sebagai areal yang logis sebagai arah pengembangan. Kondisi kemiskinan ini 

juga menjadikan setiap kegiatan pembangunan termasuk pembangunan 

kehutanan harus diarahkan untuk pengentasan kemiskinan, menciptakan 

lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan namun di sisi lain keberadaan 

dan kondisi hutan harus dijaga dan dipelihara 

 

1.5. Sistematika Laporan 

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas 

Kehutanan Provinsi NTB Tahun Anggaran 2018 adalah : 

BAB I PENDAHULUAN yang meliputi Latar Belakang, Gambaran Umum, Tugas 

dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi NTB, Isu Strategis, Analisa lingkungan 

Strategis, dan Sistematika 

BAB II  PERENCANAAN KINERJA yang meliputi Perencanaan Strategis dan 

Perjanjian Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi NTB. Pada bab ini diuraikan 

ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. 
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BAB III AKUNTABILITAS KINERJA yang secara umum berisi tentang Capaian 

Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran.  

BAB IV PENUTUP yang menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja 

organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi 

untuk meningkatkan kinerjanya. 

Lampiran yang biasanya berisi Perjanjian Kinerja dan dokumen lainnya. 
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BAB II. PERENCANAAN KINERJA 

 

 

2.1. Rencana Strategis 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas 

Daerah Provinsi NTB, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB 

harus menyusun perjanjian kinerja dan mempertanggungjawabkannya sesuai 

dengan sumber daya yang tersedia. Sasarannya yang telah ditetapkan secara 

optimal diupayakan pencapaiannya melalui penjabaran Rencana Strategis 2013-

2018 dan didetilkan melalui Perjanjian Kinerja Tahunan. 

Pentingnya keberadaan lingkungan hidup dan kehutanan untuk 

mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan menjadikan 

pengelolaannya harus dilakukan bersama-sama secara efektif, efisien oleh 

seluruh pihak yang terkait. Dengan adanya visi yang merupakan gambaran 

umum dari keadaan yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2018, akan menjadi 

arahan bersama bagi para pihak. Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Dinas 

Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Provinsi  NTB,  serta program  sektor 

lingkungan  hidup  dan kehutanan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi NTB 

Tahun 2013-2018, Visi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB 

Tahun 2013-2018 adalah : “Optimalisasi Pengelolaan lingkungan hidup 

dan kehutanan secara kolaboratif dan partisipatif”. 

Pengelolaan yang dimaksud yaitu perencanaan program kegiatan yang 

tepat sasaran, penguatan kelembagaan di tingkat tapak sebagai pelaksana, 

pemanfaatan dan penggunaan sumberdaya alam secara optimal, rehabilitasi dan 

reklamasi untuk memperbaiki kondisi lingkungan yang menurun serta 

perlindungan dan konservasi SDA untuk menjaga kondisi lingkungan hidup dan 

kehutanan yang ada. Kolaboratif artinya dilakukan secara transparan, 

partisipatif, terpadu, aspiratif, berkeadilan, berkesinambungan dan 

berkelanjutan, dengan didukung oleh berbagai pihak baik itu pemerintah, LSM, 

masyarakat, akademisi maupun pengusaha yang berintegritas moral yang baik, 

profesional, kompeten dan mampu bekerjasama. Partisipatif artinya melibatkan 

masyarakat sebagai penerima program tidak hanya pada tahapan pelaksanaan 

tapi dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring 

dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan. 

Visi tersebut dirumuskan ke dalam Misi sebagai berikut : 
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1. Mendorong rehabilitasi hutan dan lahan produktif secara 

partisipatif melalui penyediaan tanaman kehutanan yang produktif 
secara ekonomi dengan pola tanam yang memungkinkan kombinasi tanaman 

kehutanan dengan jenis yang cepat menghasilkan secara ekonomi dan 
melibatkan masyarakat secara aktif dalam program kegiatan. 

2. Meningkatkan pemanfaatan dan penggunaan Sumberdaya Alam 
secara kolaboratif dengan melibatkan para pihak baik itu institusi 
pemerintah lainnya, masyarakat dan pengusaha dalam menyediakan sarana 

dan prasarana pengolahan dan pengelolaan sumberdaya alam yang bernilai 
ekonomi. 

3. Memantapkan pola perlindungan dan konservasi Sumberdaya 
Alam dengan mengintensifkan pengamanan pada kawasan hutan dengan 

melibatkan aparat keamanan lainnya dan masyarakat sekitar kawasan hutan. 

4. Memantapkan pengendalian pencemaran  dan kerusakan 
lingkungan melalui pemantauan berkesinambungan terhadap kualitas udara 

dan air serta melakukan melakukan upaya penyadartahuan serta penindakan 
secara hukum jika diperlukan terhadap berbagai pihak yang menyebabkan 

menurunnya kualitas lingkungan. 

5. Memantapkan pengelolaan Sumberdaya Alam berbasis daya dukung 

dan daya tampung dengan menyediakan dokumen-dokumen lingkungan 
yang bisa menjadi landasan dalam arah pengambilan kebijakan untuk 
mendukung pembangunan yang berkelanjutan. 

6. Mempercepat perwujudan aparatur yang profesional dan sarana 
prasarana yang berkualitas melalui peningkatan kuantitas dan kualitas 

SDM pada unit pengelola di tingkat tapak dengan di dukung oleh penyediaan 
sarana prasarana operasional yang memadai. 

2.2. Indikator Kinerja Utama 

Tahun 2018 merupakan tahun terakhir dari periode RPJMD Provinsi NTB dan 

periode Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB. Hal ini 

berarti seluruh capaian dalam periode 5 tahun dari Tahun 2013-2018 harus 

terukur secara jelas, terutama Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan 

pada awal periode RPJMD dan Renstra, selain Indikator Kinerja Utama yang 

dibreakdown tahapannya setiap tahun. 

Salah satu upaya memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan 

yang baik di Indonesia adalah dengan menetapkan target berupa Indikator 

Kinerja Utama (IKU). IKU tersebut merupakan ukuran keberhasilan dari suatu 

tujuan dan sasaran strategis pemerintah. Berikut ini adalah Indikator Kinerja 

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB mengacu pada Tujuan dan 

Sasaran RPJMD Provinsi NTB 
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Tabel 3. Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Provinsi NTB 

Aspek/Indikator 
Kinerja Daerah 

Satuan 
Kondisi 
Kinerja 

Awal 2013 
2014 2015 2016 2017 2018 

Kondisi 
akhir 

Indeks Kualitas 
Lingkungan Hidup 

(IKLH) 

Nilai 67,77 69,39 66,42 67,84 67,89 67,95 67,95 

Mata Air 

Terlindungi 
Titik 334 354 384 396 417 438 438 

 

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari 

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah 

untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. 

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan 

kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur 

berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. 

Perjanjian Kinerja ini pada dasarnya merupakan pernyataan/ komitmen yang 

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai hasil kinerja yang jelas dan 

terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan 

sumberdaya  yang dikelolanya. Untuk Perjanjian Kinerja Dinas LHK NTB 

diperjanjikan antara Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB 

dengan Gubernur NTB. 

Tujuan dari Perjanjian Kinerja ini yaitu untuk meningkatkan akuntabilitas, 

transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara 

penerima amanah  dengan pemberi amanah, yang  digunakan sebagai dasar 

penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran suatu instansi 

/ organisasi.  

Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018 dapat  

dilihat pada Tabel 4.  

Tabel 4. Perjanjian  Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB 

Tahun 2018 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

1 Terwujudnya sumber daya alam  

yang lestari dan terpeliharanya 

kualitas lingkungan hidup 

Indeks Kualitas 

Lingkungan Hidup 

67,95 
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No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

  Jumlah kelompok 

pengelola 

persampahan yang 

terbina 

50 

kelompok 

2 Terwujudnya perlindungan dan 

konservasi SDA 

Jumlah mata air yang 

terlindungi 

438 titik 

3 Meningkatnya potensi dan 

produksi hasil hutan 

Jumlah jenis produksi 

hasil hutan bukan kayu 

5 jenis 

4 Meningkatnya produktifitas 

Hutan dan Lahan 

Luas hutan dan lahan 

yang direhabilitasi 

3.300 

hektar 

5 Meningkatnya kesadaran 

masyarakat tentang perlindungan 

hutan dan pengamanan kawasan 

hutan 

Luas areal hutan yang 

terlindungi 

486 Desa 

(7.416 ha) 
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BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 

 

Akuntabilitas kinerja adalah kewajban untuk menjawab secara transparan mengenai 

keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada para pihak 

terkait yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Salah satu bentuk akhir 

pertanggung jawaban adalah Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Kinerja 

(Akuntabilitas Kinerja). Laporan akuntabilitas disampaikan secara terbuka dan 

transparan serta dapat diketahui  hasil pelaksanaan kegiatan kepada publik / 

Masyarakat.  

Laporan akuntabilitas merupakan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dalam jangka 

waktu satu tahun,  sebagai bahan  untuk  menilai kinerja organisasi dalam menjalankan 

tugas pokok dan fungsinya, serta mandat yang diberikan oleh atasan, untuk itu 

diperlukan sistem pengukuran kinerja yang dapat memberikan informasi tentang 

pelaksanaan kegiatan/program/ kebijakan yang telah ditetapkan dalam rangka  

mewujudkan visi  dan misi yang diembannya. Pimpinan OPD menyusun Laporan Kinerja 

tahunannya berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya 

kepada Gubernur paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 

Oleh karena itu, perlu diciptakan suatu sistem yang mampu digunakan untuk mengukur 

capaian kinerja dan keberhasilan   instansi   pemerintah  secara obyektif terhadap 

capaian. Untuk menggambarkan penilaian kinerja oleh pemerintah semakin besar, 

nampaknya masyarakat belum puas atas kualitas pelayanan dan kinerja pemerintah 

diperlukan adanya penetapan indikator kinerja sebagai parameter atau   ukuran   untuk   

setiap   kebijakan / program / kegiatan Penetapan indikator kinerja   ini   didasarkan  

pada dokumen  Renstra  Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa 

Tenggara Barat tahun 2013- 2018 yang telah mendapatkan  pengesahan.  

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN 

Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review 

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.  

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator 

kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan 

pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran 

kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas 

capaian indikator kinerja sasaran. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja 

dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih 

transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang 

diharapkan. 
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Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang 

(seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran dilakukan secara 

berkala, baik triwulanan dan tahunan. Pengukuran dan pembandingan kinerja dalam 

laporan kinerja harus menggambarkan kinerja instansi pemerintah. 

Dalam laporan ini, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB dapat 

memberikan penilaian atas capaian target dari masing-masing indikator kegiatan yang 

telah ditetapkan dalam dokumen Renstra 2013-2018 maupun Rencana Kerja Tahun 

2018. 

A. Capaian Kinerja Organisasi 

Dinas lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB telah menetapkan 
Perjanjian Kinerja di Tahun 2018 dengan target capaian sebagai berikut nilai 

indikator kualitas lingkungan hidup sebesar 67,95, pembinaan 50 kelompok 
pengelola persampahan, terlindunginya 438 titik mata air, pengembangan 

5(lima) jenis produksi hasil hutan bukan kayu, rehabilitasi 3.300 ha luas hutan 
dan lahan kritis, dan pelibatan 486 desa sekitar kawasan hutan dalam kegiatan 

perlindungan hutan partisipatif. Sampai dengan akhir tahun 2018, target 
perjanjian kinerja tersebut dapat tercapai melalui upaya strategis yang 
dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB.  

Secara keseluruhan, capaian realisasi kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja 

Tahun 2018 yang diperjanjikan antara Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Provinsi NTB dengan Gubernur NTB adalah sebagai berikut : 

Tabel 5. Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2018 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Capaian 

1 Terwujudnya sumber 

daya alam  yang 

lestari dan 

terpeliharanya kualitas 

lingkungan hidup 

Indeks Kualitas 

Lingkungan Hidup 

67,95 59,48* 

(proyeksi 

dalam 

Laporan 

Tahunan 

Menteri 

LHK) 

Jumlah kelompok 

pengelola 

persampahan yang 

terbina 

50 54 

2 Terwujudnya 

perlindungan dan 

konservasi SDA 

Jumlah mata air 

yang terlindungi 

438 527 
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No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Capaian 

3 Meningkatnya potensi 

dan produksi hasil 

hutan 

Jumlah jenis 

produksi hasil hutan 

bukan kayu 

5 jenis 6 jenis 

Kayu Putih, 

Nilam, 

Bambu, 

Madu, 

Rotan, 

Kemiri 

4 Meningkatnya 

produktifitas Hutan 

dan Lahan 

Luas hutan dan 

lahan yang 

direhabilitasi 

3.300 

hektar 

10.814,68 

hektar 

5 Meningkatnya 

kesadaran masyarakat 

tentang perlindungan 

hutan dan 

pengamanan kawasan 

hutan 

Luas areal hutan 

yang terlindungi 

486 Desa 

(7.416 

ha) 

486 Desa 

(43.438 

ha)  

 

 

Selanjutnya penjelasan terhadap capaian target Perjanjian Kinerja Tahun 2018 
dan upaya strategis yang dilakukan untuk mendukung capaian perjanjian kinerja 

dijelaskan secara rinci dibawah ini. 

 

1) Indikator Kualitas Lingkungan Hidup 

Target   :  67,95 

Realisasi  :  59,48  (proyeksi dalam Laporan Tahunan Menteri LHK) 

Uraian  : 

IKLH menjadi indikator pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan 

perpaduan antara konsep IKL dan konsep EPL. IKLH dapat digunakan untuk 

menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup. IKLH juga dapat 

digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan 

kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup. 

Nilai IKLH diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

berdasarkan Data hasil pemantauan kualitas air di sungai yang menjadi 

prioritas nasional, Pemantauan kualitas udara pada kawasan-kawasan 
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transportasi, pemukiman, industry dan komersial serta Hasil analisis Citra 

Satelit tutupan lahan dan dinamika vegetasi pada tahun-tahun sebelumnya 

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi 

awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup 

pada lingkungan dan periode tertentu. Indikator yang digunakan dalam 

perhitungan IKLH adalah Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara 

(IKU) dan Indeks Tutupan Lahan (IKTL) dengan komposisi 30 % IKA, 30 % 

IKU dan 40 % IKTL. 

 

Capaian Kinerja Tahun 2018 

Proses perhitungan dan Publikasi IKLH dilakukan oleh Pusat Data dan 

Informasi (Pusdatin) Kementerian LHK setiap tahunnya. Data nya diperoleh 

berdasarkan hasil pengambilan sampel yang dilaksanakan oleh Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB selama Tahun 2018.  

Sampai dengan saat ini, data nilai IKLH belum dipublikasikan oleh Pusdatin 

sehingga data capaian nilai IKLH Tahun 2018 belum dapat disajikan dalam 

LAKIP ini. Namun demikian terdapat nilai proyeksi pada Laporan Tahunan 

Menteri LHK Tahun 2018 yang dapat diperbandingkan dengan capaian IKLH di 

Tahun 2017. 

Tabel 6. Target dan Capaian Nilai IKLH NTB Tahun 2014 - 2018 

Aspek 2014 2015 2016 2017 2018 

IKLH 
T R T R T R T R T R 

67,78 69,39 67,80 66,42 67,84 56,53 67,89 56,99 67,95 59,48* 

Catatan : T adalah Target dan R adalah Realisasi 

* : adalah nilai proyeksi berdasarkan Laporan Tahunan Menteri LHK Tahun 2018 

 

Data time series di atas menunjukkan bahwa terjadi penurunan kualitas 

lingkungan hidup. Beberapa potensi yang mempengaruhi capaian nilai  IKLH 

meliputi Industri makanan dan minuman, bahan bangunan, perhiasan, logam, 

perkebunan, permukiman, pertambangan, pertanian, peternakan, industri 

pariwisata, jumlah kendaraan, limbah padat sarana transportasi, beban 

limbah cair dan limbah B3 dari sarana penginapan serta rumah sakit, 

keterbatasan fasilitas buang air besar, serta timbulan sampah. 

 

Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya 

Jika dibandingkan, nilai IKLH dari Tahun 2015 ke Tahun 2016 mengalami 

penurunan sampai dengan 10 poin, namun kemudian mengalami 
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peningkatan di Tahun 2017. Peningkatan ini didukung oleh adanya 

peningkatan pada Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Secara rinci akan 

dijelaskan pada bagian Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Untuk Tahun 2108 

diperkirakan akan terjadi peningkatan pada nilai IKLH dengan adanya 

berbagai program/kegiatan yang mendukung perbaikan kualitas lingkungan 

hidup. 

 

Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah Dalam 

Renstra 

Target indikator kinerja IKLH yang ditetapkan dalam Rancangan Strategis 

(Renstra) Tahun 2013 – 2018 dan merupakan indikator kinerja utama (IKU) 

dalam RPJMD 2013 – 2018 yaitu sebesar 67,95. Bila dibandingkan dengan 

capaian IKLH tahun 2018 maka belum memenuhi target yang ditetapkan.  

 

Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional 

Kondisi yang sama juga jika diperbandingkan dengan nilai IKLH Nasional. 

Terlihat penurunan nilai IKLH dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017, 

sedangkan untuk Tahun 2018 belum ada publikasi terkait dengan nilainya, 

baik untuk IKLH secara nasional maupun untuk setiap provinsi. Namun 

demikian terdapat nilai proyeksi pada Laporan Tahunan Menteri LHK Tahun 

2018 yang dapat diperbandingkan dengan capaian IKLH di Tahun 2017. 

Tabel 7. Perbandingan Nilai IKLH NTB dengan IKLH Nasional 

Aspek 2014 2015 2016 2017 2018 

IKLH 
Nas NTB Nas NTB Nas NTB Nas NTB NTB 

63,42 69,39 64,84 66,42 65,73 56,53 66,46 56,99 59,48* 

* : adalah nilai proyeksi berdasarkan Laporan Tahunan Menteri LHK Tahun 2018 

 

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan serta alternative solusi 

yang telah dilakukan 

Untuk mengetahui penyebab terbesar penurunan nilai IKLH ini perlu 

menganalisa data nilai indeks pada 3 unsur yaitu Air, Udara dan Tutupan 

Lahan. 

A. Indeks Kualitas Air 

Nilai IKA dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, terjadi penurunan yang 

drastis dari 54,13 di Tahun 2013 menjadi 20,25 di Tahun 2017. Data Tahun 

2018 belum dapat diperbandingkan dengan capaian Tahun 2017 karena data 

publikasi dari Pusdatin belum tersedia. Namun, berdasarkan hasil 
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pengambilan sampel dan pengamatan langsung di tingkat lapangan, 

diperkirakan kondisi kualitas air mengalami peningkatan. Hal ini juga 

didukung dengan meningkatnya kapasitas tenaga pengambil sampel yang 

telah mengikuti inhouse training yang dilaksanakan oleh Balai Laboratorium 

Lingkungan. 

Tabel 8. Indeks Kualitas Air Tahun 2013 – 2018 

NILAI INDIKATOR 2014 2015 2016 2017 2018 

Indeks Kualitas Air 53,5 42,46 27,19 20,25 35,42* 

* : adalah nilai proyeksi berdasarkan Laporan Tahunan Menteri LHK Tahun 2018 

 

Penurunan kualitas air disebabkan oleh aktivitas manusia yang 

memanfaatkan air sungai untuk usaha pertanian, usaha 

peternakan/perikanan, industry, dan keperluan rumah tangga. Air sungai 

dapat menjadi tidak layak lagi untuk memenuhi kebutuhan manusia dan 

mendukung ekosistem sehingga diperlukan upaya pemulihan agar dapat 

layak digunakan. Guna mengetahui tingkat pencemaran yang telah terjadi 

maka perlu dilakukan pemantauan kualitas air sungai secara kontinyu 

sehingga dapat dilakukan tindakan yang diperlukan apabila telah terjadi 

penurunan kualitas air melebihi ambang batas yang telah ditetapkan 

Namun demikian, belum diketahui secara pasti faktor penyebab pencemaran 

tersebut. Hal ini yang kemudian menjadi pertimbangan Dinas Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB pada Tahun 2019 mengalokasikan 

anggaran untuk identifikasi sumber-sumber pencemaran terutama pada 

sungai-sungai yang menjadi lokasi pengambilan sampel untuk perhitungan 

nilai IKA NTB. 

Kualitas air juga menunjukkan ukuran kondisi air relative terhadap kebutuhan 

biota air dan manusia. Kualitas ini juga seringkali menjadi ukuran standar 

terhadap kondisi kesehatan ekosistem air dan kesehatan manusia terhadap 

air minum. Metode yang digunakan untuk data IKA adalah dengan 

pemantauan dan pengambilan sample 10 sungai yang menjadi prioritas 

Provinsi dan 3 Sungai yang menjadi prioritas Nasional,serta melakukan 

pengujian terhadap sample air yang diambil, Parameter yang dijadikan dasar 

perhitungan IKA sebanyak 7 parameter yaitu DO, BOD, COD, pH, TSS, e Coli 

dan Total Coli. 

Kegiatan Pemantauan kualitas air sungai dilaksanakan di 10 lokasi sungai di 

Provinsi NTB dengan pengambilan sampling di 6 titik pada masing-masing 

lokasi dan dilakukan 3(tiga) periode pemantauan agar dapat menggambarkan 

kondisi kualitas air sungai NTB dengan lebih jelas. Lokasi pemantauan air 
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sungai yaitu 5 sungai di Pulau Lombok dan 5 sungai di Pulau Sumbawa. Di 

wilayah Pulau Lombok pemantauan dilaksanakan di Sungai Sidutan, Babakan, 

Tojang, Dodokan, dan Ancar. Selanjutnya untuk wilayah Pulau Sumbawa 

dilaksanakan di Sungai Sari, Padolo, Rabalaju, Brang Rea, dan Brang Biji. 

Jika dibandingkan dengan data IKA secara nasional, nilai IKA Provinsi NTB 

pada Tahun 2016 masih di bawah nasional. Demikian juga nilai IKA untuk 

Tahun 2017. Namun untuk Tahun 2018, data hasil pengolahan sampel uji IKA 

belum dipublikasikan oleh Pusdatin KLHK. Namun demikian terdapat nilai 

proyeksi pada Laporan Tahunan Menteri LHK Tahun 2018 yang dapat 

diperbandingkan dengan capaian IKLH di Tahun 2017. 

 

Tabel 9. Perbandingan Nilai IKA NTB dengan IKA Nasional 

Aspek 2014 2015 2016 2017 2018 

IKA 
Nas NTB Nas NTB Nas NTB Nas NTB NTB 

52,19 53,50 65,86 42,46 60,38 27,19 60,07 20.25 35,42* 

* : adalah nilai proyeksi berdasarkan Laporan Tahunan Menteri LHK Tahun 2018 

 

Pada tahun 2018, Dinas LHK NTB melakukan beberapa upaya perbaikan 

antara lain mengintensifkan sosialisasi terkait pengelolaan persampahan 

kepada masyarakat, memperkuat monitoring dan evaluasi dokumen AMDAL 

dan UKL-UPL kepada para pelaku usaha, melakukan sosialisasi regulasi 

AMDAL, dan melakukan sosialisasi dan penilaian kepada beberapa 

perusahaan terkait kepatuhannya dalam pengelolaan lingkungan.  

Jumlah sungai yang disampling pada Tahun 2018 sama dengan yang 

disampling pada Tahun 2017 yaitu 10 sungai agar dapat menggambarkan 

kondisi kualitas air sungai NTB dengan lebih jelas. Di wilayah Pulau Lombok 

pemantauan dilaksanakan di Sungai Sidutan, Sungai Babak, Sungai Tojang, 

Sungai Dodok, dan Sungai Ancar. Dan untuk wilayah Pulau Sumbawa 

dilaksanakan di Sungai Sari, Sungai Padolo, Sungai Rabalaju, Sungai Brang 

Rea, dan Sungai Brang Biji. Pemantauan sudah dilaksanakan sebanyak 2 

periode di 6 titik sampling masing-masing sungai. 

Berdasarkan hasil sampling, parameter yang jauh melampaui baku mutu. 

Tingginya nilai E Coli dan Total Coli disebabkan oleh pembuangan limbah 

rumah tangga yang tidak terkelola dengan baik. Pada umumnya air limbah ini 

terdiri dari ekskreta (tinja dan air seni), air bekas cucian dapur dan kamar 

mandi, dan umumnya terdiri dari bahan-bahan organik dan anorganik.  



20 | L A K I P  T a h u n  2 0 1 8  
 

Tabel 10 

Hasil Parameter E Coli dan Total Coli pada Periode Pemantauan I 

No Parameter Titik Sampling 

Lokasi Sungai 

Ancar Dodokan Babak Tojang Brangbiji Brang Rea Sidutan Rabalaju Sori Padolo Sari 

1 E Coli Hulu 1 54.000 14.000 24.000 24.000 11.000 54.000 7.000 54.000 17.000 24.000 

2 Hulu 2 92.000 54.000 54.000 54.000 28.000 92.000 54.000 54.000 92.000 160.000 

3 Tengah 1 160.000 35.000 54.000 92.000 92.000 160.000 92.000 160.000 160.000 54.000 

4 Tengah 2 160.000 92.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 92.000 92.000 54.000 

5 Hilir 1 ≥ 240.000 160.000 92.000 92.000 160.000 92.000 92.000 160.000 ≥ 240.000 92.000 

6 Hilir 2 ≥ 240.000 ≥ 240.000 160.000 ≥ 240.000 ≥ 240.000 ≥ 240.000 7.000 92.000 ≥ 240.000 54.000 

STANDAR BAKU MUTU AIR KELAS II = 1,000 

1 Total Coli Hulu 1 160.000 18.000 54.000 35.000 28.000 160.000 11.000 92.000 28.000 54.000 

2 Hulu 2 160.000 92.000 92.000 92.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 ≥ 240.000 

3 Tengah 1 ≥ 240.000 92.000 160.000 160.000 ≥ 240.000 ≥ 240.000 160.000 ≥ 240.000 ≥ 240.000 92.000 

4 Tengah 2 ≥ 240.000 160.000 ≥ 240.000 160.000 ≥ 240.000 ≥ 240.000 ≥ 240.000 160.000 160.000 160.000 

5 Hilir 1 ≥ 240.000 ≥ 240.000 ≥ 240.000 ≥ 240.000 ≥ 240.000 ≥ 240.000 92.000 ≥ 240.000 ≥ 240.000 160.000 

6 Hilir 2 ≥ 240.000 ≥ 240.000 ≥ 240.000 ≥ 240.000 ≥ 240.000 ≥ 240.000 11.000 160.000 ≥ 240.000 92.000 

STANDAR BAKU MUTU AIR KELAS II = 5,000 
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Tabel 11 

Hasil Parameter E Coli dan Total Coli pada Periode Pemantauan II 

No Parameter Titik Sampling 

Lokasi Sungai 

Ancar Dodokan Babak Tojang Brangbiji Brang Rea Sidutan Rabalaju Sori Padolo Sari 

1 E Coli Hulu 1 - - - - - - - - - - 

2 Hulu 2 - - - - - - - - - - 

3 Tengah 1 - - - - - - - - - - 

4 Tengah 2 - - - - - - - - - - 

5 Hilir 1 - - - - - - - - - - 

6 Hilir 2 - - - - - - - - - - 

STANDAR BAKU MUTU AIR KELAS II = 1,000 

1 Total Coli Hulu 1 79.000 130.000 23.000 14.000 6.800 14.000 6.800 2.400.000 11.000 220.000 

2 Hulu 2 94.000 170.000 46.000 23.000 11.000 9.300 9.300 23.000 350.000 170.000 

3 Tengah 1 170.000 79.000 79.000 130.000 140.000 79.000 9.200 200.000 68.000 130.000 

4 Tengah 2 240.000 130.000 130.000 130.000 94.000 79.000 14.000 2.400.000 68.000 49.000 

5 Hilir 1 220.000 130.000 130.000 350.000 33.000 49.000 11.000 1.300.000 11.000 49.000 

6 Hilir 2 240.000 240.000 240.000 240.000 49.000 79.000 14.000 170.000 280.000 920.000 

STANDAR BAKU MUTU AIR KELAS II = 5,000 
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Tabel 12 

Hasil Parameter E Coli dan Total Coli pada Periode Pemantauan III 

 

No Parameter Titik Sampling 

Lokasi Sungai 

Ancar Dodokan Babak Tojang Brangbiji Brang Rea Sidutan Rabalaju Sori Padolo Sari 

1 E Coli Hulu 1 35.000 11.000 - 35000 11.000 35.000 ≥ 240.000 35.000 17.000 35.000 

2 Hulu 2 35.000 21.000 - 35000 28.000 92.000 7.000 54.000 92.000 92.000 

3 Tengah 1 92.000 24.000 - 92000 92.000 160.000 35.000 160.000 160.000 92.000 

4 Tengah 2 160.000 54.000 - 160000 160.000 160.000 92.000 160.000 160.000 160.000 

5 Hilir 1 ≥ 240.000 160.000 - ≥ 240.000 160.000 160.000 92.000 160.000 ≥ 240.000 160.000 

6 Hilir 2 ≥ 240.000 ≥ 240.000 - ≥ 240.000 ≥ 240.000 ≥ 240.000 160.000 92.000 ≥ 240.000 160.000 

STANDAR BAKU MUTU AIR KELAS II = 1,000 

1 Total Coli Hulu 1 54.000 14.000 23.000 54.000 22.000 92.000 ≥ 240.000 92.000 28.000 92.000 

2 Hulu 2 92.000 35.000 46.000 92.000 92.000 160.000 9.400 160.000 160.000 160.000 

3 Tengah 1 160.000 54.000 79.000 160.000 ≥ 240.000 ≥ 240.000 45.000 ≥ 240.000 160.000 ≥ 240.000 

4 Tengah 2 ≥ 240.000 92.000 130.000 ≥ 240.000 ≥ 240.000 ≥ 240.000 92.000 ≥ 240.000 160.000 160.000 

5 Hilir 1 ≥ 240.000 ≥ 240.000 130.000 ≥ 240.000 ≥ 240.000 ≥ 240.000 160.000 ≥ 240.000 ≥ 240.000 160.000 

6 Hilir 2 ≥ 240.000 ≥ 240.000 240.000 ≥ 240.000 ≥ 240.000 ≥ 240.000 160.000 160.000 ≥ 240.000 ≥ 240.000 

STANDAR BAKU MUTU AIR KELAS II = 5,000 
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Berdasarkan hasil sampling pada 2 periode pemantauan tersebut, 

parameter E-Coli dan Total Coli jauh melampaui baku mutu. Tingginya nilai E 

Coli dan Total Coli disebabkan oleh pembuangan limbah rumah tangga yang 

tidak terkelola dengan baik. Pada umumnya air limbah ini terdiri dari ekskreta 

(tinja dan air seni), air bekas cucian dapur dan kamar mandi, dan umumnya 

terdiri dari bahan-bahan organik dan anorganik. Faktor eksternal lainnya ialah 

musim kemarau yang berkepanjangan di tahun 2017. Sehingga pada saat 

sampling dilakukan, hampir sebagian besar dilaksanakan di musim kemarau. 

Saat musim kemarau, suhu di perairan tentu akan meningkat dan memicu 

pertumbuhan bakteri E Coli dan Total Coliform. 

Hasil uji sampling kualitas air sungai dijadikan acuan oleh bidang teknis 

lingkungan hidup Dinas LHK NTB untuk melakukan identifikasi, sosialisasi, 

kerjasama antar instansi dan berbagai bentuk kegiatan lainnya untuk 

mendukung pengendalian pencemaran air di titik-titik yang tercemar sesuai 

dengan data. 

Pada tahun 2018, Dinas LHK NTB telah melakukan beberapa upaya 

strategis dalam rangka penanganan dan pengendalian rendahnya kualitas air 

sungai di NTB, antara lain : 

 Pembangunan Sistem Pemantauan Kualitas Air di Daerah Aliran 

Sungai secara Kontinyu, Otomatis, dan Online  

Pembangunan sistem ONLIMO ini berlokasi di Sungai Moyo Kecamatan 

Moyo Utara Kabupaten Sumbawa dengan titik koordinat Lat: -8.594810 

dan Long:117.539199. yang bekerjasama dengan PT. HAS Environmental. 

Pembangunan sistem ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan 

informasi kualitas air sungai yang terpercaya dan dapat dilakukan secara 

kontinyu dengan menyediakan peralatan monitoring kualitas air yang 

meliputi sensor, data logger, dan Remote Terminal Unit (RTU) yang 

terintegrasi dengan perangkat lunak sistem monitoring kualitas air pada 

Dinas LHK Provinsi NTB. Sistem ini selanjutnya dapat digunakan untuk : 

1) Mendeteksi secara dini potensi banjir  

2) Memantau level dan kedalaman sungai dan mencegah dari 

pendangkalan DAS  

3) Memantau kualitas air sungai untuk dapat dimanfaatkan sebagai 

sumber air bersih, irigasi pertanian dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.  

4) Memantau pencemaran air atau buangan air limbah dari WWTP dari 

kawasan industry terdekat. 
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 Penilaian kepada beberapa perusahaan terkait kepatuhannya 

dalam pengelolaan lingkungan. 

Dalam upaya penataaan usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL dan UKL-

UPL dalam pengelolaan LH maka dilaksanakan kegiatan Pengkajian 

Dampak Lingkungan yang difokuskan pada penilaian dokumen AMDAL dan 

UKL/UPL. Berikut disajikan tabel rincian perusahan yang mengajukan 

penilaian dokumen lingkungan. 

Tabel 13. Rincian perusahan yang mengajukan penilaian dokumen 

lingkungan 

N
O 

Jenis 
Dokumen 

Nama 
Kegiatan 

Pemrakars
a 

Konsulta
n/ 

Penyusun 

SK. Kesepakatan, 
Kelayakan / Rekomendasi 

1)  DPLH Kegiatan 

Jaringan 

Tegangan 

Menengah 20 

kV di 

Kabupaten 

Sumbawa Barat 

dan Sumbawa 

PT. PLN 

(Pesero) 

Wilayah NTB 

Area 

Sumbawa 

- - Rekomendasi 
Persetujuan dplh 

Nomor: 134.1 Tahun 2018 

Tgl. 23 Juli 2018 

- Izin Lingkungan 
Nomor:503/14-VII/03/IL-

DPLH/DPMPTSP/2018 

Tgl. 21 Agustus  2018 

 

2)  AMDAL Rencana 

Kegiatan 

Penambangan 

Emasn dan 

Mineral 

Pengikutnya di 

Kecamatan 

Sekotong, 

Kabupaten 

Lombok Barat. 

PT. Indotan 

lombok Barat 

Bangkit (PT. 

ILBB) 

- - Persetujuan KA-ANDAL 

Nomor:814/100 Tahun 

2018 

Tgl 30 April 2018 

- Rekomendasi 
Kelayakan 

Nomor:660/1439/Amdal&P

PKL-DISLHK/2018 

Tgl 21 Agustus 2018 

- SK Kelayakan 
Lingkungan Hidup  

Nomor:503/06-

IX/03/SKKL/DPMPTSP/201

8 

Tgl. 28 September 2018 

- Izin Lingkungan  

Nomor:503/15-IX/03/IL-

AMDAL/DPMPTSP/2018 

Tgl. 28 September 2018 

3)  UKL-UPL Rencana 

Pembangunan 

Jetty Dolphin, 

Pemasangan 

Pipa dan 

Operasional 

Packing Plant 1 

PT. Wiharco 

Prima 

- - Rekomendasi UKL-UPL  
Nomor: 816/66 Tahun 

2018 

Tgl. 7 Maret 2018 

- Izin Lingkungan 

Nomor:503/07-III/03/IL-



25 | L A K I P  T a h u n  2 0 1 8  
 

N
O 

Jenis 
Dokumen 

Nama 
Kegiatan 

Pemrakars
a 

Konsulta
n/ 

Penyusun 

SK. Kesepakatan, 
Kelayakan / Rekomendasi 

x 5000 Ton 

Steel Silo 

UKL-UPL/DPMPTSP/2018 

Tgl. 16 Maret 2018 

4)  UKL-UPL Kegiatan 

Pembangunan 

Galangan/Docki

ng Kapal dan 

Fasilitas 

Pendukungnya 

PT. Pantai 

Damai 

Sejahtera 

 - Rekomendasi UKL-UPL  
Nomor: 814/64/ Tahun 

2018 

Tgl. 8 Maret 2018 

- Izin Lingkungan 
Nomor:503/06-III/03/IL-

UKL-UPL/DPMPTSP/2018 

Tgl. 16 Maret 2018 

5)  UKL-UPL Rencana 

Kegiatan 

Pembangunan 

Terminal 

Khusus Wisata, 

Dusun 

Tanjungan, 

Desa Gili Indah, 

Kecamatan 

Sekotong, 

Kabupaten 

Lombok Barat, 

Provinsi NTB 

PT. Marina 

Del Ray 

General 

Konsultan 

- Rekomendasi UKL-UPL  
Nomor: 814/102 Tahun 

2018 

Tgl. 7 Mei 2018 

- Izin Lingkungan 

Nomor:503/12-VII/03/IL-

IKL-UPL/DPMPTSP/2018 

Tgl. 3 Juli 2018 

 

6)  DPLH Kegiatan 

Operasional 

Pelabuhan 

Khusus 

Pariwisata Oleh 

PT. Gde & 

Kadek Brothers 

Layar 

Antarnusa 

PT. Gde & 

Kadek 

Brothers 

Layar 

Antarnusa 

 - Rekomendasi DPLH  

Nomor: 

660/539/Amdal&PPKL-

DISLHK/2018 

Tgl. 20 Maret 2018 

- Izin Lingkungan 

Nomor:503/09-IVI/03/IL-

UKL-UPL/DPMPTSP/2018 

Tgl. 17 April 2018 

7)  UKL-UPL Kegiatan 

Budidaya 

Tambak Udang 

di Desa 

Kayangan 

Kecamatan 

Kayangan Kab. 

Lombok Utara 

PT. Panen 

Berkat 

Sejahtera 

 - Rekomendasi UKL-UPL  
Nomor: 814/96 Tahun 

2018 

Tgl. 16 April 2018 

- Izin Lingkungan 

Nomor:503/10-

IV/03/LINK/DPMPTSP/201

8 

Tgl. 26 April  2018 

8)  AMDAL 

(Addendu

m) 

Kegiatan Usaha 

penambangan 

pasir laut di 

Perairan Laut 

Selat Alas, 

Kabupaten 

PT. Dinamika 

Atria Raya 

 - Rekomendasi 
Kelayakan 

Nomor:660/666/Amdal&PP

KL-DISLHK/2018 

Tgl 27 Maret 2018 

- SK Kelayakan 
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N
O 

Jenis 
Dokumen 

Nama 
Kegiatan 

Pemrakars
a 

Konsulta
n/ 

Penyusun 

SK. Kesepakatan, 
Kelayakan / Rekomendasi 

Lombok Timur, 

Provinsi NTB  

Lingkungan Hidup  

Nomor:503/05-

IV/03/SKKL/DPMPTSP/201

8 

Tgl. 17 April 2018 

- Izin Lingkungan  
Nomor:503/08-

IV/03/LINK/DPMPTSP/201

8 

Tgl. 17 April 2018 

9)  UKL-UPL Kegiatan 

Reklamasi dan 

Operasional 

Pelabuhan 

Penyeberangan 

Sape di Desa 

Bugis, 

Kecamatan 

Sape, 

Kabupaten 

Bima oleh PT. 

ASDP Indonesia 

Ferry (Persero) 

PT. ASDP 

Indonesia 

Ferry 

(Persero) 

 - Rekomendasi UKL-UPL  

Nomor: 814/98 Tahun 

2018 

Tgl. 11 Mei 2018 

- Izin Lingkungan 
Nomor:503/11-V/03/IL-

UKL_UPL/DPMPTSP/2018 

Tgl. 15 Mei 2018 

 

10)  AMDAL  Rencana Usaha 

Pemanfaatan 

Hasil Hutan 

Kayu pada 

Hutan 

Tanaman 

Industri 

(IUPHHK-HTI) 

Seluas 7.230 

Ha di 

Kecamatan 

Moyo Utara, 

Kecamatan 

Moyo Hilir dan 

Kecamatan 

Lape, 

Kabupaten 

Sumbawa, 

Provinsi Nusa 

Tenggara Barat 

oleh PT. Esa 

Sampoerna 

Agro 

PT. Esa 

Sampoerna 

Agro 

 - Persetujuan KA-ANDAL 
Nomor:814/127 Tahun 

2018 

Tgl 25 Juni 2018 

- Rekomendasi 
Kelayakan 
Nomor:660/1957/Amdal&P

PKL-DISLHK/2018 

Tgl 16 November 2018 

- SK Kelayakan 
Lingkungan Hidup  
Nomor:503/06-

XII/03/SKKL/DPMPTSP/20

18 

Tgl. 4 Desember 2018 

- Izin Lingkungan  
Nomor:503/17-XI/03/IL-

AMDAL/DPMPTSP/2018 

Tgl. 4 Desember 2018 

11)  UKL-UPL Rencana Usaha 

dan atau 

Budidaya 

Tambak Udang 

PT. Sumber 

Agromina 

Jaya 

 - Rekomendasi UKL-UPL  
Nomor: 660/217/ Tahun 

2018 
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N
O 

Jenis 
Dokumen 

Nama 
Kegiatan 

Pemrakars
a 

Konsulta
n/ 

Penyusun 

SK. Kesepakatan, 
Kelayakan / Rekomendasi 

di Lokasi Dusun 

Amor-Amor 

Desa 

Gumantar, Kec. 

Kayangan, 

Kabupaten 

Lombok Utara  

Tgl. 10 Desember 2018 

 

Nomor:503/11-V/03/IL-

UKL_UPL/DPMPTSP/2018 

Tgl. 15 Mei 2018 

12)  UKL-UPL Pekerjaan 

Pengerukan 

Pelabuhan 

Labuhan Haji di 

Kabupaten 

Lombok Timur, 

Prov. NTB 

Dinas 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang Kab. 

Lombok 

Timur 

 - Rekomendasi UKL-UPL  

Nomor: 814/160 Tahun 

2018 

Tgl. 21 September 2018 

- Izin Lingkungan 
Nomor:503/16-X/03/IL-

UKL-UPL/DPMPTSP/2018 

Tgl. 5 Oktober 2018 

13)  AMDAL 

(Addendu

m) 

Perubahan 

Pengembangan 

Kawasan 

Pariwisata 

Mandalika di 

Kabupaten 

Lombok 

Tengah, Prov. 

NTB 

PT. 

Pengembang

an Pariwisata 

Indonesia 

(Persero) 

ITDC 

 - Rekomendasi 
Kelayakan 

Nomor:660/1949/Amdal&P

PKL-DISLHK/2018 

Tgl 5 November 2018 

 

IV/03/LINK/DPMPTSP/2 

14)  AMDAL Kegiatan 

Pembangunan 

Galangan/Docki

ng Kapal dan 

Fasilitas 

Pendukungnya 

di Desa Labuan 

Tereng, Kec. 

Lembar 

PT. Pantai 

Damai 

Sejahtera 

 - Persetujuan KA-ANDAL 
Nomor: 202Tahun 2018 

Tgl 24 Oktober 2018 

 

 

15)  UKL-UPL Rencana 

Kegiatan 

Pembangunan 

Pengaman 

Pantai (Break 

Water) dan 

Pipe Line MFO 

di PLTD 

Ampenan Oleh  

PT. PLN 

(Pesero) Wil 

NTB Sektor 

Pembangkit 

Lombok 

PT. PLN 

(Pesero) Wil 

NTB Sektor 

Pembangkit 

Lombok 

 - Rekomendasi UKL-UPL  
Nomor: 120 Tahun 2018 

Tgl. 10 September 2018 

- Izin Lingkungan 
Nomor:503/15-IX/03/IL-

UKL-UPL/DPMPTSP/2018 

Tgl. 18 September 2018 
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 Memperkuat monitoring dan evaluasi dokumen AMDAL dan UKL-

UPL kepada para pelaku usaha/kegiatan 

Kegiatan evaluasi AMDAL dan UKL-UPL dunia usaha bertujuan untuk 

melihat kesesuaian deskripsi kegiatan yang ada dalam dokumen dengan 

kondisi real di lapangan serta mengidentifikasi terhadap perubahan 

rencana pengelolaan lingkungan/pemantauan lingkungan dari suatu usaha 

dan/atau kegiatan.  

Berikut hasil monitoring dan evaluasi terhadap dunia usaha/kegiatan 

tahun 2018 disajikan pada tabel dibawah ini. 
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Tabel 14. Resume Hasil Pemantauan Dokumen Lingkungan Ke Dunia Usaha Tahun 2018 

NO NAMA KEGIATAN PEMRAKARSA LOKASI 

KRITERIA 

KETERANGAN 

Pemenuhan 
Terhadap 

Kewajiban Dalam 
Dokumen 

Lingkungan 

dan/atau Perizinan 

Deskripsi 
Kegiatan Dalam 

Dokumen 

dengan Eksisting 
Di Lapangan 

1. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin 

Gas (PLTMG) Sumbawa Peaker 50 MW di Desa 
Badas Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten 
Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat 

PT. PLN 

(Persero) UIP XI 

Kab. Sumbawa Taat Taat  

2. Pembangunan Gardu induk dan Tranmisi 70 kV 
Labuhan - Tano - Taliwang 

PT. PLN 
(Persero) UIP XI 

Kab. Sumbawa 
Barat 

Taat Tidak Taat  

3. Kegiatan  Ekplorasi  Bahan  Galian  Emas  dan  
Mineral Pengikutnya serta Kegiatan 
Pendukungnya di Kabupaten 

Bima dan Kabupaten Dompu 

PT. 
Sumbawa 

Timur Mining 

Kab. Dompu Taat Taat  

4. Rencana  Usaha  Pemanfaatan  Hasil  Hutan  
Kayu  pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-

HTI) Seluas 7.230 Ha di Kecamatan Moyo 
Utara, Kecamatan Moyo Hilir dan Kecamatan 
Lape, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa 

Tenggara Barat oleh PT. Esa Sampoerna Agro 

PT. Esa 
Sampoerna Agro 

Kab. Sumbawa Tahap Uji Tapak 
Proyek 

Tahap Uji Tapak 
Proyek 

 

5. Pembangunan    Jaringan    Air    Baku    
Bendungan Bintang Bano 

Balai 
Wilayah 

Sungai NT I 

Kab. Sumbawa 
Barat 

Tahap Uji Tapak 
Proyek 

Tahap Uji Tapak 
Proyek 

 

6. Rencana Pembangunan PLTU Sumbawa Oleh 
PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan 

Nusa Tenggara 

PT. PLN 
(Persero) 

UIP 
Nusa Tenggara 

Kab. Sumbawa Tahap Uji Tapak 
Proyek 

Tahap Uji Tapak 
Proyek 

 

7. Rencana Pengembangan Pelabuhan Labuhan 

Lalar Oleh   Dinas   Perhubungan   Kabupaten   
Sumbawa Barat. 

Dinas Perhubungan 
Kab, Sumbawa 

Barat 

Kab. Sumbawa 
Barat 

Tahap Uji Tapak 
Proyek 

Tahap Uji Tapak 
Proyek 
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NO NAMA KEGIATAN PEMRAKARSA LOKASI 

KRITERIA 

KETERANGAN 

Pemenuhan 

Terhadap 
Kewajiban Dalam 

Dokumen 
Lingkungan 

dan/atau Perizinan 

Deskripsi 

Kegiatan Dalam 
Dokumen 

dengan Eksisting 
Di Lapangan 

8. Rencana Pengembangan PLTU FTP 2 Oleh PT. 

PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa 
Tenggara 

PT. PLN 
(Persero) UIP 

Nusa Tenggara 

Kab. Lombok 
Timur 

Taat Taat  

9. Rencana Pembangunan Galangan/Docking Kapal 
di Kec    Lembar Kab. Lombok Barat Oleh PT.  

Pantai Damai Sejahtera 

PT. Pantai 
Damai Sejahtera 

Kab. Lombok 
Barat 

Taat Taat  

10. Rencana Pembangunan Condotel dan Villa 
AMARSVATI di dusun Malimbu Desa Malaka 

Kecamatan Pemenang Kab. Lombok Utara oleh 
PT. Duta Megah Laksana 

PT. Duta Megah 
laksana 

Kab. Lombok 
Utara 

Taat Taat  

11. Kegiatan Pengelolaan Air Laut Menjadi Air Tawar 

di Gili Trawangan Oleh PT. Berkat Air Laut 

PT. Berkat Air 

Laut 

Kab. Lombok 

Utara 

Tidak Taat Tidak Taat Telah 

diberikan 
Sanksi 

Adminitrasi 
Teguran 

Tertulis 
Berdasarkan 
SK Kepala 

Dinas 

Lingkungan 
Hidup 

dan Kehutanan 
No 

814/205 Tahun 

2018 Tanggal 8 

November 2018 
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NO NAMA KEGIATAN PEMRAKARSA LOKASI 

KRITERIA 

KETERANGAN 

Pemenuhan 

Terhadap 
Kewajiban Dalam 

Dokumen 
Lingkungan 

dan/atau Perizinan 

Deskripsi 

Kegiatan Dalam 
Dokumen 

dengan Eksisting 
Di Lapangan 

12. Kegiatan Pengelolaan Air Laut Menjadi Air Tawar 

di Gili Meno Oleh PT. Berkat Air Laut 

PT. Berkat Air 
Laut 

Kab. Lombok 
Utara 

Tidak Taat Tidak Taat Telah 
diberikan 

Sanksi 
Adminitrasi 
Teguran 

Tertulis 
Berdasarkan 
SK Kepala 

Dinas  
Lingkungan 

Hidup 
dan Kehutanan 
No 

814/205 Tahun 
2018 Tanggal 8 
November 2018 
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 Pelaksanaan pembinaan dunia usaha melalui penilaian PROPER di 15 

perusahaan dengan hasil penilaian 14(empat belas) perusahaan termasuk 

dalam klasifikasi biru dan 1(satu Perusahaan mendapat klasifikasi merah. 

Berikut rincian perusahaan yang telah mengikuti penilaian PROPER di 

tahun 2018 disajikan di tabel bawah ini. 

Tabel 15. Perusahaan Peserta PROPER Tahun 2018 

No Nama Perusahaan Sektor 
Sub 

Sektor 
Kab./ 
Kota 

Provinsi Peringkat 

1 PLTD Dompu PEM Energi PLTD 
Kab. 

Dompu 
NTB BIRU 

2 

PT. Pertamina (Persero) 

Marketing Operation Region V 
DPPU Bandara International 
Lombok (BIL) 

PEM 
Migas 

Distribusi 

Kab. 

Lombok 
Tengah 

NTB BIRU 

3 
PT. PLN (Persero) PLTD Paok 

Motong 
PEM Energi PLTD 

Kab. 

Lombok 
Timur 

NTB BIRU 

4 
PT. PLN (Persero) PLTD 
Labuhan Sumbawa 

PEM Energi PLTD 
Kab. 

Sumbawa 
NTB BIRU 

5 

PT. Pertamina (Persero) 

Marketing Operation Region V 
TBBM Badas 

PEM 
Migas 

Distribusi 

Kab. 

Sumbawa 
NTB BIRU 

6 PLTD Taliwang PEM Energi PLTD 
Kab. 

Sumbawa 

Barat 

NTB BIRU 

7 
PT. PLN (Persero) PLTD Niu 
Bima 

PEM Energi PLTD 
Kota 
Bima 

NTB BIRU 

8 PT. PLN (Persero) PLTD Bima PEM Energi PLTD 
Kota 
Bima 

NTB BIRU 

9 
PT. Pertamina (Persero) 
Marketing Operation Region V 

TBBM Bima 

PEM 
Migas 

Distribusi 

Kota 

Bima 
NTB BIRU 

10 PT. Narmada Awet Muda AGRO 
Air Minum 

dalam 

Kemasan 

Kota 
Mataram 

NTB BIRU 

11 PT. PLN (Persero) PLTD Taman PEM Energi PLTD 
Kota 

Mataram 
NTB BIRU 

12 
PT. PLN (Persero) PLTD 
Ampenan 

PEM Energi PLTD 
Kota 

Mataram 
NTB BIRU 

13 
PT. Pertamina (Persero) 
Marketing Operation Region V 

TBBM Ampenan 

PEM 
Migas 

Distribusi 

Kota 

Mataram 
NTB BIRU 

14 
PT. Amman Mineral Nusa 
Tenggara 

PEM 
Tambang 
Mineral 

Kab. 
Sumbawa 

Barat 
NTB BIRU 

15 PT. Harum Manis (Netral) 
Agroind

ustri 

Makanan 

dan 
Minuman 

Kota 

Mataram 
NTB MERAH 
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B. Indeks Kualitas Udara 

Parameter selanjutnya adalah Kualitas udara yaitu parameter yang 

menunjukkan kondisi kualitas udara di sebuah tempat. Indeks ini dibuat 

untuk memudahkan masyarakat mengetahui kondisi kualita udara dengan 

cara yang sederhana dan satuan-satuan yang mudah dimengerti oleh 

masyarakat. Pemantauan dilaksanakan menggunakan metode passive 

sampler pada 4 lokasi sampling yaitu Transportasi, Industri, Pemukiman dan 

Perkantoran dengan parameter yang diuji adalah SO2 dan NO2. 

Tabel 16. Data Kondisi nilai IKU 

NILAI INDIKATOR 2014 2015 2016 2017 2018 

Indeks Kualitas 

Udara 
92,83 92,27 81,2 88,02 81,17* 

* : adalah nilai proyeksi berdasarkan Laporan Tahunan Menteri LHK Tahun 2018 

 

Dari data yang ada terlihat penurunan nilai indeks kualitas udara dari Tahun 

2014 sampai ke Tahun 2016. Pada Tahun 2017, terjadi peningkatan nilai IKU 

sebesar 7 poin menjadi 88,02. Untuk Tahun 2018, nilai IKU hasil dari 

pengolahan data passive sampler belum tersedia. Namun demikian terdapat 

nilai proyeksi pada Laporan Tahunan Menteri LHK Tahun 2018 yang dapat 

diperbandingkan dengan capaian di Tahun 2017. 

Jika dibandingkan dengan data IKU secara Nasional, nilai IKU Provinsi NTB 

untuk Tahun 2016 lebih rendah 0,40 poin. Pada Tahun 2017 terjadi 

peningkatan nilai dibandingkan dengan Tahun 2016. Jika dibandingkan 

dengan nilai IKU secara nasional, nilai IKU Provinsi NTB lebih tinggi. Namun 

untuk Tahun 2018, belum dapat diperbandingkan karena data hasil 

pengolahan passive sampler belum dipublikasikan oleh Pusdatin KLHK. 

Namun demikian terdapat nilai proyeksi pada Laporan Tahunan Menteri LHK 

Tahun 2018 yang dapat diperbandingkan dengan capaian IKU di Tahun 2017. 

Tabel 17. Perbandingan Nilai IKU NTB dengan IKU Nasional 

Aspek 2014 2015 2016 2017 2018 

IKU 
Nas NTB Nas NTB Nas NTB Nas NTB NTB 

80,54 92,83 83,84 92,27 81,61 81,20 87,03 88,02 81,17* 

* : adalah nilai proyeksi berdasarkan Laporan Tahunan Menteri LHK Tahun 2018 

Pemantauan kualitas udara dilakukan di 4 (empat) lokasi yang mewakili 

kondisi udara ambien di kabupaten/kota di NTB, yaitu area transportasi, 

industri dan 2 (dua) titik di area komersial, yaitu pemukiman dan 

perkantoran/perdagangan. Pemantauan kualitas udara ini menggunakan 
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passive sampler yang terpasang di setiap kab/kota, dan dipapar selama 14 

hari. Hasil paparan selama 14 hari tersebut dikirim ke PUSARPEDAL untuk 

diuji dan hasilnya dikirimkan kembali kepada Dinas LHK NTB sebagaimana 

berikut : 
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Tabel 18 

Hasil Pemantauan Kualitas Udara di 10 kabupaten/kota se- NTB Tahun 2018 

 

N

o 
Provinsi Kota Peruntukan 

Tahap 

I  

Kadar 

NO2  

Tahap II 

Kadar 

NO2  

Tahap I 

Kadar 

SO2 

Tahap II 

Kadar 

SO2 

Tahap  

I  

Kadar 

NO2  

Tahap II 

Kadar 

NO2  

Tahap  I  

Kadar SO2 

Tahap II 

Kadar 

SO2 

µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 

1 
NTB 

(5200) 

LOMBO

K 

BARAT 

(5201) 

Transportasi 6,00 6,35 6,92 9,52 6,00 6,35 6,92 9,52 

Industri 3,90 3,75 8,61 6,57 3,90 3,75 8,61 6,57 

Pemukiman 4,70 5,00 7,31 6,82 4,70 5,00 7,31 6,82 

Perkantoran 3,60 3,20 9,96 9,62 3,60 3,20 9,96 9,62 

                        

2 
NTB 

(5200) 

LOMBO

K 

TENGA

H 

(5202) 

Transportasi 8,10 7,90 <2,57 3,29 8,10 7,90 2,47 3,29 

Industri 7,50 10,40 4,23 4,09 7,50 10,40 4,23 4,09 

Pemukiman 7,10 6,70 6,55 9,39 7,10 6,70 6,55 9,39 

Perkantoran 7,50 6,90 6,49 5,34 7,50 6,90 6,49 5,34 
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N

o 
Provinsi Kota Peruntukan 

Tahap 

I  

Kadar 

NO2  

Tahap II 

Kadar 

NO2  

Tahap I 

Kadar 

SO2 

Tahap II 

Kadar 

SO2 

Tahap  

I  

Kadar 

NO2  

Tahap II 

Kadar 

NO2  

Tahap  I  

Kadar SO2 

Tahap II 

Kadar 

SO2 

µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 

                        

3 
NTB 

(5200) 

LOMBO

K 

TIMUR 

(5203) 

Transportasi 15,70 14,50 6,14 6,02 15,70 14,50 6,14 6,02 

Industri 11,39 10,92 4,40 4,60 11,39 10,92 4,40 4,60 

Pemukiman 6,30 Hilang 6,03 6,10 6,30 Hilang 6,03 6,10 

Perkantoran 11,80 8,70 3,80 4,55 11,80 8,70 3,80 4,55 

                        

4 
NTB 

(5200) 

SUMBA

WA 

(5204) 

Transportasi 15,80 12,50 8,27 7,75 15,80 12,50 8,27 7,75 

Industri 15,90 12,80 7,95 6,45 15,90 12,80 7,95 6,45 

Pemukiman 7,20 6,45 4,84 4,33 7,20 6,45 4,84 4,33 

Perkantoran 10,00 8,75 <2,57 2,94 10,00 8,75 2,47 2,94 

                        

5 NTB DOMPU Transportasi 25,36 18,70 9,20 12,78 25,36 18,70 9,20 12,78 
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N

o 
Provinsi Kota Peruntukan 

Tahap 

I  

Kadar 

NO2  

Tahap II 

Kadar 

NO2  

Tahap I 

Kadar 

SO2 

Tahap II 

Kadar 

SO2 

Tahap  

I  

Kadar 

NO2  

Tahap II 

Kadar 

NO2  

Tahap  I  

Kadar SO2 

Tahap II 

Kadar 

SO2 

µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 

(5200) (5205) Industri 8,60 10,50 <2,57 8,94 8,60 10,50 2,47 8,94 

Pemukiman 8,20 7,05 3,92 5,49 8,20 7,05 3,92 5,49 

Perkantoran 9,40 9,20 4,32 4,80 9,40 9,20 4,32 4,80 

                        

6 
NTB 

(5200) 

KAB. 

BIMA 

(5206) 

Transportasi 5,60 7,20 <2,57 4,96 5,60 7,20 2,47 4,96 

Industri 4,40 5,55 23,23 23,90 4,40 5,55 23,23 23,90 

Pemukiman 7,50 6,10 13,12 10,31 7,50 6,10 13,12 10,31 

Perkantoran 14,50 12,30 13,90 14,10 14,50 12,30 13,90 14,10 

                        

7 
NTB 

(5200) 

KAB. 

SUMBA

WA 

BARAT 

Transportasi 11,80 Hilang 16,11 Hilang 11,80 Hilang 16,11 Hilang 

Industri 11,40 7,20 10,28 13,16 11,40 7,20 10,28 13,16 

Pemukiman 11,00 7,60 21,84 17,66 11,00 7,60 21,84 17,66 
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N

o 
Provinsi Kota Peruntukan 

Tahap 

I  

Kadar 

NO2  

Tahap II 

Kadar 

NO2  

Tahap I 

Kadar 

SO2 

Tahap II 

Kadar 

SO2 

Tahap  

I  

Kadar 

NO2  

Tahap II 

Kadar 

NO2  

Tahap  I  

Kadar SO2 

Tahap II 

Kadar 

SO2 

µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 

(5207) Perkantoran 7,20 8,00 <2,57 2,98 7,20 8,00 2,47 2,98 

                        

8 
NTB 

(5200) 

LOMBO

K 

UTARA 

(5208) 

Transportasi 5,40 5,00 7,71 5,57 5,40 5,00 7,71 5,57 

Industri 6,40 9,60 7,14 7,84 6,40 9,60 7,14 7,84 

Pemukiman 5,67 7,70 2,80 3,74 5,67 7,70 2,80 3,74 

Perkantoran 2,40 Hilang 3,97 7,65 2,40 Hilang 3,97 7,65 

                        

9 
NTB 

(5200) 

MATAR

AM 

(5271) 

Transportasi 13,50 13,40 4,66 3,35 13,50 13,40 4,66 3,35 

Industri 9,30 10,20 13,90 14,60 9,30 10,20 13,90 14,60 

Pemukiman 8,00 8,70 4,83 6,02 8,00 8,70 4,83 6,02 

Perkantoran 17,70 15,80 16,54 17,25 17,70 15,80 16,54 17,25 
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N

o 
Provinsi Kota Peruntukan 

Tahap 

I  

Kadar 

NO2  

Tahap II 

Kadar 

NO2  

Tahap I 

Kadar 

SO2 

Tahap II 

Kadar 

SO2 

Tahap  

I  

Kadar 

NO2  

Tahap II 

Kadar 

NO2  

Tahap  I  

Kadar SO2 

Tahap II 

Kadar 

SO2 

µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 

1

0 

NTB 

(5200) 

KOTA 

BIMA 

(5272) 

Transportasi 13,10 17,70 7,91 7,61 13,10 17,70 7,91 7,61 

Industri 12,00 14,80 16,02 17,28 12,00 14,80 16,02 17,28 

Pemukiman 13,70 18,60 11,68 10,68 13,70 18,60 11,68 10,68 

Perkantoran 14,20 15,00 11,95 10,71 14,20 15,00 11,95 10,71 

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018 
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Pada tahun 2018, Dinas LHK NTB telah menambah jumlah sampel yang 

semula 5 menjadi 10 sampel di seluruh kab/kota se-NTB. Hal ini dilakukan 

untuk memperluas gambaran kondisi kualitas udara di Provinsi NTB. Selain 

itu telah dilakukan upaya sosialisasi kepada para pelaku usaha untuk tetap 

mentaati tata cara pengelolaan lingkungan, termasuk pengendalian 

pencemaran udara yang dihasilkan.  

C. Indeks Tutupan Lahan 

Indeks Tutupan Lahan adalah rekapitulasi luas hutan primer dan hutan 

sekunder untuk setiap provinsi. Perhitungan indeks merupakan perbandingan 

luas hutan dibandingkan luas wilayah administrasinya. Luasan kelas 

penutupan yang dihitung yaitu: Hutan Lahan kering primer, Hutan Lahan 

kering sekunder, Hutan rawa Primer, Hutan rawa Sekunder, Hutan Mangrove 

Primer, Hutan Mangrove sekunder dan Hutan Tanaman. 

Nilai ITL Provinsi NTB untuk Tahun 2016 sebesar 60,03. Nilai ini terlihat 

menurun jika dibandingkan dengan nilai ITL Tahun 2015. Untuk Tahun 2017, 

terjadi peningkatan sebesar 1,19 poin jika dibandingkan dengan ITL Tahun 

2016 yaitu menjadi 61,27. 

Tabel 19. Indeks Tutupan Lahan 

NILAI INDIKATOR 2014 2015 2016 2017 2018 

Indeks Tutupan Lahan 63,72 60,54 60,03 61,27 61,27* 

* : adalah nilai proyeksi berdasarkan Laporan Tahunan Menteri LHK Tahun 2018 

 

Data kualitas tutupan lahan di Provinsi NTB cenderung bertahan pada nilai di 

atas 60, dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017. Jika dibandingkan 

dengan data ITL Nasional, data kualitas tutupan lahan NTB lebih baik. Data 

kualitas tutupan lahan secara nasional berkisar pada nilai 56 sampai dengan 

59 (tertinggi di Tahun 2014). Hal ini berarti secara umum, kondisi tutupan 

lahan di NTB lebih baik jika dibandingkan dengan kualitas tutupan secara 

umum di Indonesia. 

Tabel 20. Perbandingan Nilai ITL NTB dengan IKLH Nasional 

Aspek 2014 2015 2016 2017 2018 

IKU 
Nas NTB Nas NTB Nas NTB Nas NTB NTB 

59,01 63,72 58,3 60,54 57,83 60,03 56,88 61,27 61,27* 

* : adalah nilai proyeksi berdasarkan Laporan Tahunan Menteri LHK Tahun 2018 
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Data nilai ITL ini berasal dari hasil penafsiran citra landsat yang dilaksanakan 

oleh Kementerian LHK. Untuk IKTL tahun 2017, berdasarkan dari hasil 

publikasi resmi melalui laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia 

Tahun 2017 bahwa nilai ITL NTB Tahun 2017 adalah sebesar 61,27 atau 

meningkat 1,22 poin dari tahun sebelumnya. Nilainya berasal dari hasil 

penafsiran dari citra landsat yang dilakukan oleh Kementerian LHK sebagai 

gambaran kondisi alih fungsi lahan di beberapa wilayah hutan NTB. Sebagai 

informasi, tutupan hutan dalam kurun waktu 2014-2015 turun sebesar 1,29% 

atau 10.832 ha. Sawah dan permukiman semakin luas, sementara penutupan 

lahan terus berkurang.  

Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan tutupan vegetasi di 

Provinsi NTB telah dilaksanakan melalui kegiatan penanaman di luar dan 

dalam kawasan hutan dengan reboisasi dan penghijauan. Reboisasi  atau  

rehabilitasi  hutan  bertujuan untuk  menghutankan  kembali  kawasan hutan  

yang  kritis  yang  dilaksanakan  bersama masyarakat secara partisipatif. 

Sedangkan penghijauan adalah penanaman pada lahan kosong diluar 

kawasan hutan.  Dengan tujuan agar lahan tersebut dapat di pulihkan, 

dipertahankan dan ditingkatkan kesuburannya, mencegah erosi, menjaga 

persediaan air dan mampu membantu pencegahan pemanasan global. 

Di tahun 2018, dilaksanakan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) 

melalui penanaman di dalam dan luar kawasan hutan seluas 10.814,68 ha 

melalui dana APBN dan APBD, serta pihak lainnya.  

Operasi pengamanan hutan juga dilaksanakan di areal hutan seluas 

13.560,22 hektar pada Tahun 2018. Operasi ini dilakukan untuk menekan 

upaya illegal logging dan pengalihan fungsi lahan yang dilakukan oleh 

masyarakat sekitar kawasan hutan. Selanjutnya, penanganan tindak pidana 

kehutanan secara tuntas juga dilaksanakan oleh Dinas LHK. Jumlah kasus 

tindak pidana kehutanan yang dapat terselesaikan di tahun 2018 sebanyak 8 

kasus. 

Selain itu, Dinas LHK NTB melakukan penguatan Satgas Pencegahan dan 

Pemberantasan Perusakan Hutan Provinsi NTB Tahun 2018 yang terdiri dari 

Gubernur, Kapolda NTB, Danrem NTB, Kajati NTB. Satgas ini diketuai oleh 

Sekretaris Daerah Provinsi NTB dengan anggota yang terdiri dari para pihak 

yang berasal dari unsur-unsur TNI, Polri, Kejaksaan, Pol PP, Polhut sampai ke 

tingkat lapangan. Selain Satgas tersebut di atas, Dinas LHK NTB juga 

membentuk Satgas Pengendali Operasi Perusakan Hutan Provinsi NTB Tahun 

2018 yang terdiri dari para Dandim, Kajari dan Kapolres pada beberapa 

kabupaten. 

Beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target IKLH ini antara lain 

adalah pada kualitas air. Data menunjukkan bahwa IKA NTB terus menurun 
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secara drastis pada beberapa tahun terakhir. Rendahnya kesadaran 

masyarakat untuk menjaga kondisi sungai di sekitar wilayah mereka menjadi 

salah satu penyebab utamanya. Pemberian bantuan peralatan dari 

Kementerian terkait untuk membangun IPAL, belum termanfaatkan dengan 

baik karena masyarakat masih terbiasa membuang limbah dan sampahnya 

langsung ke sungai.Untuk tutupan lahan, pembatasan kewenangan bagi 

pemerintah provinsi yang hanya boleh melakukan RHL di luar kawasan hutan, 

turut menghambat upaya Dinas LHK untuk mendorong penutupan lahan 

melalui kegiatan RHL. Permasalahan lainnya adalah perhitungan dan publikasi 

nilai IKLH yang dilakukan oleh Kementerian LHK menyulitkan pemerintah 

daerah untuk secara up to date mengetahui kondisi air, udara dan tutupan 

lahannya. 

Melihat kondisi permasalahan diatas, Selain berbagai upaya yang telah 

dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa upaya untuk menindaklanjuti 

permasalahn yang dihadapi dalam rangka mendorong pencapaian Indikator 

Kinerja Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas LHK NTB antara lain : 

1. Penyusunan standarisasi lokasi pengambilan sampel air dan udara 

2. Edukasi masyarakat pinggir sungai 

3. Identifikasi sumber-sumber pencemaran dengan Output Peta dan 

penyebab pencemaran. 

4. Penambahan jumlah sungai yang menjadi sampel air dan wilayah yang 

menjadi sampel udara melalui pembangunan Alat Pemantau Kualitas 

Udara 

5. Mengupayakan Perhitungan mandiri terhadap IKA dan IKU, kalau ITLH 

melalui citra landsat oleh Kementerian LHK 

6. Peningkatan Kapasitas SDM untuk melakukan penghitungan dan 

pengolahan data sendiri 

7. RHL vegetative (tutupan lahan) dan sipil teknis (mengurangi daya rusak 

air dan kadar lumpurnya). 

 

 

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja 

Program kegiatan yang menunjang pelaksanaan pencapaian target kinerja IKLH 

yaitu : 

1) Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan melalui 

kegiatan : 

a. Pemantauan Kualitas Lingkungan, dukungan kinerja meliputi fasilitasi 

penyusunan dokumen IKPLHD, pengadaan sistem ONLIMO di wilayah 
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DAS, pemantauan kualitas air sungai dan udara ambien di 10 

Kabupaten/Kota Provinsi NTB. 

b. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup, upaya 

yang dilakukan yaitu penyusunan Laporan usaha dan/kegiatan yang 

wajib AMDAL, UKL-UPL dan SPPL, serta pelaksanaan sosialisasi regulasi 

AMDAL Provinsi NTB 

c. Pengelolaan B3 dan Limbah B3, dukungannya meliputi Pengawasan 

bagi  pengelola /penghasil limbah B3 dan penyimpan  Limbah B3 

kab/kota se NTB, Pembinaan terhadap perizinan bagi usaha/kegiatan 

yang akan melakukan pengelolaan limbah B3, serta fasilitasi 

penyusunan draft Pergub Pengelolaan Limbah B3. 

d. Pengkajian Dampak Lingkungan, dengan dukungan kinerja meliputi 

penyusunan Dokumen keputusan kelayakan lingkungan pada 

usaha/kegiatan wajib AMDAL dan rekomendasi UKL-PKL, Pertemuan 

rakor Tim KPA Prov. NTB 

e. Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) dengan 

melaksanakan pembinaan dunia usaha melalui penilaian proper 

terhadap 15 perusahaan. 

2) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan 

Lingkungan Hidup melalui kegiatan Penyusunan Status Lingkungan Hidup 

Daerah dengan capaian kinerjanya yaitu fasilitasi penyusunan dokumen 

IKPLHD. 

 

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Untuk capaian keberhasilan indikator kinerja IKLH, dibutuhkan dukungan dari 2 

program yaitu Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan 

serta Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan 

Lingkungan Hidup. Dari hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya tersebut 

dapat dikatakan bahwa pencapaian indikator kinerja IKLH dilakukan dengan 

penggunaan sumber daya yang kurang efisien, karena capaian kinerja 

menunjukkan prosentase keberhasilan lebih rendah daripada masing-masing 

program dan rerata prosentase realisasi penggunaan dana. 

 

No 
Indikator 
Kinerja 

Sasaran 

Program 
Kinerja Keuangan 

Efisiensi 

Target Realisasi % Target Realisasi % 

1. IKLH pengendalian 
pencemaran 
dan 

67,95 59,48* 87,54 1.660.948.700 1.493.594.114 89,92 Kurang 
Efisien 
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No 

Indikator 

Kinerja 
Sasaran 

Program 
Kinerja Keuangan 

Efisiensi 

Target Realisasi % Target Realisasi % 

perusakan 
lingkungan 

  Peningkatan 

Kualitas dan 
Akses 
Informasi 

Sumber 
Daya Alam 
dan 

Lingkungan 
Hidup 

   435.651.400 435.194.984 99,90 Kurang 

Efisien 

      2.096.600.100 1.928.789.098 92,00  

 

 

 

2) Jumlah kelompok pengelola persampahan yang dibina 

Target   :  50 kelompok 

Realisasi  :  54  kelompok (108 %) 

Uraian  : 

Permasalahan utama dalam pengelolaan sampah di Provinsi Nusa Tenggara 

Barat adalah besarnya angka timbulan sampah yang tidak sebanding dengan 

kapasitas penanganannya.  Sebagai contoh di Kota Mataram jumlah infrastruktur 

yang ada hanya dapat mencover sekitar 70% dari total sampah yang dihasilkan, 

sisanya 30% tentunya menjadi permasalahan yang harus kita jawab bersama. 

Selain itu belum optimalnya peranserta masyarakat dalam upaya pengelolaan 

sampah, turut menyebabkan kompleksnya permasalahan sampah di Provinsi 

NTB. 

Untuk itu dilakukan upaya penanganan dua arah yang pertama melalui upaya 

peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam sistem penanganan sampah dari TPS 

hingga di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), yang kedua adalah upaya 

pengurangan jumlah timbulan sampah melalui pengelolaan sampah secara 

intensif dari sumber timbulan sampah, sehingga diharapkan jumlah sampah yang 

tidak dapat terangkut  dapat  mencapai  tingkat minimum atau bahkan nol (zero 

waste).  

Terkait dengan upaya pengurangan jumlah timbulan sampah dari sumbernya, 

pemerintah provinsi NTB melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas 

masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan yang diharapkan dapat menjadi 

solusi bagi penurunan jumlah timbulan sampah yang harus diangkut ke TPA.Agar 

program ini benar-benar dapat memberikan manfaat yang optimal dari berbagai 
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aspek, perlu dibangun koordinasi yang saling bersinergi antara parapihak untuk 

ambil bagian dalam upaya pengelolaan sampah berdasarkan perananan dan 

fungsi masing-masing. 

Sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Sampah yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis 

Sampah Rumah Tangga, bahwa pemerintah mendorong upaya pengelolaan 

sampah organik melalui komposting dan sampah non organik melalui bank 

sampah. Kedua kegiatan ini perlu dimasifkan dengan membentuk kelompok-

kelompok pengelola sampah di masyarakat agar sampah sebanyak mungkin 

dapat diselesaikan di sumbernya dan hanya tersisa sedikit residu untuk diangkut 

ke TPA. 

Dalam rangka mewujudkan hal diatas, Dinas LHK melaksanakan kegiatan bimtek 

kepada kelompok pengelola persampahan. Kegiatan bimtek ini bertujuan untuk 

meningkatkan SDM masyarakat desa dalam mengelola sampah dengan metoda 

3R (Reduce, Reuse dan Recycle); memberikan penguatan teknis dalam mengolah 

sampah organik yang diintegrasikan dengan kegiatan pertanian dan sampah 

anorganik melalui bank sampah; mendorong inovasi dalam pengelolaan sampah; 

serta mendorong upaya peningkatan ekonomi masyarakat melalui usaha kreatif 

berbasis bank sampah. 

Capaian Kinerja Tahun 2018 

Di tahun 2018, kegiatan bimbingan teknis yang dirangkai dengan pemberian 

bantuan untuk pembangunan unit pengelolaan sampah terpadu kepada 54 bank 

sampah yang berada di desa miskin wilayah Pulau Lombok dandilaksanakan di 

bulan April – Mei 2018. Bantuan yang diberikan dalam bentuk uang sebesar 

sepuluh juta rupiah serta sapras untuk pembangunan unit pengelolaan sampah 

terpadu berupa timbangan duduk, timbangan gantung, pembangunan Gedung 

sederhana, dan gerobak angkutdiberikan kepada 50 bank sampah. Sedangkan 

untuk 4(empat) bank sampah diberikan bantuan kuda.Berikut rincian lokasi 

kegiatan bimtek bank sampah. 
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Tabel 21. Lokasi kegiatan bimtek sampah dan penyerahan bantuan dalam bentuk 

uang (10 juta) dan sapras (timbangan duduk, timbangan gantung, 

pembangunan Gedung sederhana, dan gerobak angkut) 

N

o 

Bank 

Sampah 

Kabupat

en /Kota 

 N

o 

Bank 

Sampah 

Kabupat

en /Kota 

 N

o 

Bank 

Sampah 

Kabupate

n/ Kota 

1 Jempong 

Baru 

Mataram  21 Banyumul

ek 

Lombok 

Barat 

 41 Labuhan 

Pandan 

Lombok 

Timur 

2 Pagutan Mataram  22 Kuripan 

Selatan 

Lombok 

Barat 

 42 Seruni 

Mumbul 

Lombok 

Timur 

3 Sayang-

sayang 

Mataram  23 Kuripan 

Utara 

Lombok 

Barat 

 43 Gunung 

Malang 

Lombok 

Timur 

4 Selagalas Mataram  24 Langko Lombok 

Barat 

 44 Labuhan 

Lombok 

Lombok 

Timur 

5 Mertak Lombok 

Tengah 

 25 Sigeronga

n 

Lombok 

Barat 

 45 Pringgaba

ya Utara 

Lombok 

Timur 

6 Pengengat Lombok 

Tengah 

 26 Batu 

Kumbung 

Lombok 

Barat 

 46 Apitaik Lombok 

Timur 

7 Kawo Lombok 

Tengah 

 27 Bajur Lombok 

Barat 

 47 Pohgadin

g 

Lombok 

Timur 

8 Bunut 

Baok  

Lombok 

Tengah 

 28 Telagawa

ru 

Lombok 

Barat 

 48 Batuyang Lombok 

Timur 

9 Penujak  Lombok 

Tengah 

 29 Terong 

Tawah 

Lombok 

Barat 

 49 Beleke Lombok 

Barat 

10 Sepakek  Lombok 

Tengah 

 30 Lembar 

Selatan 

Lombok 

Barat 

 50 Sengkara

ng 

Lombok 

Tengah 

11 Montong 

Gamang 

Lombok 

Tengah 

 31 Buwun 

Mas 

Lombok 

Barat 

    

12 Pengembu

r 

Lombok 

Tengah 

 32 Sekotong 

Barat 

Lombok 

Barat 

    

13 Janapria Lombok 

Tengah 

 33 Sekotong 

Tengah 

Lombok 

Barat 

    

14 Sengkol  Lombok 

Tengah 

 34 Wanasab

a Lauq 

Lombok 

Timur 

    

15 Jago  Lombok 

Tengah 

 35 Tanjung 

Luar 

Lombok 

Timur 

    

16 Lajut Lombok 

Tengah 

 36 Lenek Lombok 

Timur 

    

17 Pengadan

g 

Lombok 

Tengah 

 37 Aik Mel Lombok 

Timur 

    

18 Kebon Ayu Lombok  38 Toya Lombok     
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N

o 

Bank 

Sampah 

Kabupat

en /Kota 

 N

o 

Bank 

Sampah 

Kabupat

en /Kota 

 N

o 

Bank 

Sampah 

Kabupate

n/ Kota 

Barat Timur 

19 Sukamakm

ur 

Lombok 

Barat 

 39 Ketangga Lombok 

Timur 

    

20 Dasan 

Geres 

Lombok 

Barat 

 40 Suntalang

u 

Lombok 

Timur 

    

         

 

Tabel 22. Lokasi kegiatan bimtek sampah dan penyerahan bantuan dalam bentuk 

kuda 

No. Desa Kabupaten/Kota 

1 Sembalun Lombok Timur 

2 Pantai Pink (Jerowaru) Lombok Timur 

3 Aik Berik Lombok Tengah 

4 Pakuan (Tahura Nuraksa) Lombok Barat 

 

Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya 

Di tahun 2017, kegiatan bimtek dilaksanakan di 4 Desa Sekitar Taman Nasional Gunung 

Rinjani meliputi desa Senaru Kabupaten Lombok Utara, desa Aik Berik Kabupaten Lombok 

Tengah, serta desa Timbanuh dan Sembalun Kabupaten Lombok Timur. Kegiatan ini 

diikuti oleh peserta sebanyak 40 orang untuk masing-masing desa, sehingga jumlah total 

peserta di 4 desa adalah berjumlah sebanyak 160 peserta. 

 

Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra 

Indikator jumlah kelompok pengelola persampahan yang dibina tidak ditetapkan 

sebagai indikator kinerja dalam Renstra Dinas LHK Provinsi NTB Tahun 2013 – 
2018.   

 

Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional 

Indikator jumlah kelompok pengelola persampahan yang dibina tidak termuat 

dalam standar nasional.   

 

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan serta alternative solusi yang 
telah dilakukan 

Keberhasilan yang diraih dalam pembinaan kelompok persampahan dicapai melalui 

upaya strategis yang dilakukan oleh Dinas, meliputi : 
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3) Bimbingan teknis bagi kelompok pengelola sampah 

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan pada kegiatan 

peningkatan kapasitas masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan telah 

melaksanakan bimbingan teknis bagi kelompok pengelola sampah yang 

diharapkan dapat menjadi solusi bagi penurunan jumlah timbunan sampah 

yang harus diangkut ke TPA. 

4) TAPAK (Tempat Pembuangan Akhir Sampah di Kawasan Hutan) 

Kegiatan ini merupakan salah satu bagian dari program inovatif Dinas LHK, 

yaitu mendirikan TPA Regional di kawasan hutan. Hal ini dilatar belakangi oleh 

belum adanya kelembagaan pengelola TPA Regional, konflik pengelolaan 

sampah antara Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat, gangguan sosial 

dari masyarakat setempat, kewenangan pengelolaan TPA Regional sesuai UU 

23/2014, serta adanya peluang untuk membangun TPA di kawasan hutan. 

Lokasi pembangunan TPA direncanakan di kawasan hutan Rincung wilayah 

KPH Rinjani Barat Pelangan Tastura seluas ± 5 ha. Perkembangan kegiatan 

yang telah dilaksanakan yaitu tersusunnya dokumen studi kelayakan/ 

Feasibility Study (FS) dan dokumen ijin lingkungan UKL UPL. Kendala saat ini 

dihadapi yaitu adanya penolakan dari masyarakat lokasi yang menuju calon 

TPA Regional. Upaya yang dilakukan dengan melakukan mediasi intensif 

antara perwakilan masyarakat, perangkat desa, KPH Rinjani Barat Pelangan 

Tastura, pemerintah kabupaten Lombok Barat. 

 

5) Pengolahan Sampah Organik Teknologi Biokonversi 

Dengan berkerjasama dengan Yayasan Forest for Life Indonesia, Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat membangun 

pabrik percontohan Pengolahan sampah organik dengan teknologi biokonversi 

yaitu menggunakan lalat hitam (Black Soldier Fly/BSF). Black Soldier Fly (BSF) 

atau Hermetia illucens adalah salah satu jenis lalat yang memiliki keunikan 

tidak memiliki mulut sehingga tidak mengganggu kesehatan yang larvanya 

(maggot) memiliki kemampuan untuk mengolah bahan organik secara menjadi 

sumber protein, penghasil pupuk organik atau pupuk hayati dan produk 

turunan lainnya yang bermanfaat untuk pertanian, peternakan dan perikanan. 

Kegiatan  yang berlokasi di dusun Bebae desa Lingsar Kab. Lombok Barat 

merupakan salah satu upaya alternatif pengolahan sampah yang ramah 

lingkungan dalam rangka mengurangi volume sampah khususnya sampah 

organik. Kapasitas pabrik pengolahan sampah BSF untuk tahap awal 

direncakan maksimal 4,8 ton/hari, dari 2 bioreaktor (masing-masing memiliki 

24 ruang bioreaktor kecil). Untuk tahap awal, dinas LHK telah bekerjasama 

dengan hotel-hotel di Kota Mataram dan para karyawan Dinas LHK untuk 
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mengumpulkan dan memilah sampah organiknya serta dikirim ke pabrik 

pengolahan sampah. 

6) Penyusunan regulasi pengelolaan persampahan yaitu Rancangan Peraturan 

Daerah (Ranperda) Pengelolaan Sampah  

7) Terbitnya rekomendasi dari Kemendagri terkait pembentukan UPTD TPA 

Regional dan dilanjutkan dengan terbitnya Peraturan Gubernur tentang 

Pembentukan UPTD TPA Regional  

8) Peningkatan kapasitas pemuda peduli sampah dari perwakilan 10 

Kabupaten/Kota se-NTB melalui pelatihan pengelolaan sampah,  

9) Pengelolaan TPA Regional Kebon Kongok sebagai lokasi TPA penanganan 

sampah terpadu wilayah Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat,  

10) Penyediaan sarana prasana pengangkutan sampah berupa kendaraan roda 

tiga 

 

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja 

Program kegiatan yang menunjang pelaksanaan pencapaian target pembinaan 

kelompok persampahan yaitu Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan 

Persampahan melalui kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam 

Pengelolaan Persampahan dengan upaya strategis yang telah dilaksanakan 

melalui kegiatan ini meliputi : 

a. Pelaksanaan pembinaan melalui bimbingan teknis dan bantuan sarana 

prasarana pengelolaan sampah kepada 54 kelompok persampahan; 

b. Fasilitasi penyusunan dokumen studi kelayakan (FS) dan ijin lingkungan 

UKL UPL untuk rencana pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di 

dalam kawasan hutan; dokumen Rancangan Peraturan Daerang tentang 

Pengelolaan Sampah;  Pergub Pembentukan UPTD TPA Regional;  

c. Training 100 orang pemuda peduli sampah perwakilan Kabupaten/Kota se-

NTB; 

d. Penyediaan sapras berupa kendaraan roda tiga dan kendaraan roda 

4(empat) untuk pengangkut sampah 

e. Pengelolaan TPA Regional Kebon Kongok  
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Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Untuk capaian keberhasilan indikator kinerja Jumlah kelompok pengelola 

persampahan yang dibina, dibutuhkan dukungan dari 1 program yaitu Program 

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan. Dari hasil analisis efisiensi 

penggunaan sumber daya tersebut dapat dikatakan bahwa pencapaian indikator 

kinerja Jumlah kelompok pengelola persampahan yang dibina dilakukan dengan 

penggunaan sumber daya yang efisien, karena capaian kinerja menunjukkan 

prosentase keberhasilan lebih tinggi daripada prosentase realisasi penggunaan 

dana. 

 

No 

Indikator 

Kinerja 
Sasaran 

Program 
Kinerja Keuangan 

Efisiensi 

Target Realisasi % Target Realisasi % 

1. Jumlah 
kelompok 

pengelola 
persampah
an yang 

dibina 

Pengembang
an Kinerja 

Pengelolaan 
Persampaha
n 

50 klp 54 klp 108 1.911.256.000 1.883.598.264 98,55 Efisien 

 

 

 

3) Mata air terlindungi 

Target   :  438 titik mata air 

Realisasi  :  527 titik mata air (120,32 %) 

Uraian   : 

Indikator mata air terlindungi adalah indikator yang masuk ke dalam IKU BLHP 

Provinsi NTB dan menjadi indikator kinerja daerah ke-31 dalam dokumen RPJMD 

Provinsi NTB tahun 2013-2018 dengan kegiatan Perlindungan Mata Air 

(PERMATA). Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta para 

pihak dalam melestarikan lingkungan mata air termasuk kelangsungan hidup dan 

kelestarian mata airnya guna memberi kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi 

pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama masyarakat desa dalam 

bentuk air baku. Keberadaan mata air yang terjamin secara berkelanjutan juga 

dapat dijadikan sebagai indikator dalam menilai kualitas sistem sumber air dan 

indikator bagi kelestarian daya dukung lingkungan. 
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Capaian Kinerja Tahun 2018 

Di tahun 2018, jumlah titik mata air yang terlindungi sebanyak sebanyak 44 titik  

tersebar di 10 kab/kota seluruh NTB. Dengan demikian, capaian yang diraih 

sampai dengan tahun 2018 melebihi dari target di tahun 2018 yaitu tercapai 527 

titik mata air dari target 438 titik mata air yang terlindungi atau terealisasi sekitar 

120 %. Berikut sebaran jumlah titik mata air yang terlindungi di Kabupaten/Kota 

Provinsi NTB pada tahun 2018 disajikan pada tabel dibawah ini.  

Tabel 23 Jumlah Titik Mata Air Terlindungi yang Teridentifikasi Melalui Kegiatan 

Perlindungan Mata Air Tahun 2018 

No Kabupaten/Kota Jumlah Titik Mata Air 

1 Kota Mataram - 

2 Kabupaten Lombok Barat 5 

3 Kabupaten Lombok Tengah 6 

4 Kabupaten Lombok Timur 6 

5 Kabupaten Lombok Utara 6 

6 Kabupaten Sumbawa Barat 3 

7 Kabupaten Sumbawa 5 

8 Kabupaten Dompu 3 

9 Kota Bima 2 

10 Kabupaten Bima 7 

T O T A L 44 

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018  

 

Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya 

Pada Tahun 2017, telah dilakukan identifikasi titik mata air sebanyak 35 titik 

mata air baru diluar data BISDA Dinas Pekerjaan Umum.Oleh masyarakat, 

sumber mata air tersebut juga digunakan sebagai sumber air, terutama untuk 

minum ternak.Kondisi sebagian besar mata air tersebut terancam karena kondisi 

di sekitarnya sudah mulai rusak. Oleh karena itu, lokasi tersebut akan menjadi 

sasaran perlindungan dan rehabilitasi pada Tahun 2017 dan 2018.Kegiatan 

identifikasi tersebut yang memperbarui jumlah titik mata air dianggap sebagai 

bagian dari upaya perlindungan mata air sehingga dalam data Perlindungan 

Mata Air sampai dengan Semester I Tahun 2017 telah ditambahkan realisasi 

Indikator Kinerja Daerah sebanyak 35 titik. Dengan demikian, jumlah realisasi 

perlindungan Mata Air sampai dengan Bulan Juli 2017 mencapai 449 titik. Data 

tersebut kemudian sudah diolah dan dipetakan oleh Bidang Rehabilitasi dan 

Pemberdayaan Masyarakat dan menjadi bahan dalam perencanaan kegiatan 

selanjutnya. Kepada masing-masing pengelola wilayah sudah diinformasikan 

agar segera dilakukan pemantauan secara intensif dan berkala terhadap mata 
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air-mata air tersebut.Setiap pengelola wilayah juga diminta untuk melakukan 

sosialisasi intensif kepada masyarakat di sekitar titik mata air tersebut. 

Penambahan 35 titik mata air tersebut antara lain : 

 

Tabel 24. Data jumlah titik mata air 

No. Kab/Kota Jumlah Titik Mata Air 

1 Kota Mataram - 

2 Kab. Lombok Barat 5 

3 Kab. Lombok Tengah 5 

4 Kab. Lombok Timur 3 

5 Kab. Lombok Utara 1 

6 Kab. Sumbawa Barat 3 

7 Kab. Sumbawa 8 

8 Kab. Dompu 6 

9 Kota Bima 3 

10 Kab. Bima 1 

T O T A L 35 

 

Selanjutnya melalui kegiatan perlindungan mata air, telah dilaksanakan 

identifikasi oleh Bidang Analisis dan Pengendalian Lingkungan, didapatkan 

sebanyak 36 titik mata air terlindungi yang memenuhi beberapa kriteria yang 

telah ditetapkan. Berikut mata air yang hasil identifikasi disajikan tabel berikut. 

Tabel 25. Penambahan titik mata air terlindungi sebanyak 36 titik tersebut 

tersebar di 10 kab/kota seluruh NTB 

No. Kab/Kota Jumlah Titik Mata Air 

1 Kota Mataram 2 

2 Kab. Lombok Barat 5 

3 Kab. Lombok Tengah 4 

4 Kab. Lombok Timur 3 

5 Kab. Lombok Utara 5 

6 Kab. Sumbawa Barat 3 

7 Kab. Sumbawa 4 
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No. Kab/Kota Jumlah Titik Mata Air 

8 Kab. Dompu 4 

9 Kota Bima 3 

10 Kab. Bima 3 

T O T A L 36 

 

Dinas LHK NTB juga telah melakukan identifikasi terhadap keberadaan mata air 

di beberapa kawasan strategis di NTB, antara lain KEK Mandalika, SAMOTA, dan 

Pelabuhan Bandar Kayangan. Terdapat 8 titik mata air di sekitar KEK Mandalika 

yang tersebar di Kec. Pujut (3 titik), Kec. Janapria (3 titik), dan Kec.Praya Barat 

Daya (3 titik). Sedangkan untuk kawasan SAMOTA terdapat 13 titik mata air 

yang tersebar di 4 kecamatan, antara lain Kec. Plampang (1 titik), Kec. Moyo 

Hilir (8 titik), Kec. Moyo Hulu (1 titik), dan Kec. Empang (1 titik). Untuk wilayah 

Pelabuhan Bandar Kayangan, terdapat 19 titik mata air yang tersebar di Kec. 

Gangga (8 titik), Kec. Kayangan (5 titik), dan Kec. Bayan (6 titik). 

Dengan demikian, jumlah realisasi perlindungan Mata Air di tahun 2017 

mencapai 485 titik. Sehingga capaian jumlah titik mata air tersebut melampaui 

target yang ditetapkan sebesar 417 titik. 

Identifikasi jumlah sumber mata air terlindungi sejak tahun 2016 sampai dengan 

tahun 2018 dirinci sebagaimana tabel berikut. 

 

Tabel 26. Perlindungan Mata Air Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 

NO Kabupaten/Kota 
Jumlah Mata Air Terlindungi 

2016 2017 2018 

1. Lombok Utara 36 42 49 

2. Lombok Barat 54 64 70 

3. Lombok Tengah 66 75 80 

4. Lombok Timur 70 76 82 

5. Sumbawa Barat 41 47 50 

6. Sumbawa 92 104 109 

7 Dompu 18 28 31 

8. Bima 19 23 30 

9. Kota Bima 16 22 24 

10. Kota Mataram 2 4 4 

 
JUMLAH 414 485 527 

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2018. 
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Adapun capaian kinerja untuk indikator Mata Air Terlindungi sejak Tahun 2014 

adalah sebagaimana tabel di bawah ini. 

Tabel 27. Perlindungan Mata Air NTB Beberapa Tahun Terakhir 

Aspek 2014 2015 2016 2017 2018 

Permata 
T R T R T R T R T R 

354 354 375 384 396 414 417 485 438 527 

Catatan : T adalah Target dan R adalah Realisasi 

 

Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah Dalam 
Renstra 

Berdasarkan target jangka menengah dalam Renstra Tahun 2013 – 2018 bahwa 

target titik mata air yang terlindung sesuai dengan target Perjanjian kinerja yaitu 

438 tiitk mata air yang terlindungi. Dengan demikian, realisasi yang dicapai 

melebihi target ditetapkan dalam Renstra. 

 

Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional 

Indikator perlindungan mata air tidak terdapat dalam standar nasional. 

  

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan serta alternative solusi 

yang telah dilakukan 

Keberhasilan pencapaian target perlindungan mata air di tahun 2018 didukung 

melalui pelaksanaan kegiatan perlindungan mata air dalam bentuk Lomba Desa 

PERMATA, peningkatan kapasitas kelompok pengelola mata air di 

Kabupaten/Kota Se-Provinsi NTB, pelibatan Penyuluh Lingkungan Swadaya 

(PLS). Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terkait 

pentingnya pengelolaan mata air sebagai sumber kehidupan. Upaya pembinaan 

terhadap pengelolaan mata air yang dilakukan oleh masyarakat diharapkan 

mendukung penyediaan sumber air secara lestari. Penilaian yang dilakukan oleh 

pemerintah diharapkan dapat menambah semangat masyarakat dan menjadi 

apresiasi pemerintah daerah kepada masyarakat akan peran serta dalam 

pengelolaan lingkungan terutama pemenuhan kebutuhan air.  
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Sebelum dilakukan penilaian lomba permata terlebih dahulu dilakukan kegiatan 

evaluasi pemenang lomba permata yang dihadiri oleh 60 peserta dari dinas 

Lingkungan Hidup se Provinsi NTB untuk menyeleksi mata air yang ada didaerah 

masing-masing. Lomba PERMATA ditujukan untuk seluruh kabupaten/kota di 

NTB. Ada beberapa aspek yang dinilai dalam lomba tersebut yaitu : 

1. Memiliki debit minimal 10 L/detik untuk wilayah Pulau Lombok dan 5 L/detik 

untuk wilayah Pulau Sumbawa 

2. Dikelola oleh kelompok pengelola mata air dan telah diterima manfaatnya 

oleh masyarakat sekitar 

3. Kelompok pengelola mata air sudah memiliki pola manajemen mata air yang 

bagus dan struktur kelembagaan yang kuat. 

Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh tim penilai pada tahun 2018 

ditetapkan 3 kelompok mata air sebagai pemenang :  

1. Juara I, Kelompok Mata air Ai Tiyu Sliyo, Kabupaten Sumbawa 

2. Juara II, Kelompok Mata air Mada Oi Wadu Kinda, Kota Bima 

3. Juara III, Kelompok Mata air Mada Oi Lanco, Kabupaten Bima 

 

Selain berbagai upaya di atas, terdapat beberapa upaya yang dilaksanakan oleh 

Dinas LHK NTB untuk mendorong pencapaian Indikator Kinerja mata air yang 

terlindungi antara lain : 

1. Menjadikan sekitar mata air sebagai area perlindungan, 

2. RHL vegetative (tutupan lahan) dan sipil teknis (mengurangi daya rusak air 

dan kadar lumpurnya). 

 

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja 

Program kegiatan yang menunjang pelaksanaan pencapaian target kinerja 

perlindungan mata air yaitu : 

1) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dengan kegiatan : 

a. Perlindungan Mata Air dengan Vegetasi/Civil Teknis dengan capaian 

kinerja yaitu pelaksanaan lokakarya Penyuluh Lingkungan Swadaya 

(PLS) Perlindungan Mata Air, lomba desa perlindungan mata air 

(Permata). 

b. Pengendalian dampak Perubahan Iklim dengan melaksanakan 

Pembinaan sekolah berwawasan green school dan Rakor Perlindungan 

lapisan ozon 
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Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Untuk capaian keberhasilan indikator kinerja Jumlah mata air yang terlindungi, 

dibutuhkan dukungan dari 1 program yaitu Program Perlindungan dan 

Konservasi Sumber Daya Alam. Dari hasil analisis efisiensi penggunaan sumber 

daya tersebut dapat dikatakan bahwa pencapaian indikator kinerja Jumlah mata 

air yang terlindungi dilakukan dengan penggunaan sumber daya yang efisien, 

karena capaian kinerja menunjukkan prosentase keberhasilan lebih tinggi 

daripada prosentase realisasi penggunaan dana. 

 

No 
Indikator 
Kinerja 
Sasaran 

Program 
Kinerja Keuangan 

Efisiensi 

Target Realisasi % Target Realisasi % 

1. Jumlah 

mata air 
yang 
terlindungi 

Perlindungan 

dan 
Konservasi 
Sumber 

Daya Alam 

438 527 120 528.103.400 494.086.200 93,56 Efisien 

 

 

4) Jumlah jenis produksi hasil hutan bukan kayu 

Target   :  5 jenis 

Realisasi  :  6 Jenis (120 %) 

Uraian  : 

 

Dalam rangka mengoptimalkan PAD melalui pemanfaatan sumber daya alam 

secara lestari yang salah satunya bersumber dari hasil hutan Bukan kayu, dinas 

LHK menetapkan target pengembangan jenis HBBK sebanyak 5 jenis pada 

Perjanjian Kinerja Tahun 2018. 

Saat ini Dinas LHK NTB sedang mengembangkan jenis tanaman HHBK dari 

wilayah hulu sampai ke hilirnya dalam rangka mewujudkan kemandirian 

pengelolaan hutan oleh setiap KPH. Selain itu juga, dalam rangka 

mengoptimalkan PAD melalui pemanfaatan sumber daya alam secara lestari yang 

salah satunya bersumber dari hasil hutan Bukan kayu. Oleh karenanya, Dinas 

LHK menetapkan target pengembangan jenis HBBK sebanyak 5 jenis pada 

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 meliputi kemiri, rotan, madu, kayu putih, dan 

nilam.  
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Capaian Kinerja Tahun 2018 

Capaian kinerja yang diperoleh dalam pengembangan produksi HHBK di tahun 

2018 adalah sebanyak 6 jenis dari target 5 jenis atau terealisasi 120 %. Jenis 

HHBK yang telah dikembangakan tersebut meliputi Kayu Putih, Nilam, Bambu, 

Madu, Rotan, dan Kemiri. 

 

Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya 

Di tahun sebelumnya, pengembangan produksi HHBK yang dapat dicapai 

sebanyak 5 jenis yaitu Kayu Putih, Nilam, Madu, Rotan, dan Kemiri. Upaya yang 

dilaksanakan dinas pada tahun 2017 dalam rangka pengembangan HHBK yaitu 

sebagai berikut : 

a. Pengembangan komoditas berupa Kemiri melalui perluasan areal 

penanaman,  

b. Pengembangan Rotan melalui pemberian kemudahan dalam proses 

perijinan bahkan sedang didorong agar pemanfaatan dan atau 

pemungutan rotan bisa melalui skema Kemitraan bersama KPH,  

c. Madu melalui pemberian bantuan peningkatan produksinya. Selain itu, 

khusus untuk HHBK jenis Madu, Dinas LHK membantu penyediaan biaya 

untuk Uji Laboratoriumnya. Uji tersebut untuk mengetahui kadar air dan 

kondisi madu secara utuh.  

d. Pengembangan Kayu Putih melalui perluasan areal dan sosialisasi 

kepada masyarakat terkait potensi pengembangannya, di KPH Rinjani 

Barat Pelangan Tastura bahkan sudah dimulai proses produksi minyak 

kayu putihnya. Salah satu produknya rencananya akan ditampilkan dalam 

NTB expo Tahun 2017. 

e. Pengembangan minyak atsiri dari tanaman Nilam melalui perluasan areal 

tanam dan pembangunan Pabrik Nilam. Pembangunan pabrik kayu putih 

dan nilam ini  adalah untuk menguatkan publikasi potensi HHBK yang 

memungkinkan dikembangkan di wilayah KPH di NTB. KPH lainnya yaitu 

KPH Ampang Riwo Soromandi, saat ini sedang mengembangkan Jahe 

Merah dalam skala percontohan di kawasan kemitraannya seluas 30 Ha. 
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Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah Dalam 

Renstra 

Bila dibandingkan dengan target pengembangan jenis HHBK pada Renstra 2013-

2018 maka capaian yang diperoleh di tahun 2018 melebih target yang ditetapkan 

yaitu 6 jenis dari target 5 jenis HHBK. 

 

Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional 

Tidaka terdapat standar nasional dalam indikator pengembangan produksi HHBK. 

 

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan serta alternative solusi 
yang telah dilakukan 

Keberhasilan yang dicapai dalam mencapai target pengembangan 6 jenis 

produksi HHBK didukung oleh upaya-upaya konkrit, yaitu : 

1) Kayu Putih melalui perluasan areal tanam di BKPH Rinjani Barat dan 

Pelangan Tastura, BKPH Rinjani Timur, dan BKPH Ampang Plampang; 

pembangunan pabrik kayu putih di BKPH Rinjani Barat dan Pelangan 

Tastura dan BKPH Pucak Ngengas Batu Lanteh; 

2) Nilam melalui perluasan areal tanam dan pembangunan Pabrik Nilam di 

wilayah BKPH Rinjani Barat Pelangan Tastura; 

3) Bambu, melalui pendataan potensi dan sosialisasi kepada masyarakat 

terkait potensi pengembangannya; 

4) Madu, melalui pemberian bantuan sapras untuk peningkatan kualitas dan 

kuantitas produksinya yang dilaksanakan pada BKPH Rinjani Barat 

Pelangan Tastura, BKPH Rinjani Timur, BKPH Ropang, BKPh Toffo Pajo 

Madapangga Rompu Waworada, dan BKPH Orong Telu Brang Beh, serta 

kegiatan sosialisasi pengembangan madu yang dilaksanakan di BKPH 

Tambora dan BKPH Orong Telu Brang Beh. 

5) Rotan, melalui sosialisasi terkait proses perijinan pemungutannya di BKPH 

Orong Telu Brang Beh, 

6) Kemiri, melalui perluasan areal penanaman di wilayah BKPH Ampang 

Plampang, Orong Telu Brang Beh, dan BKPH Tambora. 

Selain itu juga, dalam rangka pengembangan komoditas HHBK unggulan jenis 

lainnya yang berpotensi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar 

kawasan hutan, beberapa upaya yang dilaksanakan oleh Dinas LHK yaitu sebagai 

berikut: 

1) Gaharu melalui perluasan areal tanam di wilayah BKPH Rinjani Barat 

Pelangan Tastura,  
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2) Kayu manis melalui pemberian kemudahan dalam proses perijinan bahkan 

sedang didorong agar pemanfaatan dan atau pemungutan rotan bisa 

melalui skema Kemitraan bersama KPH di BKPH Orong Telu Brang Beh, 

3) Jahe merah melalui pengembangan demplot seluas 4 ha di BKPH Ropang 

dan perluasan areal tanam di BKPH Ampang Riwo Soromandi;  

4) Gadung melalui fasilitasi bantuan sapras dan pelatihan pengolahan produk 

di BKPH Ropang;  

5) Porang melalui fasilitasi bantuan sapras dan pelatihan pengolahan produk 

di BKPH Maria Donggomassa; 

6) Akar lonto melalui identifikasi potensi dan pengembangannya dan 

sosialisasi proses perizinan dalam pemungutan akar lonto di BKPH Orong 

Telu Brang Beh dan BKPH Sejorong Mataiyang Brang Rea;  

7) Sereh wangi melalui pembangunan pabrik penyulingan sereh wangi di 

BKPH Pucak Ngengas Batu Lanteh; dan  

8) Kopi melalui pemberian sapras pengolahan produk di BKPH Ampang Riwo 

Soromandi, perluasan areal tanam di BKPH Ampang Riwo Soromandi dan 

BKPH Sejorong Mataiyang Brang Rea. 

 

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja 

Program kegiatan yang menunjang pelaksanaan pencapaian target kinerja 

produksi hasil hutan bukan kayu yaitu : 

1) Program Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan dengan kegiatan sebagai 

berikut : 

a. Pengembangan Hasil hutan Baku Kayu Unggulan, capaian kinerja 

meliputi sosialisasi perijinan/kemitraan pemanfaatan kawasan dan 

hasil hutan di 11 lokasi, Launching Operasionalisasi HHBK Industri 

Wood Pellet, perluasan tanaman HBBK, penyediaan bantuan sapras, 

penyediaan data dan informasi potensi HHBK, fasilitasi pengolahan 

produk HHBK, dan penguatan kelembagaan kelompok HHBK. 

b. Pengembangan Jasa Lingkungan,  

Jasa lingkungan wisata alam terus dikembangkan dengan 

melaksanakan beberapa hal strategis meliputi : 

 Bimbingan teknis desain tapak KPH dan Tahura, bertujuan untuk 

memberikan pemahaman mengenai tata cara penyusunan desain 

tapak, lokasi kegiatan dilaksanakan di 4(Empat) lokasi kegiatan 

yang dipilih di Pulau Sumbawa, yaitu : 1) BKPH Ampang Riwo 

Soromandi, 2) BKPH Sejorong Mataiyang Brang Rea, 3) BKPH 

Tambora dan 4) BKPH Maria Donggomasa. Sedangkan satu lokasi 

kegiatan yang terpilih di Pulau Lombok yaitu Taman Hutan Raya 

Nuraksa. 
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 Menyusun dokumen desain tapak pariwisata alam sebanyak 5 

(lima) dokumen. Adapun dokumen desain tapak tersebut antara 

lain : Air Terjun Agal dan Desa Wisata Batudulang (BKPH Pucak 

Ngengas Batu Lanteh), Gili Banta (BKPH Maria Donggomassa), Gili 

Petagan (BKPH Rinjani Timur),  dan DAM Mila (BKPH Ampang riwo 

Soromandi).  

 Penyusunan dokumen penataan zona/blok dan dokumen rencana 

pengelolaan wilayah Tahura  

 Bimbingan teknis dan pembinaan pemanfaatan jasa lingkungan 

desa Marente kecamatan Alas, desa  Serading kecamatan Moyo 

Hilir, desa Lenangguar dan Desa Sempe Kab. Sumbawa.  

 fasilitasi kemitraan di dusun punik desa Batu Dulang kec. Batu 

Lanteh, desa Marente kec. Alas Kabupaten Sumbawa, desa 

Lenangguar dan Desa Sempe Kab. Sumbawa. 

 Penyediaan sarana dan prasarana wisata alam, meliputi 

pembangunan relling geopark di air terjun tiu teja; gardu 

pandang/selfie point dan jalan wisata di menuju air terjun 

Segenter; tempat peristirahatan/berugak di air terjun Tiu Tiding; 

tempat selfi point di wisata pusuk pass; tangga jalan dan toilet di 

Air terjun Gn. janggot; pintu gerbang masuk wisata alam Ranget; 

kamar ganti, MCK, dan instalasi air bersih di wisata Alam Pantai 

Pink, Sekaroh; serta peralatan outbond di wisata alam Serading 

Sumbawa. 

 

c. Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat  

Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui skema Perhutanan 

Sosial meliputi kemitraan kehutanan, Hutan Tanaman Rakyat (HTR), 

Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Adat, dan Hutan Desa terkait 

pemanfaatan kawasan hutan dan hasilnya antara masyarakat dan 

pihak KPH semakin ditingkatkan. Dalam APBD 2018, kegiatan ini 

menjadi salah satu prioritas yang dilaksanakan. Upaya yang 

dilaksanakan meliputi : 

 fasilitasi Kelompok Usaha Produktif (KUP) dan pemberian/hibah 

bantuan berupa stup dan koloni Madu Trigona yang diarahkan 

kepada Kelompok Tani Hutan (KTH) berdasarkan usulan dari BKPH 

dan proposal yang disampaikan oleh kelompok. Kelompok tersebut 

meliputi KTH Makmur Jaya (Lombok Utara), Gapoktan Puncak 

Semaring (Kab. Rinjani Timur), dan KTH Keluarga Mandiri (Kab. 

Sumbawa).  
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 Pembentukan Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP) 

sekaligus pemberian sarana penunjang kegiatan penyuluhan. SPKP 

yang terbentuk meliputi KTH Maju Bersama (Lombok Tengah), KTH 

Gunung Pemanto Datu (Sumbawa Barat), dan KTH Samoko 

(Ropang) 

 Pelaksanaan Lomba Wana Lestari sebagai wujud apresiasi 

pemerintah terhadap prestasi yang dicapai oleh kelompok tani 

hutan, penyuluh kehutanan dan penyuluh kehutanan swadaya 

masyarakat (PKSM). Lomba tersebut dilaksanakan dengan 3 

kategori, yaitu kategori Kelompok Tani Hutan (KTH) yang 

dimenangkan oleh KTH Harapan Bersama (Lombok Timur), kategori 

Penyuluh Kehutanan ASN yang dijuarai oleh Christin Jiwan, S.Hut. 

(BKPH Rinjani Barat Pelangan Tastura), dan kategori PKSM 

dimenangkan oleh Ahmad Nur, S.Pd. (Lombok Tengah). 

 Penyediaan materi penyebar luasan informasi kehutanan 

 Pembinaan dan monitoring perhutanan sosial yang dilaksanakan di 

12 kelompok binaan 

 

d. Pengembangan Industri dan Pemasaran Hasil Hutan dengan capaian 

kinerja pengembangan produk HHBK (kayu putih, nilam), dan 

peningkatan aksesibilitas menuju kawasan industri pengolahan produk 

HHBK,  

e. Pengendalian Pengelolaan dan Peredaran Hasil Hutan dengan capaian 

kinerja yaitu peningkatan pemahaman masyarakat tentang regulasi 

Pengelolaan dan Peredaran Hasil Hutan, bimwasdal ijin pemanfaatan 

hasil hutan, pendataan data potensi hasil hutan,  Pembinaan dan 

fasilitasi perizinan. 

 

 

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Untuk capaian keberhasilan indikator kinerja Jumlah jenis produksi hasil hutan 

bukan kayu, dibutuhkan dukungan dari 1 program yaitu Program Pemanfaatan 

potensi sumberdaya hutan. Dari hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya 

tersebut dapat dikatakan bahwa pencapaian indikator kinerja Jumlah jenis 

produksi hasil hutan bukan kayu dilakukan dengan penggunaan sumber daya 

yang efisien, karena capaian kinerja menunjukkan prosentase keberhasilan lebih 

tinggi daripada prosentase realisasi penggunaan dana. 
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No 

Indikator 

Kinerja 
Sasaran 

Program 
Kinerja Keuangan 

Efisiensi 

Target Realisasi % Target Realisasi % 

1. Jumlah 
jenis 

produksi 
hasil hutan 

bukan 
kayu 

Pemanfaatan 
potensi 

sumberdaya 
hutan 

5 jenis 6 jenis 120 6.942.291.029 6.075.132.407 87,51 Efisien 

 

 

 

 

5) Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi 

Target   :  3.300 ha 

Realisasi  :  10.814,68 Ha (327,72 %) 

Uraian   : 

Kerusakan fungsi hutan dan lahan yang diidentifikasi sebagai lahan kritis di 

Provinsi NTB berdasarkan Penetapan penafsiran citra landsat tahun 2013 adalah 

seluas 578.645,97 Ha dengan komposisi lahan sangat kritis 23.218,61 ha; kritis 

154.358,31 Ha; dan agak kritis 401.069,05 Ha. Kerusakan hutan dan lahan 

sudah tersebar di semua fungsi kawasan sehingga menjadi ancaman yang cukup 

serius bagi daya dukung DAS baik fungsinya sebagai penyangga kehidupan 

maupun peran hidrologis DAS. Indikator adanya degradasi fungsi DAS 

ditunjukkan dengan meningkatnya bencana alam banjir, longsor dan kekeringan 

yang melanda di sebagian besar wilayah Provinsi NTB pada dekade ini.  

Melihat kondisi demikian, berdasarkan aturan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah  dimana Urusan 

Pemerintahan bidang kehutanan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah 

Provinsi serta Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi 

dan Reklamasi Hutan, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi 

NTB mengambil langkah strategis guna mengendalikan laju kerusakan lahan di 

luar kawasan hutan melalui upaya rehabilitasi lahan kritis baik di dalam dan luar 

kawasan hutan. 

 

Capaian Kinerja Tahun 2018 

Di tahun 2018, dilaksanakan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) melalui 

penanaman di dalam dan luar kawasan hutan seluas 10.814,68 ha melalui dana 

APBN dan APBD serta pihak lainnya. Dengan demikian. Capaian luas hutan dan 

lahan  kritis yang direhabilitasi melebihi target yaitu terealisasi 10.814,68 HA dari 

target seluas 3.300 ha atau tercapai 327 %.  
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Berikut rincian luas areal kegiatan RHL tahun 2018 yang bersumber dari APBD 

dan APBN dengan total luasan 4.188,75 ha disajikan pada tabel berikut. 

 

 

Tabel 28 Rincian luas areal kegiatan RHL tahun 2018 melalui vegetatif yang 

bersumber dari DANA APBD Tahun 2018 

No Balai 
Luas 

(Ha) 
Kegiatan Jenis Tanaman 

1 
Balai Tahura 

Nuraksa 
28,75 

Pengkayaan 

tanaman 

pinang , tanaman 

khas NTB, durian 

kane, manggis , duku 

2 
BKPH Rinjani Barat 

Pelangan Tastura 
100,00 Bibit sosial Kayu putih 

3 
BKPH Ampang 

Riwo Soromandi 
200,00 

Pengkayaan 

tanaman dan 

HHBK Unggulan 

kemiri, durian 

nangka, alpukat 

4 BKPH Tambora 25,00 
Penanaman tahun 

awal 

rambutan, kemiri, 

jambu mente, 

nangka 

5 
BKPH Maria 

Donggo Massa 
146,00 

Bibit sosial dan 

Border Trees 

sengon laut, mahoni, 

kepuh, nangka, 

mete, kemiri 

6 
BKPH Rinjani 

Timur 
300,00 

Bibit sosial dan 

pengkayaan 

tanaman 

nangka, mahoni, 

sengon laut,kemiri, 

gmelina, asam , 

gaharu, sawo 

7 

BKPH Sejorong 

Mataiyang Brang 

rea 

25,00 
Pengkayaan 

tanaman 

mahoni, gmelina, 

nangka, trembesi 

8 

BKPH Pucak 

Ngengas Batu 

Lanteh 

14,00 
Pengkayaan 

tanaman  

9 
BKPH Orong Telu 

Brang Beh 
20,00 

Pengkayaan 

daerah tangkapan 

air 

kemiri, keluih, 

mahoni, beringin 

10 BKPH Ropang 40,00 
Pengkayaan luar 

kawasan 
Kemiri, beringin 

11 

BKPH Toffo Pajo 

Madapangga 

Rompu Waworada 

50,00 Bibit sosial Mahoni, jati, jabon 
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No Balai 
Luas 

(Ha) 
Kegiatan Jenis Tanaman 

12 

BKPH Ampang 

Plampang 35,00 
Penanaman dalam 

dan luar kawasan 

jati, mahoni, kemiri, 

nangka, sukun, kayu 

putih 

TOTAL 983,75 
 

 

 

Tabel. 29. Rincian pelaksanaan penanaman RHL tahun 2018 melalui sumber 
APBN 

No Balai 

RHL Pasca 
Bencana & 

Ketahanan 
Pangan 

RHL 

PO,P1,P2 
TOTAL 

1. BKPH Rinjani Barat 

Pelangan Tastura  
- 400 400 

2. BKPH Ampang Riwo 
Soromandi 

200 250 450 

3. BKPH Tambora 
 

0 0 

4. BKPH Maria Donggo 
Massa 

150 255 405 

5. BKPH Rinjani Timur 150 300 450 

6. BKPH Sejorong 
Mataiyang Brang rea 

300 350 650 

7. BKPH Pucak Ngengas 

Batu Lanteh 
- 0 0 

8. BKPH Orong Telu Brang 
Beh 

- 0 0 

9. BKPH Ropang 200 275 475 

10. BKPH Toffo Pajo 
Madapangga Rompu 

Waworada 

- 200 200 

11. BKPH Ampang Plampang - 175 175 

 JUMLAH 1.000 2.205 3.205 

 

 

Selain kegiatan Rehabilitasi hutan dan lahan yang bersumber dari dana APBD 

dan APBN, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB berkolaborasi 

dengan instansi terkait lainnya melalui RHL pasca bencana dan mendorong  

pelaksanaan kewajiban RHL oleh para pemegang ijin pinjam pakai kawasan 

hutan yang ada di NTB, sehingga secara keseluruhan, kegiatan RHL di Provinsi 

NTB sebagaimana tabel di bawah ini. 
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Tabel 30 Rekapitulasi Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2018 

No Pelaksana Luas (Ha) Kegiatan 

1 Dinas LHK (APBD Provinsi NTB) 983,75 
Penanaman (P0, P1), Bibit 

Sosial 

2 
BPBP Provinsi NTB (APBD Provinsi 
NTB) 

5.539,00 
Rehabilitasi Penanganan 

Pasca Bencana 

3 BPDAS Dodokan Moyosari (APBN) 3.205,00 

RHL PN Pasca & Rawan 

Bencana, RHL PN 
Ketahanan Pangan. 

Pembuatan Tanaman (P0) 

dan Pemeliharaan 
Tanaman (P1 dan P2) 

4 Pihak Lainnya : 
  

 
a. Gunung Sasak oleh PLN 5,93 Penanaman RHL 

 
b. Koenesia 1.000,00 Penanaman RHL 

 
c. Sumbawa Juta Raya 75,00 Penanaman RHL 

 
d. PT Xl Axia 6,00 Penanaman RHL 

JUMLAH 10.814,68  

 

 

Upaya lainnya yaitu dengan merehabilitasi daerah tangkapan air melaui 

pembuatan bangunan sipil teknis yang berfungsi untuk mempertahankan 

tanah dan air dari di sekitar daerah tangkapan atau sebagai bangunan 

pengedali erosi, sedimentasi dan banjir, sehingga lahan dan air dapat 

dimanfaatkan secara optimal. Di tahun 2018, telah dibangun 315 bangunan 

sipil teknis di beberapa wilayah KPH NTB melalui sumber dana APBD dan 

APBN (BPDAS Dodokan Moyosari), dengan rincian 45 unit DAM Penahan, 

Sumur Resapan Air (SRA) 50 unit, Pengendali Jurang (Gully Plug/GP) 200 unit. 

Berikut disajikan tabel rincian pembangunan sipil teknis dengan alokasi APBD 

dan APBN Tahun 2018. 

Tabel 31 Rincian pembangunan sipil teknis dengan alokasi APBD dan APBN 

Tahun 2018 

N

o 

Jenis 

kegiatan 

Target 

unit 

Sasara

n 

Jumlah KPH Lokus lokasi 

SUMBER APBD 

A Pembuatan Bangunan Sipil Teknis 

1 Pembuatan 

Dam 

Penahan 

5 Unit Lombok 

Timur 

5 Unit Rinjani 

Timur 

Desa Gunung Malang 

Kecamatan Pringgabaya 

Kab. Lombok Timur 

  5 Unit Bima 

dan 

Kota 

Bima 

3 Unit Maria 

Donggoma

sa 

Desa Tarlawi Kecamatan 

Wawo Kabupaten Bima 

    Bima 2 Unit Maria Kelurahan Jatibaru 
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N

o 

Jenis 

kegiatan 

Target 

unit 

Sasara

n 

Jumlah KPH Lokus lokasi 

dan 

Kota 

Bima 

Donggoma

sa 

Kecamatan Asakota Kota 

Bima 

SUMBER APBN (BPDAS DODOKAN MOYOSARI) 

A PN Ketahanan Pangan 

1 Pembuatan 

DPn 

5 Unit Lombok 

Timur 

5 Unit Rinjani 

Timur 

Desa Prigi Kec. Swela 

Kab. Lombok Timur 

2 Pembuatan 

Gully Plug 

20 Unit Lombok 

Timur 

20 Unit Rinjani 

Timur 

Desa Prigi Kec. Swela 

Kab. Lombok Timur 

B PN Pembangunan Wil/ Rawan & Pasca Bencana 

1 DAM 

Penahan 

30 Unit Bima 

dan 

Kota 

Bima 

5 Unit Maria 

Donggoma

sa 

Desa Kombo kec Wawo 

dan kaowa kec. Lambitu 

Kab Bima 

    Sumba

wa 

5 Unit Ropang Desa Mama, Sepukur, 

LendangGuar, Ropang 

    Sumba

wa 

Barat 

5 Unit Brang Rea 
Desa Air Suning & Desa 

Kanar Kec Seteluk 

    Dompu 5 Unit Soromandi Desa Banggo Kec. 

Manggelewa Dompu 

    Lombok 

Timur 

5 Unit Rinjani 

Timur 

Desa Sugian Kec. 

Sambelia Kab. Lombok 

Timur 

    Lombok 

Barat 

5 Unit Rinjani 

Barat 

Klui Desa Malaka Tanjung 

Lombok Utara, Pusuk 

Lestari Desa Kekait, Desa 

Sesaot 

         
2 Gully Plug 

(GP) 

200 Unit Bima 

dan 

Kota 

Bima 

25 Unit Maria 

Donggoma

sa 

Desa Kombo kec Wawo 

dan kaowa kec. Lambitu 

Kab Bima 

    Sumba

wa 

50 Unit Ropang Desa Mama, Sepukur, 

LendangGuar, Ropang 

    Sumba

wa 

Barat 

50 Unit Brang Rea 
Air Suning, Kanar Kec 

Seteluk 

    Dompu 25 Unit Soromandi Desa Banggo, Kec. 

Manggelwa Desa Riwo, 

Desa Mumbu Kec. Woja 

    Lombok 

Timur 

25 Unit Rinjani 

Timur 

Desa Sugian Kec. 

Sambelia Lombok Timur 

    Lombok 

Barat 

25 Unit Rinjani 

Barat 

Klui Desa Malaka Tanjung 

Lombok Utara, Pusuk 

Lestari Desa Kekait, Desa 

Kec. Gng Sari , Suranadi 

Kec. Narmada Lobar. 
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N

o 

Jenis 

kegiatan 

Target 

unit 

Sasara

n 

Jumlah KPH Lokus lokasi 

         
3 Pembuatan 

Bangunan 

SRA 

50 Unit Sumba

wa 

(DAS 

Moyo) 

50 Unit Ropang  

         
 Total Bangunan :     

 - Sumur Resapan Air (SRA) 50 Unit   

 - DAM Penahan (DPN) 45 Unit   

 - Gully Plug (GP) 220 Unit   

 JUMLAH 315 Unit   

 

 

Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya 

Realisasi program RHL di wilayah NTB pada Tahun 2017 mencapai lebih dari 350 

% atau terealisasi 6.393,5 hektar dari target 2.400 hektar. Program RHL banyak 

didukung oleh para pihak di luar OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

yaitu melalui pelaksanaan kewajiban para pemegang ijin Pinjam Pakai Kawasan 

Hutan dan dukungan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat dalam bentuk 

pembagian bibit dan penanaman. 

Terdapat beberapa perusahaan pemegang ijin pinjam pakai kawasan hutan yang 

telah melakukan RHL di wilayah kerjanya antara lain PT. Sumbawa Juta Raya 

memiliki rencana penanaman dan pemeliharaan DAS pada kawasan Hutan 

Lindung seluas 1.103 ha dalam wilayah DAS Moyo, Kec. Lopok Kab. Sumbawa. 

Hal ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan RI Nomor SK.5640/Menlhk-PDASHL/KTA/DAS.1/10/2017 tentang 

Penetapan Lokasi Penanaman dalam Rangka Rehablitasi Daerah Aliran Sungai 

Atas Nama PT.  Sumbawa Juta Raya tanggal 26 Oktober 2017. Kegiatan 

penanaman dan pemeliharaan dilakukan secara bertahap sampai pada tahun 

2026.  

Dukungan lainnya juga berasal dari GAIA yang memberikan bantuan bibit dan 

melaksanakan penanaman bersama dengan masyarakat sebanyak 112.500 

batang pada lahan seluas ± 500 hektar. Adapun masyarakat yang dilibatkan 

berasal dari Kabupaten Lombok Tengah, antara lain Desa Aik Bual, Desa Aik 

Berik, Desa Setiling, Desa Lantan, dan Desa Kr. Sidemen. 

Terdapat juga kegiatan RHL dari sumber dana APBN melalaui BPDASHL Dodokan 

Moyosari seluas 600 hektar dengan 2 jenis kegiatan berupa RHL Lahan Kritis 

seluas 525 hektar dan RHL Daerah Tangkapan Air seluas 75 ha. Selanjutnya, 

dukungan penanaman juga diperoleh dari PT. Sadhana Arif Nusa seluas 367 
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hektar dan total seluruh kegiatan Hari Menanam Pohon Indonesia di wilayah NTB 

seluas 12,5 hektar. 

Sedangkan untuk PT XL Axiata, telah melaksanakan rehabilitasi seluas 6 ha di 

Desa Mama, Kec. Lopok Kab. Sumbawa. Kemudian di wilayah BKPH Ampang 

Plampang sudah ditandatangani Perjanjian Kerjasama dengan CV. Sahabat 

Forestry untuk penanaman dengan jenis tanaman Sengon Salomon 

(Paraserianthes falcataria) pada areal efektif seluas ± 1.000 hektar. 

Selanjutnya upaya lainnya yaitu merehabilitasi daerah tangkapan yang dilakukan 

dengan membangun 13 unit bangunan sipil teknis berupa DAM Penahan  dan 

DAM Pengendali sebanyak 7 unit yang bersumber dana APBD. Bangunan 

tersebut berfungsi mempertahankan tanah dan air dari kehilangan  dan 

kerusakannya melalui pengendalian erosi, sedimentasi dan banjir, sehingga lahan 

dan air dapat dimanfaatkan secara optimal. 

 

Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah Dalam 
Renstra 

Berdasarkan Renstra Tahun 2013 – 2018 bahwa target luas hutan dan lahan 

yang direhabilitasi untuk tahun 2018 sesuai dengan target dalam Perjanjian 

Kinerja Tahun 2018 yaitu seluas 3.300 ha. Hal ini berarti, capaian hutan dan 

lahan yang direhabilitasi tahun 2018 melampui target tersebut yaitu sebesar 

10.814,68 Ha atau terealisasi 327 %.   

Dengan demikian, capaian luasan hutan dan lahan kritis yang terehabilitasi sejak 

tahun 2014 – 2018 seluas 45.044,784 ha dengan sumber anggaran dari APBD 

Provinsi, APBN, dan pihak lainnya. Selanjutnya bila dibanding dengan target yang 

ditetapkan sampai dengan kondisi akhir periode Renstra (2014 – 2018) yaitu 

seluas 11.387 Ha, maka capaian tersebut melampui target yang ditetapkan 

dalam Renstra yaitu sekitar 395,58 %. Berikut rincian luas hutan dan lahan yang 

terehabilitasi sejak tahun 2014 – 2018 melalui sumber dana APBD Provinsi, 

APBN, dan pihak lainnya disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 32. Rincian luas hutan dan lahan yang terehabilitasi sejak tahun 2014 – 

2018 melalui sumber dana APBD Provinsi, APBN, dan pihak lainnya. 

NO TAHUN 
ANGGARAN 

LUAS AREAL REHABILITASI (HA) 
TOTAL (HA) 

APBD PROV APBN DANA LAINNYA 

1 2014 2.081 880 875 3.836,35 

2 2015 2.663 9.660 58 12.381,25 

3 2016 3.551 7.354 714 11.619,00 

4 2017 3.908 600,00 1.885,50 6.393,50 

5 2018 6.522,75 3.205,00 1.086,93 10.814,68 

JUMLAH 18.726,00 21.699,00 4.619,78 45.044,78 
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Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional 

Dalam Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Tahun 2015 – 

2019, menetapkan target untuk indikator kinerja lahan kritis berkurang seluas 

1,25 juta hektar melalui rehabilitasi di dalam KPH dan DAS untuk di tahun 2018 

dan sehingga diharapkan target sampai dengan tahun 2018 Renstra (2015 – 

2018) dapat menurunkan luasan hutan dan lahan kritis seluas 5 juta ha. Dengan 

demikian, bila dibandingkan target RHL Renstra KLHK tahun 2018 dengan 

capaian luasan RHL yang dilaksanakan dinas LHK Provinsi NTB di tahun 2018 

baru berkontribusi  sekitar 0,87 % dari target nasional. Selanjutnya, capaian RHL 

sampai dengan tahun 2014 – 2018 oleh dinas LHK mampu berkontribusi sekitar 

0,90 % dari target sampai dengan tahun ke IV(2018) periode Renstra 

Kementerian LHK RI . 

 

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan serta alternative solusi 
yang telah dilakukan 

Keberhasilan yang dicapai dalam penanganan luasan hutan dan lahan kritis yang 

direhabilitasi selama 5 tahun terakhir (periode Renstra 2014 – 2018) sebagai 

bukti meningkatnya perhatian para pihak, termasuk kebijakan Pemerintah 

Provinsi NTB yang menjadikan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai 

salah satu arah kebijakannya. Program RHL banyak didukung oleh para pihak di 

luar OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu melalui pelaksanaan 

kewajiban para pemegang ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan dukungan 

beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat dalam bentuk pembagian bibit dan 

penanaman.  

 

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja 

Program kegiatan yang menunjang pelaksanaan pencapaian target kinerja Luas 

hutan dan lahan yang direhabilitasi yaitu : 

1) Program Rehabilitasi dan Pemberdayaan Masyarakat meliputi kegiatan : 

a. Rehabilitasi Daerah Tangkapan Air, capaian kinerja meliputi sosialisasi 

RHL pada 18 sekolah di sekitar kawasan hutan dan identifikasi mata air 

dan rehabilitasi lahan kritis, penanaman di daerah tangkapan air (DTA) 

pada wilayah BKPH Ampang Riwo Soromandi, Ampang Plampang, dan 

BKPH Orong Telu Brang Beh 
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b. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis, capaian kinerjanya meliputi fasilitasi 

kegiatan Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI), Lomba penanaman 

dan pemeliharaan pohon, pembangunan sipil teknis berupa 10 unit 

Dam Penahan di wilayah BKPH Rinjani Timur dan BKPH Maria 

Donggomasa, serta penanaman lahan kritis luar kawasan hutan pada 

wilayah Balai Tahura Nuraksa, BKPH Rinjani Barat Pelangan Tastura, 

Tambora, Maria Donggomasa, BKPH Rinjani Timur, BKPH Sejorong 

Mataiyang Brang Rea, BKPH Pucak Ngengas Batu Lanteh, BKPH 

Ampang Plampang, BKPH Ropang, dan BKPH Toffo Pajo Madapangga 

Rompu Waworada. 

c. Pengelolaan DAS, capaian kinerjanya meliputi dokumen identifikasi 

kondisi DAS prov. NTB, FGD forum pengelolaan DAS, dan fasilitasi rakor 

pengelolaan DAS.  

2) Melalui sumber APBN BPDAS Dodokan Moyosari, pelaksanaan rehabilitasi 

hutan dan lahan dengan penanaman vegetatif dilaksanakan seluas 3.205 ha 

meliputi penanaman RHL PN Pasca & Rawan Bencana dan RHL ketahanan 

pangan seluas 1.000 ha, penanaman di tahun awal (P0), tahun I (P1), dan 

tahun II (P2) seluas 2.205 ha. 

 

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Untuk capaian keberhasilan indikator kinerja Luas hutan dan lahan yang 

direhabilitasi, dibutuhkan dukungan dari 1 program yaitu Program Rehabilitasi 

dan Pemberdayaan Masyarakat. Dari hasil analisis efisiensi penggunaan sumber 

daya tersebut dapat dikatakan bahwa pencapaian indikator kinerja Luas hutan 

dan lahan yang direhabilitasi dilakukan dengan penggunaan sumber daya yang 

efisien, karena capaian kinerja menunjukkan prosentase keberhasilan lebih tinggi 

daripada prosentase realisasi penggunaan dana. 

 

No 

Indikator 

Kinerja 
Sasaran 

Program 
Kinerja Keuangan 

Efisiensi 

Target Realisasi % Target Realisasi % 

1. Luas hutan 

dan lahan 
yang 
direhabilita

si 

Rehabilitasi 

dan 
Pemberdaya
an 

Masyarakat 

3.300 

ha 

10.814,68 

Ha 

327,72 3.107.617.930 2.987.213.392 96,13 Efisien 
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6) Jumlah desa yang terlibat dalam pengamanan hutan 

Target   :  486 desa (7.416 ha) 

Realisasi  :  486 desa (43.438 ha) (100 %) 

Uraian  : 

 

Berkenaan dengan maraknya illegal logging dan pengrusakan hutan yang terjadi 

saat ini maka diperlukan keterlibatan para pihak dalam penanganan kasus 

kehutanan melalui koordinasi intensif antar KPH dengan KPH lainnya serta antar 

kehutanan dengan para pihak.  

Terkait dengan keterlibatan para pihak dalam penanangan kasus kehutanan, 

selain menjalin koordinasi dengan pihak KPH, Polri dan TNI, otoritas pelabuhan, 

dan Kominda, dinas melalui lembaga KPH juga melibatkan peran masyarakat 

dalam perlindungan kawasan hutan melalui keterlibatan tenaga pengamanan 

hutan swadaya yang berasal dari masyarakat di sekitar kawasan hutan. Hal ini 

juga bertujuan untuk Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang perlindungan 

hutan dan pengamanan kawasan hutan 

 

 

Capaian Kinerja Tahun 2018 

 

Di tahun 2018, dinas menjalin keterlibatan peran serta masyarakat di 486 desa 

sekitar kawasan hutan dalam rangka mendukung kegiatan perlindungan sumber 

daya alam, salah satunya dengan merekrut tenaga pengamanan hutan swadaya 

di masing-masing KPH. Tenaga pengamanan swadaya ini berasal dari 

masyarakat yang ada di sekitar kawasan hutan dan mewakili desa-desa di sekitar 

kawasan hutan, dengan salah satu nilai pokok dalam rekrutmennya adalah nilai 

ketokohannya. Jumlah perekrutan tenaga pamhut yang tersebar di 11 kPH 

sebanyak 473 orang. Distribusi jumlah tenaga pengamanan pada 11 KPH dan 1 

balai Tahura berkisar antara 40 sampai dengan 100 orang. Jumlah ini akan 

disesuaikan selanjutnya dengan kebutuhan riil KPH di tingkat lapangan. 

Diharapkan setiap KPH mampu melaksanakan patrol secara rutin di wilayahnya 

dengan menentukan wilayah-wilayah yang menjadi prioritas penanganan. 

Data/informasi kegiatan pengamanan hutan masih terkendala input dari masing-

masing KPH. Seharusnya data ini berisi tentang data gangguan keamanan hutan, 

data kebakaran hutan, termasuk hal-hal apa yang sudah dilakukan untuk 

menanganinya. Jika dalam 1 kali patroli dapat menjangkau areal seluas 10 ha 

setiap harinya, maka sampai Desember 2018 ini sudah mampu menjangkau 

wilayah seluas ± 43.438 ha atau jauh di atas target yang ditetapkan. 
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Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Sebelumnya 

Di tahun sebelumnya, dinas melibatkan tenaga pengamanan hutan partisipatif 

sebanyak 259 orang meliputi 75 orang dari sumber dana APBN dan sisanya 184 

orang dari dana APBD. Dengan tambahan tenaga pengamanan hutan tersebut, 

jika setiap KPH melaksanakan patrol minimal 120 hari dalam setiap tahun 

dengan daya jelajah patroli di atas 10 Ha setiap harinya, maka dengan adanya 

11 Unit KPH yang bergerak secara simultan, maka akan ada lebih dari 11.000 Ha 

wilayah kawasan hutan yang terlindungi setiap tahunnya. Dengan target 6.850 

Ha, dinas LHK mampu mengcover wilayah seluas ± 25.698 ha atau jauh di atas 

target yang ditetapkan. Dengan demikian, jangkauan luasan wilayah hutan yang 

dilindungi lebih luas di tahun 2018 dibanding tahun 2017 atau meningkat 69% 

dari tahun 2017. 

 

Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah Dalam 
Renstra 

Bila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2013 – 2018 yaitu target areal 

hutan terlindungi sampai dengan akhir periode renstra (2018) yaitu seluas 

32,552.90 ha, maka capaian luasan areal yang terlindungi di tahun 2018 

melampui target yang ditetapkan atau terealisasi 133 % dari besaran target. 

 
 

Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional 

Tidak termuat standar nasional dalam indikator kinerja jumlah desa yang terlibat 

dalam pengamanan hutan 

 

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan serta alternative solusi 

yang telah dilakukan 

Beberapa hal yang mendukung keberhasilan dalam pencapaian jumlah desa yang 

dilibatkan dalam perlindungan kawasan hutan : 

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat terutama masyarakat dalam 

kawasan hutan dalam mendukung pelestarian sumber daya alam 

mengingat segala musibah/bencana alam yang terjadi beberapa tahun 

terakhir salah satunya disebabkan karena rusaknya kawasan hutan oleh 

ulah manusia sendiri. 
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2. Dukungan anggaran yang meningkat dari tahun sebelumnya yaitu di 

tahun 2017. Pada Tahun 2018, jumlah anggaran untuk program 

Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Hayati adalah sebesar Rp. 

15.548.545.270,- atau melonjak 143 % jika dibandingkan anggaran Tahun 

2017 sebesar Rp. 10.846.012.995,-. Peningkatan jumlah anggaran ini 

menyebabkan peningkatan pada cakupan luas areal kawasan hutan yang 

bisa dilindungi melalui kegiatan Pengamanan Hutan. Keberadaan Satgas 

Pengamanan sampai di tingkat lapangan juga turut mendukung 

kelancaran program tersebut. 

 

 

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun 

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja 

Program kegiatan yang menunjang pelaksanaan pencapaian target kinerja desa 

yang terlibat dalam pengamanan hutan yaitu program Perlindungan Dan 

Konservasi Sumber Daya Hutan yang terdiri dari kegiatan : 

1) Operasi Pengamanan Hutan, di tahun 2018 fokus utama kegiatan ini adalah 

mendukung kegiatan perlindungan hutan dengan indikator Perlindungan 

seluas 3.350 Ha. Dinas LHK NTB mengalokasikan biaya bagi kegiatan patroli 

rutin di setiap KPH. Biaya ini untuk mendukung salah satu inovasi Dinas LHK 

yaitu pengamanan hutan berlapis dimana petugas lapangan melaksanakan 

penjagaan selama 24 jam dan 7 hari seminggu.  

Selain itu juga dilakukan koordinasi intensif antar KPH sehingga setiap 

informasi dari salah satu KPH langsung ditindaklanjuti oleh KPH di sekitarnya 

atau yang menjadi jalur lintasan peredaran hasil hutan illegalnya. Upaya 

perlindungan juga dilakukan melalui penyampaian informasi dengan 

menyediakan papan informasi dan papan larangan pada wilayah KPH dengan 

harapan masyarakat atau publik mengetahui batas-batas kawasan hutan di 

tingkat lapangan. 

Dinas LHK NTB juga melakukan penguatan Satgas Pencegahan dan 

Pemberantasan Perusakan Hutan Provinsi NTB Tahun 2018 Provinsi NTB 

Tahun 2018 yang terdiri dari Gubernur, Kapolda NTB, Danrem NTB, Kajati 

NTB. Satgas ini diketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTB dengan anggota 

yang terdiri dari para pihak yang berasal dari unsur-unsur TNI, Polri, 

Kejaksaan, Pol PP, Polhut sampai ke tingkat lapangan. Selain Satgas tersebut 

di atas, Dinas LHK NTB juga membentuk Satgas Pengendali Operasi 

Perusakan Hutan Provinsi NTB Tahun 2018 yang terdiri dari para Dandim, 

Kajari dan Kapolres pada beberapa kabupaten.  
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Dalam kegiatan ini juga dialokasikan anggaran untuk pengurusan barang 

bukti, biaya pemberkasan tindak pidana kehutanan dan belanja jasa tenaga 

pengamanan hutan swadaya masyarakat. Tenaga pengamanan swadaya ini 

berasal dari masyarakat yang ada di sekitar kawasan hutan dengan salah 

satu nilai pokok dalam rekrutmennya adalah nilai ketokohannya. Distribusi 

jumlah tenaga pengamanan pada 11 KPH dan 1 balai Tahura berkisar antara 

40 sampai dengan 100 orang. Jumlah ini akan disesuaikan selanjutnya 

dengan kebutuhan riil KPH di tingkat lapangan. Dalam kegiatan ini juga 

dialokasikan pengurusan Buku PAS dan SIM Senjata api, termasuk biaya 

untuk pelatihan menembak bagi POLHUT serta biaya pengangkutan barang 

bukti dan penanganan berkas tindak pidana kehutanan.  

2) Penegakan Hukum, fokus kegiatan in yaitu terselesaikannya Berkas perkara 

tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan. Sampai dengan Desember 

tahun 2018, kasus/berkas perkara tindak pidana kehutanan yang tertangani 

sebanyak 11(sebelas) kasus/berkas perkara meliputi 9(sembilan) kasus telah 

lengkap P.21 dan 2(dua) kasus dalam proses sidik. 

3) Penyelesaian Permasalah Tenurial dalam Kawasan Hutan Prov. NTB dengan 

capaian kinerjanya meliputi penyusunan rancangan Peraturan Daerah 

tentang Pengelolaan Hutan, pemasangan tugu batas kawasan hutan, 

sosialisasi hasil tata batas di 11 lokasi, fasilitasi rapat koordinasi 

permasalahan tenurial, penanaman di batas kawasan hutan/border trees. 

4) Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Cadangan Karbon, upaya yang telah 

dilaksanakan yaitu bimtek survey carbon, bimtek penyusunan desain tapak, 

Sosialisasi dan Koordinasi Penetapan Forum Komunikasi dan Koordinasi 

Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial, Lokakarya Penurunan Emisi 

Karbon (GRK), penyusunan dokumen Project Design Document (PDD) yang 

memuat informasi lengkap tentang proyek yang diusulkan termasuk 

informasi lengkap lainnya tentang metode pengukuran, pemantauan Gas 

Rumah Kaca (GRK) dan dokumen tersebut merupakan salah satu prasyarat 

yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan perhitungan carbon trade di 

Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

 

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Untuk capaian keberhasilan indikator kinerja Jumlah desa yang terlibat dalam 

pengamanan hutan, dibutuhkan dukungan dari 1 program yaitu Program 

Perlindungan Konservasi Sumber Daya Hutan. Dari hasil analisis efisiensi 

penggunaan sumber daya tersebut dapat dikatakan bahwa pencapaian indikator 

Jumlah desa yang terlibat dalam pengamanan hutan dilakukan dengan 



75 | L A K I P  T a h u n  2 0 1 8  
 

penggunaan sumber daya yang efisien, karena capaian kinerja menunjukkan 

prosentase keberhasilan lebih tinggi daripada prosentase realisasi penggunaan 

dana. 

 

 

No 
Indikator 
Kinerja 
Sasaran 

Program 
Kinerja Keuangan 

Efisiensi 

Target Realisasi % Target Realisasi % 

1. Jumlah 
desa yang 
terlibat 

dalam 
pengaman
an hutan 

Perlindungan 
Konservasi 
Sumber 

Daya Hutan 

486 
desa 

486 desa 100 15.548.545.270 14.761.826.456 94,94 Efisien 
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Adapun rekapitulasi capaian program/kegiatan per urusan disampaikan 

sebagaimana di bawah ini : 

1. Lingkungan Hidup 

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup tahun 2018 

diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui 4 

program pokok dan 9 kegiatan, sebagaimana tabel berikut. 

 

 

Tabel 33. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Urusan Wajib Bidang 

Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Provinsi NTB Tahun 2018 

No Program 
Sasaran 

program 
Kegiatan 

Capaian indikator kinerja 

Uraian Target Realisasi 

       

DINAS LHK 

1. Pengembangan 

kinerja 

pengelolaan 

persampahan 

Meningkatkan 

kualitas 

lingkungan 

hidup 

Peningkatan 

Peran Serta 

Masyarakat 

Dalam 

Pengelolaan 

Persampahan 

- RanPerda 

Pengelolaan 
Sampah  

- Pergub 

Pembentukan 
UPTD TPA 

Regional 
- Managemen 

Sampah 

Berbasis 
Masyarakat 

Desa 
- Training 

pemuda peduli 

sampah 
- Kendaraan roda 

tiga pondok 

pesantren  
peduli sampah 

- Kendaraan roda 
4 pengangkutan 
sampah (pick 

up) 
- Pengelolaan TPA 

Regional Kebon 
Kongok 

1 Dokumen 

 

 

1 Dokumen 

 

 

50 Bank 

Sampah 

 

 

 

100 orang 

 

 

4 unit 

 

 

1 unit 

 

 

3 bulan 

 

1 Dokumen 

 

 

1 Dokumen 

 

 

54 Bank 

Sampah 

 

 

 

100 orang 

 

 

4 unit 

 

 

1 unit 

 

 

3 bulan 

2. Pengendalian 

Pencemaran 

dan Perusakan 

Lingkungan 

Hidup 

Mengurangi 

tingkat 

pencemaran 

lingkungan 

hidup 

Pemantauan 

Kualitas 

Lingkungan 

- Dokumen 
PPLHD dan 

Kasus 
Lingkungan 

- Pemantauan air 

sungai 

1 Dokumen 

 

 

 

10 Kab/kota 

1 Dokumen 

 

 

 

10 Kab/kota 
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No Program 
Sasaran 

program 
Kegiatan 

Capaian indikator kinerja 

Uraian Target Realisasi 

       

- Pemantauan 
kualitas udara 

ambien 

 

10 Kab/kota 

 

 

10 Kab/kota 

 Pengawasan 

Pelaksanaan 

Kebijakan 

Bidang 

Lingkungan 

Hidup 

- Laporan usaha 
dan/kegiatan 
yang wajib 

AMDAL, UKL-
UPL dan SPPL 

 

- Sosialisasi 
regulasi AMDAL 

Provinsi NTB 

1 

 laporan 

 

 

 

 

50 orang 

1 

Laporan 

 

 

 

 

50 orang 

Pengelolaan 

B3 dan 

Limbah B3 

- Pengawasan 
bagi  pengelola 
/penghasil 

limbah B3 dan 
penyimpan  
Limbah B3 

kab/kota se NTB 
- Pembinaan 

terhadap 
perizinan bagi 
usaha/kegiatan 

yang akan 
melakukan 

pengelolaan 
limbah B3 

10 kab/kota 

se NTB 

 

 

 

 

10 kab/kota 

se NTB 

10 kab/kota 

se NTB 

 

 

 

 

10 kab/kota 

se NTB 

Pengkajian 

Dampak 

Lingkungan 

- Dokumen 
keputusan 

kelayakan 
lingkungan pada 
usaha/kegiatan 

wajib AMDAL 
dan 

rekomendasi 
UKL-PKL yang 
tersusun 

- Pertemuan rakor 
Tim KPA Prov. 
NTB 

 

15 

dokumen 

 

 

 

 

 

 

 

50 orang 

15 

dokumen 

 

 

 

 

 

 

 

50 orang 

3. Pengendalian 

Pencemaran 

dan Perusakan 

Lingkungan 

Hidup 

Terbinanya 

Dunia 

usaha/perusah

aan yang 

peduli akan 

Peningkatan 

Peringkat 

Kinerja 

Perusahaan 

(Proper) 

Dokumen 

peringkat 

PROPER hitam 

dan merah 

lingkup dunia 

13 

perusahaan 

15 

perusahaan 
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No Program 
Sasaran 

program 
Kegiatan 

Capaian indikator kinerja 

Uraian Target Realisasi 

       

lingkungan usaha/perusahaa

n 

4. Perlindungan 

dan Konservasi 

Sumber Daya 

Alam 

Meningkatkan 

kualitas 

lingkungan 

hidup 

Pengendalian 

Dampak 

Perubahan 

Iklim 

Pembinaan 

sekolah 

berwawasan 

green school 

1 keg 1 keg 

Rakor 

Perlindungan 

lapisan ozon 

1 keg 1 keg 

Perlindungan 

Mata Air 

Dengan 

Vegetasi/Civil 

Teknis 

Peserta lokakarya 

Penyuluh 

LingkunganSwada

ya(PLS) Permata 

60 orang/ 

44 

kelompok 

mata air 

60 orang/ 

44 kelompok 

mata air 

lomba desa 

perlindungan 

mata air 

1 keg 1 keg 

5. Peningkatan 

Kualitas dan 

Akses Informasi 

Sumber Daya 

Alam dan 

Lingkungan 

Hidup 

Meningkat-nya 

kualitas dan 

akses informasi 

SDA dan LH 

Penyusunan 

Status 

Lingkungan 

Hidup Daerah 

Buku IKPLHD 

yang dicetak 

1dokumen 

/40 buku 

1 dokumen/ 

40 buku  

LABORATORIUM LINGKUNGAN 

1. Pengendalian 

pencemaran 

dan perusakan 

lingkungan 

hidup 

Meningkatkan 

kualitas 

lingkungan 

hidup 

Pemantauan 

Kualitas 

Lingkungan 

Pemantauan Air 

Sungai 

10 Kab/kota 10 Kab/kota 

 Pemantauan 

Kualiatas Udara 

Ambien 

10 Kab/kota 10 Kab/kota 

    Sistem ONLIMO 1 Paket 1 Paket 

 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018 
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2. Kehutanan 

Urusan Pilihan Bidang Kehutanan yang diselenggarakan oleh Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan 3 program pokok dan 11 kegiatan, 

sebagaimana pada tabel berikut. 

 

Tabel 34. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Urusan Pilihan Bidang Kehutanan pada 

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2018 

No Program/kegiatan 
Capaian indikator kinerja 

Uraian Satuan Target Realisasi 

1 2 3 4 5 6 

A. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (INDUK) 

  I Program Perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan  

  1 
Penyelesaian 

Permasalah 

Tenurial dalam 

Kawasan Hutan 

Prov. NTB 

  

  

- 
dokumen draf perda 

pengelolaan hutan 
Dok 1 1 

    - 
pemasangan tugu 

batas kawasan hutan 
buah 30 30 

    - 
sosialisasi hasil tata 

batas 
lokasi 11 11 

      - 

rapat koordinasi 

permasalahan 

tenurial 

Kali 1 1 

  2 
Operasi 

Pengamanan Hutan 
- Patroli Tahun 1 1 

      - Pelatihan Menembak Paket 1 1  

      - Psikotest Paket 70 70  

      - 

Pengurusan Buku 

Pas dan SIM Senjata 

Api 

Buku 72  72 

  
3 

 

Pemantauan 

Evaluasi dan 

Pelaporan 

Cadangan Karbon 

Prov NTB 

- 
data cadangan 

karbon tahun 2018 
sample 550 550 

    - 
lolakarya penurunan 

emisi GRK 
kali 1 1 
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No Program/kegiatan 
Capaian indikator kinerja 

Uraian Satuan Target Realisasi 

1 2 3 4 5 6 

  4 Penegakan Hukum - 

terselesaikannya 

Berkas perkara 

tindak pidana 

lingkungan hidup 

dan kehutanan 

berkas 10 11 

 
II Program Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan 

 
1 

Pengembangan 

Hasil hutan Baku 

Kayu Unggulan 

- 

sosialisasi 

perijinan/kemitraan 

pemanfaatan 

kawasan dan hasil 

hutan 

 lokasi 11 11 

   
- 

Launching 

Operasionalisasi 

HHBK Industri Wood 

Pelet 

Kegiatan 1 1 

 
2 

Pengendalian 

Pengelolaan dan 

Peredaran Hasil 

Hutan 

- 

Regulasi Pengolahan 

dan Peredaran Hasil 

Hutan 

 lokasi 11 11  

  3 
Pengembangan 

Jasa Lingkungan 
- 

Lokarya Ekspose 

Hasil dokumen 

design tapak BKPH 

se NTB 

kali 1 1 

      - 

sosialisasi dan 

penyebarluasan 

informasi geopark 

rinjani dan tambora 

lokasi 2 2 

      - 

sosialisasi dan 

koordinasi 

percepatan rinjani 

lombok sebagai 

cagar biosfer 

kegiatan 1 1 
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No Program/kegiatan 
Capaian indikator kinerja 

Uraian Satuan Target Realisasi 

1 2 3 4 5 6 

      - 

sosialisasi 

pembentukan dan 

penguatan forum 

komunikasi dan 

koordinasi kawasan 

ekosistem esensial 

kegiatan 2 2 

      - 

Bimbingan Teknis 

Penyusunan Desain 

Tapak 

lokasi 5 5 

      - 

sosialisasi dan 

pembinaan 

peredaran tumbuhan 

dan satwa liar 

lokasi 3 3 

      - 

Pengadaan relling 

geopark di air terjun 

tiu teja 

Paket 1 1 

      - 

Bahan publikasi 

geopark rinjani dan 

tambora 

Paket 1 1 

  4 Penyuluhan dan 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

- pembentukan SPKP Angkatan 3 3 

    - pembentukan KUP 
Kelompo

k 
3 3 

      - 

pembuatan Buku 

informasi (booklet, 

leaflet dan spanduk) 

Jenis 3 3 

      - evaluasi HKm  Kegiatan 1 1 

      - Pembinaan Hkm KTH 12 12 

      - lomba wana lestari Kegiatan 1 1 

      - 
rakor pokja 

percepatan PS 
kali 6 6 

  III Program rehabilitasi hutan dan lahan  

  1 Rehabilitasi Daerah - sosialisasi RHL pada lokasi 18 18 
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No Program/kegiatan 
Capaian indikator kinerja 

Uraian Satuan Target Realisasi 

1 2 3 4 5 6 

Tangkapan Air sekolah dasar di 

sekitar kawasan 

hutan 

      - 

identifikasi mata air 

dan rehabilitasi lahan 

kritis 

kegiatan 1 1 

  2 
Rehabilitasi Hutan 

dan Lahan Kritis 

  

- HMPI kegiatan 1 1 

    - 

Lomba penanaman 

dan pemeliharaan 

pohon 

kegiatan 1 1 

  3 Pengelolaan DAS - 

dokumen identifikasi 

kondisi DAS prov. 

NTB 

dokumen 1 1 

      - 
FGD forum 

pengelolaan das 
kali 1 1 

      - 
rakor pengelolaan 

das 
kali 1 1 

B. BALAI TAHURA NURAKSA 

I Program Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan  

  

1. Pengembangan 

Jasa Lingkungan 

  

- 
Dokumen Penataan 

Zona/Blok 
dokumen 1 1 

    - 

Inventarisasi potensi 

kawasan wilayah 

Tahura 

dokumen 1 - 

      - 
Dokumen Rencana 

Pengelolaan Tahura 
dokumen 2 2 

      - 
Pengadaan Jalan 

Wisata Tahura 
Paket 1 1 

      - 
Pembangunan Gardu 

Pandang/Selfie Point 
Paket 1 1 
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No Program/kegiatan 
Capaian indikator kinerja 

Uraian Satuan Target Realisasi 

1 2 3 4 5 6 

II Program rehabilitasi hutan dan lahan  

  
1 Rehabilitasi dan 

Wisata Alam 

Taman Hutan Raya 

  

- 
rehabilitasi di Blok 

Perlindungan 
Ha 25 25 

    - 
rehabilitasi blok 

tradisional 
batang 

       

1.500  
1500 

      - 

Sosialisasi, 

Penyuluhan dan 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

kali 4 4 

 III Program Perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan 

  
1 Operasi 

Pengamanan Hutan 
- Penyediaan pamhut  orang 30 30  

      - 
Operasi dan Patroli 

Pengamanan Hutan 
Tahun 1 1 

C. BALAI KPH RINJANI BARAT PELANGAN TASTURA 

 I Program Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan  

  
1 Pengembangan 

Hasil hutan Baku 

Kayu Unggulan 

  

- 
Stek/ anakan kayu 

putih 
batang 110.000 110.000 

    - 
Pemeliharaan Tahun 

II Jenis Kayu Putih 
Ha 250 250  

      - 
Bantuan Sarpras 

HHBK Jenis Madu 

Kelompo

k 
10 10 

      - 
Bantuan Sarpras 

HHBK lainnya 

Kelompo

k 
5 5 

      - 
Data dan Informasi 

Potensi HHBK 
Jenis 1 1 

      - 
Video Profil Wisata 

Alam 
Paket 1 1 

  2 

Pengembangan 

Industri dan 

Pemasaran Hasil 

Hutan 

- Produksi pelet kayu Kg   300  
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No Program/kegiatan 
Capaian indikator kinerja 

Uraian Satuan Target Realisasi 

1 2 3 4 5 6 

      - Produksi nilam liter    50 

      - Jalan pabrik pellet Paket 1 1 

  3 
Pengembangan 

Jasa Lingkungan 
- 

Sarpras Wisata Alam 

(Benang kelambu, 

Tiu Tiding, Pusuk, 

Ranget) 

Paket 4  4 

      - 
Video profil Wisata 

alam 
Paket 1 1  

 II Program rehabilitasi hutan dan lahan  

  1 

Rehabilitasi Hutan 

dan Lahan pada 

Wilayah KPH 

- 
Pemeliharaan Tahun 

I Reboisasi Hutan 
HA 100 100 

      - 
Sosialisasi Kemitraan 

Kehutanan 

Kelompo

k 
25 25 

 III Program Perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan  

  1 
Operasi 

Pengamanan Hutan 
- 

Tenaga Kontrak 

Pengamanan Hutan 
orang 62  62 

      - 
Operasi dan Patroli 

Pengamanan Hutan 
Tahun 1 1 

D. BALAI KPH AMPANG RIWO SOROMANDI 

 I Program Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan  

  

1 Pengembangan 

Hasil hutan Baku 

Kayu Unggulan 
- 

bibit tanaman bawah 

tegakan jenis jahe 

untuk kemitraan 

kehuatan 

Kg 2.000 2000 

    - 

bibit tanaman bawah 

tegakan jenis kopi 

sambung 

batang 1000 1000 

      - 

pengkayaan HHBK 

jenis 

unggulan(50.000 

btg) 

Ha 100 100 
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No Program/kegiatan 
Capaian indikator kinerja 

Uraian Satuan Target Realisasi 

1 2 3 4 5 6 

      - sapras utk KTH Paket 1 1 

  2 
Pengembangan 

Jasa Lingkungan 
- 

Dokumen Desain 

Tapak Wisata Alam 
dokumen 1 1 

 II Program rehabilitasi hutan dan lahan  

  1 
Rehabilitasi Daerah 

Tangkapan Air 
- 

pengkayaan 

tanaman (27.500 

btg) 

Ha 100 100 

      - 
pemeliharaan P 1 

(27.500 btg) 
Ha 100 100 

 III Program Perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan  

  1 
Penataan 

Blok/Petak dan 

Sosialisasi Hasil 

Tata Batas 

Kawasan pada 

Wilayah KPH 

- 
Sosialisasi batas 

kawasan hutan 
lokasi 10 10 

    - 

penanaman pada 

jalur batas kawasan 

hutan (5.00 btg) 

km 100 100 

  2 
Operasi 

Pengamanan Hutan 
- 

tenaga kontrak 

pengamanan hutan 

dan penyuluhan 

kehutanan 

orang 40 40 

      - 
Operasi dan Patroli 

Pengamanan Hutan 
Tahun 1 1 

E. BALAI KPH TAMBORA 

 I Program Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan  

  1 

Pengembangan 

Hasil hutan Baku 

Kayu Unggulan 

- 

sosialisasi 

pengembangan 

HHBK Madu 

(Sanggar, Kempo, 

Tambora dan Pekat) 

lokasi 4 4 

  2 

Pengendalian 

Pengelolaan dan 

Peredaran Hasil 

Hutan 

- 

bimwasdal ijin 

pemanfaatan hasil 

hutan(Pekat, Kempo 

dan Sanggar) 

ijin 4 4 



86 | L A K I P  T a h u n  2 0 1 8  
 

No Program/kegiatan 
Capaian indikator kinerja 

Uraian Satuan Target Realisasi 

1 2 3 4 5 6 

    - 

sosialisasi 

pemanfaatan jasa 

lingkungan(Sanggar 

dan Kempo) 

lokasi 2 2 

      - 
bahan sosialisasi 

(leaflet) 
lembar 500 500 

 II Program rehabilitasi hutan dan lahan  

  1 
Rehabilitasi Hutan 

dan Lahan Kritis 
- 

Penanaman (P0) 

(30.250 Batang) 
Ha 25 25 

  Program Perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan  

  1 
Operasi 

Pengamanan Hutan 
- 

tenaga pengamanan 

hutan swadaya 
orang 40 40 

      - 
Operasi dan Patroli 

Pengamanan Hutan 
Tahun 1 1 

F. BALAI KPH MARIA DONGGOMASSA 

 I Program Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan  

  1 
Pengembangan 

Hasil hutan Baku 

Kayu Unggulan 

  

- 

sosialisasi 

kemitraaan dan 

perijinan 

pemanfaatan HHBK 

Kali 3 
 3 

 

    - 
Pengembangan 

HHBK Unggulan 
Paket 1  1 

  2 
Pengembangan 

Jasa Lingkungan 
- 

Desain Tapak wisata 

alam 
dokumen 1 1  

 II Program rehabilitasi hutan dan lahan  

  1 
Rehabilitasi Hutan 

dan Lahan Kritis 
- Bibit Bhakti Sosial Batang  50.000 50.000 

      - 
Pembangunan Dam 

Penahan 
Unit 5 5 

 III Program Perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan  

  1 
Operasi 

Pengamanan Hutan 
- 

sosialisasi 

pengamanan hutan 

berlapis 

Kali 4  4 



87 | L A K I P  T a h u n  2 0 1 8  
 

No Program/kegiatan 
Capaian indikator kinerja 

Uraian Satuan Target Realisasi 

1 2 3 4 5 6 

      - 
Tenaga kontrak 

pengamanan hutan 
orang  49  49 

      - 
Operasi dan Patroli 

Pengamanan Hutan 
Tahun 1 1 

  2 
Penyelesaian 

Permasalah 

Tenurial dalam 

Kawasan Hutan 

Prov. NTB 

  

- 
penanaman border 

trees 
Batang  6.000 6.000 

    - 

sosialisasi 

penanaman border 

trees 

kali 1 1 

G. BALAI KPH RINJANI TIMUR 

I Program Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan  

  1 

Pengembangan 

Hasil hutan Baku 

Kayu Unggulan 

- 

sosialisasi perijinan 

HHBK dan Jasa 

lingkungan 

lokasi 4 4 

      - 
fasilitasi peningkatan 

produksi HHBK 
lokasi 4 4 

      - 
Penyediaan sapras 

HHBK: 
      

      - Pengadaan stup stup 200 200 

      - 
Alat Sterilisasi Madu 

Hutan 
unit 3 3 

      - 

Perlengkapan 

Pengunduhan Madu 

Hutan 

Paket 1 1 

      - lomba Wana Lestari 
mata 

lomba 
4 4 

  2 

Pengendalian 

Pengelolaan dan 

Peredaran Hasil 

Hutan 

- 

data potensi hasil 

hutan 

kemasyarakatan 

(HKm) 

lokasi 5 5 

      - Sosialisasi kali 3 3 
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No Program/kegiatan 
Capaian indikator kinerja 

Uraian Satuan Target Realisasi 

1 2 3 4 5 6 

Pengelolaan dan 

Peredaran Hasil 

Hutan 

  3 
Pengembangan 

Jasa Lingkungan 
- 

dokumen desain 

tapak 
dokumen 1 1 

      - 

Penyediaan sapras 

(kamar ganti dan 

MCK) 

Paket 1 1 

      - 
Pengadaan instalasi 

air bersih 
Paket 1 1 

 II Program rehabilitasi hutan dan lahan  

  1 Rehabilitasi Hutan 

dan Lahan pada 

Wilayah KPH 

- 
bibit untuk bakti 

sosial 
batang  

    

100.000  
    100.000  

    - 
penanaman kayu 

putih 
Ha 

            

50  
            50  

      - 
pembangunan dam 

penahan 
Unit 

             

5  
             5  

 III Program Perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan  

  1 
Operasi 

Pengamanan Hutan 
- 

proses berkas 

perkara tindak 

kehutanan 

berkas 4 3 

      - 
Operasi dan Patroli 

Pengamanan Hutan 
Tahun 1 1 

      - Tenaga pamhut kali 30  30 

H. BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG BRANG REA 

I Program Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan  

  1 

Pengembangan 

Hasil hutan Baku 

Kayu Unggulan 

- Penanaman kopi batang 6.000 6000 

  2 
Pengendalian 

Pengelolaan dan 

Peredaran Hasil 

- 
Pembinaan dan 

fasilitasi perizinan 
kegiatan  1 1  
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No Program/kegiatan 
Capaian indikator kinerja 

Uraian Satuan Target Realisasi 

1 2 3 4 5 6 

Hutan 

 II Program rehabilitasi hutan dan lahan  

  1 
Rehabilitasi Hutan 

dan Lahan Kritis 
- 

Penanaman (12.500 

btg) 
Ha 

            

25  
25 

 III Program Perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan  

  1 
Operasi 

Pengamanan Hutan 
- Tenaga pamhut orang 20 20 

      - 
Operasi dan Patroli 

Pengamanan Hutan 
Tahun 1 1 

I. BALAI KPH PUCAK NGENGAS BATU LANTEH 

I Program Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan  

  1 

Pengembangan 

Hasil hutan Baku 

Kayu Unggulan 

- 
fasilitasi pengolahan 

produk HHBK 
lokasi  2 5 

      - 
Produksi minyak 

kayu putih 
liter 230 0 

      - 
Produksi minyak  

Sereh Wangi 
liter   0 

      - 

Bantuan Peralatan 

Produksi/ 

Penanaman/ 

Pengolahan Produk 

HHBK 

Paket 1 1 

  

2 Pengembangan 

Jasa Lingkungan 
- 

Dokumen Desain 

Tapak (Air Terjun 

Agal dan Desa 

Wisata Batudulang) 

dokumen 2 2 

      - 

bintek dan 

pembinaan 

pemanfaatan jasa 

lingkungan 

desa 2 2 

      - Sarana wisata Alam Paket 1 1 
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No Program/kegiatan 
Capaian indikator kinerja 

Uraian Satuan Target Realisasi 

1 2 3 4 5 6 

      - Fasilitasi kemitraan desa 2 2 

 II Program rehabilitasi hutan dan lahan  

  1 
Rehabilitasi Hutan 

dan Lahan Kritis 
- 

Pengkayaan 

tanaman (7 lokasi) 
Ha 

            

14  
14 

 III Program Perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan  

  1 
Operasi 

Pengamanan Hutan 
- Tenaga pamhut orang 36 36 

      - 
Pemberkasan 

perkara 
kasus 10 10 

      - 
Operasi dan Patroli 

Pengamanan Hutan 
Tahun 1 1 

J. BALAI KPH AMPANG PLAMPANG 

 I Program Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan  

  1 Pengembangan 

Hasil hutan Baku 

Kayu Unggulan 

  

- 
fasilitasi peningkatan 

produksi HHBK 
orang 30 30 

    - 
bantuan peralatan 

HHBK 
Paket 8 8 

 II Program rehabilitasi hutan dan lahan  

  1 
Rehabilitasi Daerah 

Tangkapan Air 
- 

Penanaman 

(P0)(5.000 btg) 
Ha 

            

25  
25 

  2 
Rehabilitasi Hutan 

dan Lahan Kritis 
- 

Penanaman Intensif 

di luar kaw (13.750 

btg) 

Ha 
            

25  
25 

 III Program Perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan  

  1 
Operasi 

Pengamanan Hutan 
- Tenaga pamhut orang 30 30 

      - 
Operasi dan Patroli 

Pengamanan Hutan 
Tahun 1 1 
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No Program/kegiatan 
Capaian indikator kinerja 

Uraian Satuan Target Realisasi 

1 2 3 4 5 6 

K. BALAI KPH ORONG TELU BRANG BEH 

I Program Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan  

  

1 Pengembangan 

Hasil hutan Baku 

Kayu Unggulan 

- sosialisasi perizinan 

usaha kemitraan, 

kerjasama dalam 

pemanfaatan 

kawasan, 

jasa lingkungan, 

pemungutan HHBK 

kegiatan  1 1 

  

  

  - 

fasilitasi masyarakat 

dalam pengolahan 

produk HHBK 

orang 30 30 

  

  

  - 

Bantuan peralatan 

produksi/ 

penanaman/ 

pengolahan produk 

HHBK 

Paket 1 1 

  

2 Pengembangan 

Jasa Lingkungan 

- 

membangun 

kemitraan dengan 

masyarakat (desa 

Lenangguar dan 

Desa Sempe) 

desa 2 2 

  

  

  - 

bintek dan 

pembinaan 

pemanfaatan jasa 

lingkungan 

desa 2 2 

 II Program rehabilitasi hutan dan lahan  

  
1 Rehabilitasi Daerah 

Tangkapan Air 
- 

Pengayaan tanaman 

(13.750 btg) 
Ha 

            

20  
20 

 III Program Perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan  

  
1 Operasi 

Pengamanan Hutan 
- Tenaga pamhut orang 40 40 

      - 
Operasi dan Patroli 

Pengamanan Hutan 
Tahun 1 1 
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No Program/kegiatan 
Capaian indikator kinerja 

Uraian Satuan Target Realisasi 

1 2 3 4 5 6 

K. BALAI KPH ROPANG 

I Program Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan  

  1 

Pengembangan 

Hasil hutan Baku 

Kayu Unggulan 

- 

sosialisai perijinan 

HHBK dan jasa 

lingkungan 

lokasi 2 2 

    - 
penanaman empon-

empon 
Ha 4 4 

      - 

data dan peta 

sebaran HHBK 

unggulan 

dokumen 1 1 

      - 

bantuan 

pengembangan 

sarpras produksi 

kelompok tani 

Paket 1 1 

      - 

penguatan 

kelembagaan 

kelompok tani HHBK 

lokasi 2 2 

  2 

Pengendalian 

Pengelolaan dan 

Peredaran Hasil 

Hutan 

- 

Sosialisasi Peraturan 

Tentang Pengelolaan 

dan Peredaran Hasil 

hutan 

lokasi 5 5 

  3 

Pengembangan 

Jasa Lingkungan 

- 

sosialisasi dan 

bimtek 

pengembangan 

potensi jasa 

lingkungan 

lokasi 1 1 

      - 

Rencana Pengelolan 

Wisata Alam Air 

Terjun Lampas 

dokumen 1 1 

 II Program rehabilitasi hutan dan lahan  

  1 
Rehabilitasi Hutan 

dan Lahan Kritis 
- 

penanaman 

pengkayaan (P1) 

(20.000 btg) 

Ha 25 25 
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No Program/kegiatan 
Capaian indikator kinerja 

Uraian Satuan Target Realisasi 

1 2 3 4 5 6 

 III Program Perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan  

  1 
Operasi 

Pengamanan Hutan 
- Tenaga pamhut orang 30 30 

      - 
Operasi dan Patroli 

Pengamanan Hutan 
Tahun 1 1 

L. BALAI KPH TOFFO PAJO MADAPANGGA ROMPU WAWORADA 

 I Program Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan  

  1 

Pengembangan 

Hasil hutan Baku 

Kayu Unggulan 

- Sarpras HHBK Paket 1 1 

 II Program rehabilitasi hutan dan lahan  

  1 
Rehabilitasi Hutan 

dan Lahan Kritis 
- 

Penyediaan bibit 

sosial 
batang 28.000 28000 

 III Program Perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan  

  1 
Operasi 

Pengamanan Hutan 
- Tenaga pamhut orang 40 40 

      - 
Operasi dan Patroli 

Pengamanan Hutan 
Tahun 1 1 

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2018 

 

 

Berbagai keberhasilan capaian kinerja penyelenggaraan bidang lingkungan hidup 

dan kehutanan tersebut masih menghadapi beberapa permasalahan/kendala 

dalam penyelenggaraannya, sebagaimana tabel berikut 

 

Tabel 35. Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Bidang Lingkungan Hidup 

Tahun 2018 

 
PERMASALAHAN 

 
SOLUSI 

Rendahnya kesadaran masyarakat 

untuk menjaga kondisi sungai, 

sehingga menyebabkan nilai Indeks 

Kualitas Air menurun 

- Penyusunan standarisasi lokasi 
pengambilan sampel air dan udara 

- Edukasi masyarakat pinggir sungai 
- Identifikasi sumber-sumber pencemaran 

dengan Output Peta dan penyebab 
pencemaran 

- Penambahan jumlah sungai yang 
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PERMASALAHAN 

 

SOLUSI 

menjadi sampel air  

Data udara yang ada sebelumnya 

belum dapat menggambarkan 

kondisi udara di keseluruhan wilayah 

NTB 

- Penambahan pemasangan alat passive 
sampler di 10 kab/kota, sehingga data 
kualitas udara tersedia di seluruh 

kab/kota se-NTB 

Nilai IKLH yang harus menunggu 

rilis dari Kementerian, sehingga 

menyebabkan keterlambatan 

pelaporan data di daerah 

- Mengupayakan perhitungan mandiri 
terhadap IKA dan IKU, serta ITLH 

melalui citra landsat oleh Kementerian 
LHK 

- Peningkatan Kapasitas SDM untuk 

melakukan penghitungan dan 
pengolahan data sendiri 

Perusahaan yang sudah mendapat 

raport biru dari penilaian PROPER 

terkendala memperoleh raport hijau 

dikarenakan tidak ada rekomendasi 

dana CSR dari daerah 

- Percepatan penerbitan surat 
rekomendasi dari daerah 

Terkait pemantauan usaha/kegiatan 

untuk memonitoring ketaatannya 

terhadap dokumen lingkungan 

bahwa dari 96 usaha/kegiatan yang 

terdaftar, namun hanya  9 

usaha/keg yang baru terpantau 

dikarenakan kendala ketersediaan 

anggaran  

- Melaksanakan pengawasan pasif 

dengan mengirim surat menyurat  
dalam rangka pemantauan dan surat 
teguran bagi perusahaan yang tidak 

taat dlm pelaporan 

 

 

Tabel 36. Permasalahan dan Solusi Penyelenggaraan Bidang Kehutanan Tahun 2018 

PERMASALAHAN SOLUSI 

Adanya pembatasan kewenangan 

bagi pemerintah provinsi yang hanya 

boleh melakukan RHL di luar 

kawasan hutan 

Menjadikan sekitar mata air sebagai 

area perlindungan 

Melaksanakan RHL vegetative (tutupan 

lahan) dan sipil teknis (mengurangi 

daya rusak air dan kadar lumpurnya) 

Mendorong pelaksanaan kewajiban 

para pemegang ijin pinjam pakai 

kawasan hutan 
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PERMASALAHAN SOLUSI 

Terjadi kesalahan penentuan kode 

rekening pada penyediaan peralatan 

pengolahan HHBK 

Melakukan perbaikan pada APBD-P 

2018 dan mendata nama penerima 

bantuan secara detail, by name by 

address 

Daerah rawan illegal logging Membentuk Satgas Penanganan Kasus 

Kehutanan, 1 tim yang terdiri dari 

unsur-unsur Polri, TNI, Kejaksaan, 

Kehutanan dari tingkat provinsi sampai 

dengan kabupaten 

Peningkatan kapasitas POLHUT melalui 

kegiatan pembinaan dan kesamaptaan 

Menyediakan sarpras pengamanan 

hutan untuk mendukung kinerja 

POLHUT di tingkat tapak sebanyak 132 

paket 

Koordinasi intensif antar KPH sehingga 

setiap informasi dari salah satu KPH 

langsung ditindaklanjuti oleh KPH di 

sekitarnya atau yang menjadi jalur 

lintasan peredaran hasil hutan 

illegalnya 

Menyediakan papan informasi dan 

papan larangan pada wilayah KPH 

dengan harapan masyarakat atau 

publik mengetahui batas-batas 

kawasan hutan di tingkat lapangan 

  

Belum optimalnya pengelolaan hutan Evaluasi komprehensif terhadap 

seluruh pemegang ijin 

pemanfaatan/penggunaan kawasan 

hutan 

Operasionalisasi terhadap ijin-ijin yang 

dimiliki oleh masyarakat 

Peningkatan pengawasan oleh KPH 

Usulan perubahan perda 6 tahun 2016 

tentang Retribusi Jasa Usaha 

Identifikasi potensi pendapatan 

daerah, terutama untuk potensi wisata 

alam 

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2018 
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B.  Realisasi Anggaran 

1. Sumber Anggaran Tahun 2018  

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2018 

merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas LHK NTB Tahun 

2013-2018. Adapun target dan realisasi anggaran per program kegiatan Dinas 

LHK NTB Tahun 2018 adalah sebagai berikut : 

1.1 Sumber Dana APBD 2018 

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas LHK 

Provinsi NTB Tahun 2018, jumlah alokasi anggaran Tahun 2018 adalah 

sebesar Rp. 95.470.236.365,- Dengan rincian : 

a. Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 50.412.232.300,- 

b. Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 45.058.004.065,- 

Untuk BL, terdiri dari 13 program dalam bentuk 5 program rutin dan 8 

program prioritas. Adapun  rincian  anggaran dan realisasinya sebagai 

berikut : 

Tabel 37. Realisasi per Program untuk Tahun 2018 

No Program Pagu (Rp) Realisasi (Rp)  

1 Pelayanan Administrasi 

Perkantoran 

7.555.973.812 7.133.017.313 94,40 

2 Peningkatan Sarana Prasarana 
Aparatur Perkantoran 

4.653.795.244 4.128.271.517 88,71 

3 Peningkatan Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 

456.188.880 355.336.591 77,89 

4 Pengembangan Sistem 

Pelaporan Capaian Kinerja dan 
Keuangan 

1.419.836.880 1.1369.766.036 96,47 

5 Peningkatan Kapasitas 
Pengelolaan Keuangan Daerah 

307.482.900 282.470.629 91,87 

6 Pengembangan Kinerja 

Pengelolaan Persampahan 

1.911.256.000 1.883.598.264 98,55 

7 Pengendalian Pencemaran dan 

Kerusakan LH 

1.660.948.700 1.493.594.114 89,92 

8 Perlindungan Konservasi 
Sumber Daya Hutan 

15.548.545.270 14.761.826.456 94,94 

9 Pemanfaatan Potensi Sumber 
Daya Alam 

6.942.291.029 6.075.132.407 87,51 

10 Rehabilitasi dan 

Pemberdayaan Masyarakat 

3.107.617.930 2.987.213.392 96,13 
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No Program Pagu (Rp) Realisasi (Rp)  

11 Perlindungan dan Konservasi 
Sumber Daya Alam 

528.103.400 494.086.200 93,56 

12 Perencanaan dan 

Pengembangan Hutan 

530.313.400 526.112.600 99,21 

13 Peningkatan Kualitas dan 

Akses LH 

435.651.400 435.194.984 99,90 

 TOTAL 45.058.004.065 41.925.620.503 93,05 

 

 

Secara keseluruhan, realisasi anggaran Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 

45.058.004.065,- atau mencapai 93,05 %. 

Tabel 38. Perbandingan Anggaran Tahun 2017 dan Tahun 2018 

No Tahun Pagu (Rp) Realisasi (%) 

  BTL BL Total Keu Fisik 

1 2017 54.368.645.300 50.605.587.700 104.974.233.000 92,19 98 

2 2018 50.412.232.300 45.058.004.065 95.470.236.365 93,05 98 

 

Jika dibandingkan dengan Tahun 2017, jumlah anggaran pada Tahun 2018 

mengalami penurunan sebesar ± 10 %. Hal ini antara lain disebabkan 

karena adanya alokasi anggaran untuk keperluan Pemilihan Umum di 

Provinsi NTB. Secara rinci, untuk BTL menurun ± 8 % dan untuk BL 

menurun ± 11 %. 

Jika dibandingkan dengan Tahun 2016, jumlah anggaran APBD untuk 

Dinas LHK meningkat lebih dari 350 % jika dibandingkan total anggaran 

Dinas Kehutanan ditambah dengan Badan Lingkungan Hidup dan 

Penelitian. Jika memperhatikan jumlah anggaran sejak Tahun 2014 

sampai dengan 2016, maka terdapat trend peningkatan alokasi anggaran 

yaitu 9,68 % dari Tahun 2014 ke Tahun 2015 dan sekitar 5,80 % dari 

Tahun 2015 ke Tahun 2016 dan kemudian meningkat 350 % dari Tahun 

2016 ke Tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa Sektor Kehutanan 

semakin mendapatkan perhatian dari Pemerintah Provinsi NTB yang 

terbukti dengan adanya tambahan alokasi anggaran setiap tahunnya. 

Namun demikian, alokasi anggaran tersebut akan terus bersifat dinamis 

mengikuti dinamika perubahan kebijakan terkait Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Demikian juga dengan 

capaian realisasi anggarannya. Hal ini terkonfirmasi dengan adanya 

penurunan jumlah anggaran di Tahun 2018 karena adanya kebutuhan 
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daerah untuk pelaksanaan Pemilukada pada Tahun 2018. Namun secara 

keseluruhan, dukungan untuk Sektor LHK tetap menjadi salah satu prioritas 

dalam pelaksanaan pembangunan di NTB. 

Terjadi peningkatan capaian realisasi, dimana pada Tahun 2017 capaian 

realisasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB 

mencapai 92,19 % atau meningkat sekitar 3 % jika dibandingkan 

dengan capaian realisasi anggaran pada Tahun 2016 sebesar 88,99 %. 

Hal ini menunjukkan bahwa walaupun bertambah jumlah anggaran, 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2017. Namun 

tidak mengurangi kemampuan Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan untuk merealisasikan anggarannya.  

Tabel 39. Perbandingan Realisasi Tahun 2017 dan Tahun 2018 

No Tahun 
Realisasi per Belanja Realisasi (%) 

BTL BL Keu Fisik 

1 2017 51.811.043.652 
(95,29%) 

44.967.552.302 
(88,85 %) 

92,19 98 

2 2018 48.536.401.876 
(96,28 %) 

41.925.620.503 

(93,05) 

94,75 98 

 

Tampak bahwa realisasi kegiatan untuk Tahun 2018 lebih tinggi dari aspek 

Belanja langsung maupun tidak langsung nya. 

 

1.2 Sumber Dana APBN 2018 

Dukungan pembangunan LHK juga berasal dari Dana Dekonsentrasi 

Kementerian LHK dari APBN sebesar Rp. 1.927.598.000 dengan realisasi 

sebesar Rp. 1.771.819.690,- atau sekitar 91,92 % dengan fisik mencapai  

100 %. Persentase keuangan untuk Urusan LH rendah diakibatkan karena 

nilai tawaran dari pengada barang untuk Onlimo yang lebih rendah dari nilai 

pagu pada DIPA Tahun 2018. Adapaun rinciannya sebagai berikut : 

Tabel 40.  Realisasi Kegiatan APBN Tahun 2018 

No Urusan 
Pagu Realisasi 

Rp Rp % Fisik 

1 LH 551.660.000 439.887.656 79,74 100 

2 Kehutanan 1.234.450.000 1.190.462.115 96,44 100 
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No Urusan 
Pagu Realisasi 

Rp Rp % Fisik 

3 Administrasi 141.488.000 141.469.919 99,99 100 

 Total 1.927.598.000 1.771.819.690 91,92 100 

 

Jika dibandingkan dengan Tahun 2017, jumlah anggaran Tahun 2018 

menurun sekitar 5,3 %. Untuk urusan Kehutanan terjadi penurunan sekitar 

17 % dan urusan LH meningkat sebesar 0,3 %. Terkait dengan 

presentasenya, terjadi penurunan realisasi anggaran dari 95,35 % menjadi 

91,92 %. Namun demikian realisasi fisik tetap mencapai 100 %. 
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BAB IV. PENUTUP 

 

 

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2018 ini merupakan 

pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik 

(Good Governance). Pembuatan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam 

memenuhi amanat sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

SAKIP dan berdasar pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Laporan ini merupakan himpunan dari pelaksanaan berbagai tugas pokok dan 

fungsi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun Anggaran 

2018. Pelaksanaan tugas ini meliputi Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup dan 

Urusan Pilihan Bidang Kehutanan. Adapun kondisi capaian kinerja Dinas Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut : 

1. Terjadi peningkatan realisasi anggaran pada Tahun 2018 jika dibandingkan dengan 

Tahun 2017 yaitu dari 92,19 % di Tahun 2017 menjadi 93,05 % di Tahun 2018. 

Sejak Tahun 2016,  juga menunjukkan trend peningkatan yaitu dari sebesar 88,99 

% di Tahun 2016 menjadi 92,19 % di Tahun 2017 dan meningkat lagi menjadi 

93,05 % di Tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun bertambah jumlah 

anggaran, tidak mengurangi kemampuan Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan untuk merealisasikan anggarannya. 

2. Adapun capaian dari beberapa hal yang diperjanjikan oleh Kepala Dinas Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB kepada Gubernur NTB pada Tahun 2018, 

sebagian besar menunjukkan hasil yang melebihi dari yang telah diperjanjikan 

sebagai berikut : 

a. Nilai IKLH 67,95 : tidak tercapai sesuai target namun menunjukkan peningkatan 

jika dibandingkan dengan Tahun 2017 

b. Jumlah kelompok persampahan yang terbina 50 unit : melebihi target yaitu 54 

unit. 

c. Jumlah mata air yang terlindungi 438 : melebihi target yaitu 527 mata air 

d. Jumlah jenis produksi HHBK yang berkembang, 5 jenis : melebihi target yaitu 6 

jenis 

e. Luas hutan yang direhabilitasi, 3.300 hektar : melebihi target yaitu 10.814,68 

hektar 
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f. Areal yang terlindungi dengan target kesadaran masyarakat di 486 desa yang 

berbatasan dengan kawasan hutan : sesuai dengan target, 486 desa. 

3. Permasalahan yang masih terjadi yaitu pada aspek Indeks Kualitas Lingkungan 

Hidup. Kondisinya masih menunjukkan kualitas lingkungan hidup yang masih 

rendah. Hal ini lebih disebabkan karena nilai Indeks Kualitas Air yang masih di 

bawah target. Untuk nilai Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan 

cenderung stabil dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. 

4. Beberapa upaya yang akan dilakukan dalam rangka mendorong pencapaian kinerja 

yang lebih baik ke depannya antara lain : 

a. Melakukan identifikasi secara cermat terhadap sumber-sumber pencemar yang 

diharapkan bisa memetakan dengan tepat lokasi sungai yang tercemar. Dengan 

demikian, penangananya akan lebih efektif dan efisien.  

b. Dinas LHK NTB secara aktif akan terus berkoordinasi dengan pihak Pemerintah 

Kabupaten/Kota se NTB untuk membantu mengedukasi masyarakat, khususnya 

yang bertempat tinggal dan berusaha di sepanjang aliran sungai. 

c. Upaya selanjutnya adalah dengan meningkatkan kapasitas dan kemampuan 

SDM lingkup Dinas LHK NTB dalam melakukan pengambilan sampel dan 

pengujian hasil sampel tersebut sehingga hasilnya bisa menggarambarkan 

secara utuh mengenai kondisi kualitas lingkungan hidup di Provinsi NTB. Salah 

satu upayanya adalah dengan mendorong akreditasi pada Balai Laboratorium 

Lingkungan Provinsi NTB. 

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun Anggaran 2018 ini  

dibuat sebagai bahan pertanggungjawaban. Laporan ini diharapkan dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja dan penyempurnaan 

pelaksanaan program kegiatan di masa mendatang. 
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 
JalanMajapahit No.: 54. MATARAM 83126 Telepon (0370) 633071 Fax. (0370) 633961 

Website : www.dislhk.ntbprov.go.id E-Mail : dislhk.ntbprov@gmail.com 
  

 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta 

berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawahini : 

 

Nama  : Ir. MADANI MUKAROM, B.Sc.F., M.Si 

Jabatan  : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB 

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 

 

Nama  : Dr. H. ZULKIEFLIMANSYAH, S.E., M.Sc. 

Jabatan  : Gubernur Nusa Tenggara Barat 

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA 

 

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja 

ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen 

perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung 

jawab PIHAK PERTAMA. 

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam 

rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

Demikian perjanjian kinerja ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

 Mataram,                                   2019 

PIHAK KEDUA, 

 

Gubernur Nusa Tenggara Barat, 

 
 
 
 
 

Dr. H. ZULKIEFLIMANSYAH, S.E., M.Sc. 

 

PIHAK PERTAMA, 

 

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Provinsi Nusa Tenggara Barat 

 

 

 

 

Ir. MADANI MUKAROM, B.Sc.F., M.Si 
Pembina Utama Muda (IV/c) 

NIP. 19630405 198903 1 019 

 

http://www.dislhk.ntbprov.go.id/


Lampiran PK 
 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NTB 

 

No. Sasaran Strategis IndikatorKinerja Target 

(1) (2) (3) (4) 

1. Meningkatnya Kualitas, 

Daya Dukung dan Daya 

Tampung Lingkungan 

Hidup  

1.1 Cakupan lokasi yang dikendalikan kualitas air 

dan udaranya  

2 lokasi 

 1.2 Rasio Kemampuan perlindungan hutan  0,0009 

 1.3 Persentase desa sekitar hutan yang 

diberdayakan berbasis perhutanan sosial  

29,22 % 

  1.4 Persentase lahan kritis yang tertangani  0,53 % 

  1.5 Persentase target desa bank sampah  21,2 % 

  1.6 Persentase penanganan sampah  47,85 % 

2. Menurunnya Tingkat 

Kesenjangan ekonomi 

Masyarakat  

2.1 Persentase desa sekitar hutan yang 

diberdayakan melalui pembentukan kelompok 

HHBK dan Jasling  

28,60% 

 2.2 Cakupan Luas Pengembangan Tanaman 

Gaharu  

0,08 % 

  2.3 Cakupan operasionalisasi lembaga pengelola 

hutan di tingkat tapak 

16 unit 

 

Program Anggaran (Rp.) Keterangan 

1. Program Pengembangan 

Kinerja Pengelolaan 

Persampahan 

Rp. 13.223.731.000,- Sumber dana : APBD 

Mendukung sasaran strategis nomor 1, 

indikator kinerja 1.5 dan 1.6 

2. Program Pengelolaan Hutan Rp. 9.871.832.903,- Sumber dana : APBD 

Mendukung sasaran strategis nomor 2, 

indikator kinerja 2.1, 2.2 dan 2.3 

3. Program Rehabiltasi 

Kerjasama dan Perhutanan 

Sosial 

Rp. 8.270.071.484,- Sumber dana : APBD 

Mendukung sasaran strategis nomor 1, 

indikator kinerja 1.3 dan 1.4 

4. Program Pengendalian 

Pencemaran dan Perusakan 

Lingkungan Hidup 

Rp. 1.816.952.500,- Sumber dana : APBD 

Mendukung sasaran strategis nomor 1, 

indikator kinerja 1.1 

5. Program Perlindungan 

Hutan, Konservasi sumber 

daya alam dan ekosistem 

Rp. 16.609.853.500,- Sumber dana : APBD 

Mendukung sasaran strategis nomor 1, 

indikator kinerja 1.2 

6. Program Dukungan 

Manajemen dan 

Pelaksanaan Tugas Teknis 

Lainnya Kementerian LHK 

Rp.      809.500.000,- Sumber dana : APBN 

Mendukung sasaran strategis nomor 1 

dan 2, indikator kinerja 1.1, 1.3, dan 

2.3 

JUMLAH Rp. 50.601.941.387,-  

 

 Mataram,                                 2019 
 

Gubernur Nusa Tenggara Barat, 

 

 

 

 

Dr. H. ZULKIEFLIMANSYAH, S.E., M.Sc. 

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Provinsi Nusa Tenggara Barat, 

 

 

 

Ir. MADANI MUKAROM, B.Sc.F., M.Si 
Pembina Utama Muda (IV/c) 

NIP. 19630405 198903 1 019 

   



ESELON     : II

JABATAN   : KEPALA DINAS

I II III IV I II III IV

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Program Pengendalian 

Pencemaran dan 

Perusakan Lingkungan 

Hidup

1.661.525.000     609.957.000       514.622.000       443.891.800       93.054.200       -                 -                 -                 -                 -                 

- Pemantauan Kualitas 

Lingkungan
257.698.000        79.000.000         93.900.000         79.623.000         5.175.000         -                 -                 -                 -                 -                 

- Pengkajian Dampak 

Lingkungan
109.354.800        -                      49.450.000         59.904.800         -                    -                 -                 -                 -                 -                 

- Pengendalian 

Kerusakan Lingkungan
458.904.000        22.500.000         263.094.000       173.310.000       -                    -                 -                 -                 -                 -                 

- Pengelolaan 

Kebijakan Lingkungan 

Hidup

163.360.000        107.050.000       39.850.000         16.460.000         -                    -                 -                 -                 -                 -                 

- Peningkatan Kapasitas 

Lingkungan Hidup
118.985.000        49.319.000         7.950.000           54.216.000         7.500.000         -                 -                 -                 -                 -                 

- Pengembangan 

laboratorium 

lingkungan

553.223.200        352.088.000       60.378.000         60.378.000         80.379.200       -                 -                 -                 -                 -                 

Program Dukungan 

Manajemen dan 

Pelaksanaan Tugas 

Teknis Lainnya

Kementerian LHK

-                       -                      -                      -                      -                    112.500.000  18.750.000    56.250.000    18.750.000    18.750.000    

- Pembinaan dan 

Pengendalian Kegiatan 

Perencanaan dan 

Evaluasi (Pembinaan 

Kinerja Pengelolaan 

Industri)

-                       -                      -                      -                      -                    112.500.000  18.750.000    56.250.000    18.750.000    18.750.000    

1.2
Rasio Kemampuan

perlindungan hutan
% 0,0009 2E-04 0,0002 2E-04 0,0002

Program Perlindungan 

Hutan, Konservasi 

sumber daya alam dan 

ekosistem

16.609.853.500   3.950.924.250    4.673.437.360    4.199.386.288    3.786.105.602  -                 -                 -                 -                 -                 

- Pencegahan dan 

Pengamanan Hutan
15.028.169.000   3.725.659.510    3.838.426.580    3.890.118.180    3.573.964.730  -                 -                 -                 -                 -                 

- Penegakan Hukum 

Kehutanan
251.773.100        66.065.500         80.184.100         66.896.600         38.626.900       -                 -                 -                 -                 -                 

- Konservasi dan 

Sumber Daya Alam 

Hayati

109.736.000        41.379.000         37.857.000         25.000.000         5.500.000         -                 -                 -                 -                 -                 

- Pencegahan dan 

Pengendalian 

Kebakaran Hutan dan 

Lahan

1.220.175.400     117.820.240       716.969.680       217.371.508       168.013.972     -                 -                 -                 -                 -                 

RENCANA AKSI TAHUN 2019 

No
Sasaran 

Strategis

Indikator Kinerja 

Program/Kegiatan

Anggaran

Uraian Satuan
Target 

Kinerja

Rencana Aksi per Triwulan APBD APBN

I II III IV

3

Total (Rp.)
Rencana Aksi per Triwulan Rencana Aksi per Triwulan

1 11

Meningkatnya 

Kualitas, Daya 

Dukung dan 

Daya 

Tampung 

Lingkungan 

Hidup 

1.1 

Cakupan lokasi 

yang dikendalikan 

kualitas air dan 

udaranya

lokasi 2

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NTB

Total (Rp.)

1



I II III IV I II III IV

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

No
Sasaran 

Strategis

Indikator Kinerja 

Program/Kegiatan

Anggaran

Uraian Satuan
Target 

Kinerja

Rencana Aksi per Triwulan APBD APBN

I II III IV

3

Total (Rp.)
Rencana Aksi per Triwulan Rencana Aksi per Triwulan

Total (Rp.)

Program Rehabiltasi 

Kerjasama dan 

Perhutanan Sosial

1.082.496.100     204.394.600       403.661.500       213.337.400       261.102.600     -                 -                 -                 -                 -                 

- Penyuluhan dan 

Pemberdayaan 

Masyarakat

1.082.496.100     204.394.600       403.661.500       213.337.400       261.102.600     -                 -                 -                 -                 -                 

Program Dukungan 

Manajemen dan 

Pelaksanaan Tugas 

Teknis Lainnya

Kementerian LHK

-                       -                      -                      -                      -                    632.000.000  158.000.000  158.000.000  158.000.000  158.000.000  

- Pembinaan dan 

Pengendalian Kegiatan 

Perencanaan dan 

Evaluasi (Biaya 

Operasional Penyuluh 

Kehutanan dan 

Pengembangan Usaha 

Perhutanan Sosial)

-                       -                      -                      -                      -                    632.000.000  158.000.000  158.000.000  158.000.000  158.000.000  

1.4 Persentase lahan 

kritis yang 

tertangani 

% 0,526 0,131 0,131 0,131 0,131

Program Rehabiltasi 

Kerjasama dan 

Perhutanan Sosial

7.187.575.384     3.268.971.318    2.266.137.121    743.341.346       909.125.599     -                 -                 -                 -                 -                 

- Rehabilitasi Hutan dan 

Lahan Kritis
5.741.156.904     2.341.257.638    1.752.432.321    738.341.346       909.125.599     -                 -                 -                 -                 -                 

- Pengelolaan DAS 1.446.418.480     927.713.680       513.704.800       5.000.000           -                    -                 -                 -                 -                 -                 

Program Pengembangan 

Kinerja Pengelolaan 

Persampahan

6.442.433.480     1.262.932.990    1.917.755.490    2.173.580.490    1.088.164.510  -                 -                 -                 -                 -                 

- Kegiatan Peningkatan 

Peran Serta Masyarakat 

Dalam Pengelolaan 

Persampahan

6.442.433.480     1.262.932.990    1.917.755.490    2.173.580.490    1.088.164.510  -                 -                 -                 -                 -                 

1.6 

Persentase 

penanganan 

sampah

% 47,85 11,96 11,96  11,96 11,96 

Program Pengembangan 

Kinerja Pengelolaan 

Persampahan

6.781.297.520     2.105.036.000    2.174.211.000    1.501.111.000    1.000.939.520  -                 -                 -                 -                 -                 

- Peningkatan operasi 

dan pemeliharaan 

prasarana dan sarana 

persampahan

5.430.847.520     1.920.961.000    1.730.361.000    917.261.000       862.264.520     -                 -                 -                 -                 -                 

- Kerjasama 

pengelolaan 

persampahan

1.350.450.000     184.075.000       443.850.000       583.850.000       138.675.000     -                 -                 -                 -                 -                 

Program Pengendalian 

Pencemaran dan 

Perusakan Lingkungan 

Hidup

155.427.500        58.312.500         80.115.000         17.000.000         -                    -                 -                 -                 -                 -                 

- Pengelolaan 

persampahan dan 

limbah B3

155.427.500        58.312.500         80.115.000         17.000.000         -                    -                 -                 -                 -                 -                 

7,31 7,31 7,31

21,2 5,3 5,3 5,3 5,3

29,22 7,31

1.5 
Persentase target 

desa bank sampah
%

1.3 Persentase desa 

sekitar hutan yang 

diberdayakan 

melalui kerjasama 

dengan perhutanan 

sosial

%

2



I II III IV I II III IV

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

No
Sasaran 

Strategis

Indikator Kinerja 

Program/Kegiatan

Anggaran

Uraian Satuan
Target 

Kinerja

Rencana Aksi per Triwulan APBD APBN

I II III IV

3

Total (Rp.)
Rencana Aksi per Triwulan Rencana Aksi per Triwulan

Total (Rp.)

2.
Program Pengelolaan 

Hutan
9.554.224.343     889.077.524       5.465.065.852    2.183.175.602    1.016.905.365  -                 -                 -                 -                 -                 

- Pengendalian Pengelolaan 

dan Peredaran Hasil Hutan
754.790.320        207.905.280       208.555.280       207.599.480       130.730.280     -                 -                 -                 -                 -                 

2.2

Cakupan Luas 

Pengembangan 

Tanaman Gaharu 

% 0,08 0,08

Unit 16 4 4 4 4
Program Pengelolaan 

Hutan
317.608.560        188.314.000       83.014.000         27.168.600         19.111.960       -                 -                 -                 -                 -                 

- Perencanaan dan Tata 

Hutan
317.608.560        188.314.000       83.014.000         27.168.600         19.111.960       -                 -                 -                 -                 -                 

Program Dukungan 

Manajemen dan 

Pelaksanaan Tugas 

Teknis Lainnya

Kementerian LHK

-                       -                      -                      -                      -                    65.000.000    5.000.000      40.000.000    20.000.000    -                 

-Pembinaan dan 

Pengendalian Kegiatan 

Perencanaan dan 

Evaluasi (Fasilitasi 

Pengelolaan Tahura)

-                       -                      -                      -                      -                    65.000.000    5.000.000      40.000.000    20.000.000    -                 

49.792.441.387   12.537.920.182  17.578.019.323  11.501.992.526  8.174.509.356  809.500.000  181.750.000  254.250.000  196.750.000  176.750.000  

NIP. 19630405 198903 1 019

Mataram,                                             2019

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

Provinsi NTB,

Ir. MADANI MUKAROM, B.Sc.F., M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

2.3 Cakupan 

operasionalisasi 

lembaga pengelola 

hutan di tingkat 

tapak

7,15 7,15 7,152.1 

Persentase desa 

sekitar hutan yang 

diberdayakan 

melalui 

pembentukan 

kelompok HHBK 

dan Jasling

% 28,6 7,15

-                 -                 -                 
- Pengembangan Usaha 

Kehutanan
8.799.434.023     681.172.244       5.256.510.572    1.975.576.122    886.175.085     -                 -                 

Menurunnya 

Tingkat 

Kesenjangan 

ekonomi 

Masyarakat

3



91 | L A K I P  T a h u n  2 0 1 8  
 

Pengukuran dan Pencapaian Kinerja Tahun 2018 

 

No Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 

Target Capaian Program/Kegiatan Anggaran 

(Rp.) 

Real. 

Keuangan 

Real. 

Fisik 

1 Terwujudnya 

sumber daya 

alam  yang 

lestari dan 

terpeliharanya 

kualitas 

lingkungan 

hidup 

Indeks Kualitas 

Lingkungan 

Hidup 

67,95 59,48* 

(proyeksi 

dalam 

Laporan 

Tahunan 

Menteri LHK) 

I Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan 

1 Pemantauan Kualitas 

Lingkungan 

1.034.649.000 879.371.654 84,99 

 2 Pengawasan Pelaksanaan 

Kebijakan Bidang 

Lingkungan Hidup 

191.104.000 187.851.945 98,30 

3 Pengelolaan B3 dan 

Limbah B3 

200.613.000 195.672.312 97,54 

4 Pengkajian Dampak 

Lingkungan 

168.181.000 166.468.274 98,98 

  5 Peningkatan Peringkat 

Kinerja Perusahaan 

(Proper) 

66.401.700 64.229.929 96,73 

   II Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya 

Alam dan Lingkungan Hidup 

   1 Penyusunan Status 

Lingkungan Hidup Daerah 

435.651.400 435.194.984 99,90 

Jumlah 

kelompok 

pengelola 

persampahan 

yang terbina 

50 54 III Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 

1 Peningkatan Peran serta 

Masyarakat dalam 

Pengelolaan Persampahan 

1.911.256.000 1.883.598.264 98,55 

2 Terwujudnya 

perlindungan 

dan konservasi 

SDA 

Jumlah mata air 

yang terlindungi 

438 527 IV Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 

  1 Pengendalian dampak 

Perubahan Iklim 

172.807.000 171.498.000 99,24  

    2 Perlindungan Mata Air 

dengan Vegetasi/Civil 

Teknis 

355.296.400 322.588.200 90,79  
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No Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 

Target Capaian Program/Kegiatan Anggaran 

(Rp.) 

Real. 

Keuangan 

Real. 

Fisik 

3 Meningkatnya 

potensi dan 

produksi hasil 

hutan 

Jumlah jenis 

produksi hasil 

hutan bukan 

kayu 

5 jenis 6 jenis 

Kayu Putih, 

Nilam, 

Bambu, 

Madu, 

Rotan, 

Kemiri 

V Program Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan 

  1 Pengembangan Hasil 

hutan Baku Kayu 

Unggulan 

1.910.656.812 1.882.285.393         98,52  

    2 Pengendalian Pengelolaan 

dan Peredaran Hasil 

Hutan 

314.584.717 311.713.537         99,09  

     3 Pengembangan Jasa 

Lingkungan 

3.383.049.000 2.759.772.310         81,58  

     4 Penyuluhan dan 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

575.220.500 574.311.167         99,84  

     5 Pengembangan Industri 

dan Pemasaran Hasil 

Hutan 

758.780.000 547.050.000 72,10  

4 Meningkatnya 

produktifitas 

Hutan dan 

Lahan 

Luas hutan dan 

lahan yang 

direhabilitasi 

3.300 

hektar 

10.814,68 

hektar 

VI Program Rehabilitasi dan Pemberdayaan Masyarakat 

1 Rehabilitasi Daerah 

Tangkapan Air 

513.483.500 507.021.642 98,74 

     2 Rehabilitasi Hutan dan 

Lahan Kritis 

2.297.896.530 2.191.586.466 95,37 

     3 Pengelolaan DAS 238.987.000 234.724.684 98,22 

5 Meningkatnya 

kesadaran 

masyarakat 

tentang 

perlindungan 

hutan dan 

pengamanan 

kawasan hutan 

Luas areal hutan 

yang terlindungi 

486 Desa 

(7.416 ha) 

486 Desa  

(43.438 ha) 

VII Program Perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan 

1 Operasi Pengamanan 

Hutan 

14.001.823.370 13.346.290.966 95,32 

2 Penyelesaian Permasalah 

Tenurial dalam Kawasan 

Hutan Prov. NTB 

483.603.800 482.736.878 99,82 

    3 Pemantauan Evaluasi dan 

Pelaporan Cadangan 

Karbon Prov NTB 

298.272.500 294.145.600 98,62 
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No Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 

Target Capaian Program/Kegiatan Anggaran 

(Rp.) 

Real. 

Keuangan 

Real. 

Fisik 

     4 Penegakan Hukum 581.487.600 458.067.412 78,78 

     5 Penataan Blok/Petak dan 

Sosialisasi Hasil Tata 

Batas Kawasan pada 

Wilayah KPH 

100.828.000 100.828.000 100 
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